
 

 

i 

 

KEDUDUKAN HUKUM AKTA JUAL BELI DALAM 

PROSES PENGAJUAN HAK GUNA BANGUNAN YANG 

TELAH KADALUWARSA  

DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM 

 
 

T E S I S 
 

 

 

 
Oleh : 

 

DHANDY ARMANDA KUSUMABRATA, S.H 
 

NIM   : 21302100121 

Program Studi  : Magister Kenotariatan 

 

 

 

 
PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN 

 PROGRAM PASCA SARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  

SEMARANG 

2023 



ii 

 

 

 

KEDUDUKAN HUKUM AKTA JUAL BELI DALAM 

PROSES PENGAJUAN HAK GUNA BANGUNAN YANG 

TELAH KADALUWARSA  

DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM 

 
 

T E S I S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oleh : 

 

DHANDY ARMANDA KUSUMABRATA, S.H 
 

NIM   : 21302100121 

Program Studi  : Magister Kenotariatan 

 

 

 

 

 

 
PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN 

 PROGRAM PASCA SARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  

SEMARANG 

2023 



ii
i 

 

 

 

KEDUDUKAN HUKUM AKTA JUAL BELI DALAM PROSES 

PENGAJUAN HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH 

KADALUWARSA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM 
 

 
TESIS 

     

 
Oleh : 

 

DHANDY ARMANDA KUSUMABRATA, S.H 

NIM    :  21302100121 

Program Studi  :  Magister Kenotariatan 

 

 
Disetujui oleh : 

Pembimbing  

Tanggal, 

 

 

 
 

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. 
NIDN. 0607077601 

 

 
Mengetahui, 

Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan 

 

 

 

 
Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. 

NIDN. 0620046701 

 



iv 

 

KEDUDUKAN HUKUM AKTA JUAL BELI DALAM PROSES 

PENGAJUAN HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH 

KADALUWARSA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM 
 

TESIS 

 
Oleh : 

DHANDY ARMANDA KUSUMABRATA, S.H 

NIM :  21302100121 

Program Studi  :  Magister Kenotariatan 

 
Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji 

Pada Tanggal 31 Agustus 2023 

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus. 

 

Tim Penguji 

Ketua, 

 

 
 

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.,M.H. 
NIDN. 0615087903 

Anggota,  

 

 

 

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H.,M.Kn. 
NIDK. 8905100020 

Anggota,  

 

 

 

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. 
NIDN. 0607077601 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan 

 

 

 

 
Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. 

NIDN. 0620046701 

 



v 

 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

 

 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama   : DHANDY ARMANDA KUSUMABRATA 

NIM   : 21302100121 

Program Studi  : Magister Kenotariatan 

Fakultas/Program : Hukum / Program Magister 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul ―Kedudukan 

Hukum Akta Jual Beli Dalam Proses Pengajuan Hak Guna Bangunan Yang Telah 

Kadaluwarsa Dalam Konsepsi Kepastian Hukum‖ benar-benar merupakan hasil 

karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat 

dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah 

yang berlaku. 

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung 

ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain dianggap melanggar peraturan, 

maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.  

 

Semarang, 4 September 2023 

Yang Menyatakan,  

 

 

 

 

DHANDY ARMANDA KUSUMABRATA 

NIM. 21302100121 

 

 

 

 

Materai 

Rp.10.000 



vi 

 

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama   : DHANDY ARMANDA KUSUMABRATA 

NIM   : 21302100121 

Program Studi  : Magister Kenotariatan 

Fakultas/Program : Hukum / Program Magister 

 

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas 

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : 

KEDUDUKAN HUKUM AKTA JUAL BELI DALAM PROSES PENGAJUAN 

HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH KADALUWARSA DALAM 

KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM 

 

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta 

memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, 

dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain 

untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai 

pemilik Hak Cipta. 

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari 

terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka 

segala bentul tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi 

tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung. 

 

Semarang, 4 September 2023 

Yang Menyatakan,  

 

 

 

HANDY ARMANDA KUSUMABRATA 

NIM. 21302100121 

Materai 

Rp.10.000 



vii 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

MOTTO : 

 
“Integritas melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang 

mengawasi” 

 

 

 

 

 

 

Tesis ini saya persembahkan untuk : 

1. Kedua orangtua ku 

2. Dosen pembimbingku (Dr. Bambang Tri 

Bawono,S.H., M.H) 

3. Civitas Akademika UNISSULA 

 



viii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala 

limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang diberikan, doa-doa yang 

dikabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tak henti-hentinya, sehingga tesis yang 

berjudul “Kedudukan Hukum Akta Jual Beli Dalam Proses Pengajuan Hak Guna 

Bangunan Yang Telah Kadaluwarsa Dalam Konsepsi Kepastian Hukum”. dapat 

diselesaikan tepat waktu. Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk 

menyelesaikan Program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang adalah tujuan dari tesis ini. Penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut, oleh karena itu dalam 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi 

Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

4. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi 

Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing 



ix 

 

 

 

yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan dan pengarahan cara penulisan tesis yang baik, dan 

benar dengan sabar, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan 

baik.  

6. Bapak, Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn., dan Tim Penguji yang 

berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam 

penyusunan tesis ini.  

7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian 

ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, 

kritik dan saran yang diberikan selama ini. 

8. Staf Pengajaran dan Karyawan, Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas segala bantuannya selama 

ini; 

9. Kedua orangtuaku dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan 

mendukung langkahku untuk kebaikan menyelesaikan tesis ini. 

10. Teman-temanku yang selalu memberi do’a dan support kepada saya saat 

mengerjakan dan membimbing saya supaya dapat segera menyelesaikan 

tesis ini. 

11. Teman seperjuangan pada Program Studi Magister (S2) Kenotariatan 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

12. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.  



x 

 

 

 

Segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dalam 

kesempurnaan karya ini. Semoga Allah SWT, membalas budi baik dan amalan 

yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi 

Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.  

 

Semarang, 31 Agustus 2023 

Penulis 

Dhandy Armanda Kusumabrata 

 

 

 



xi 

 

ABSTRAK 

 

 

Pemberian atau perolehan Hak Guna Bangunan dimungkinkan dengan 

memanfaatkan barang bukan milik, yaitu tanah yang bukan milik negara. 

Perlindungan dan kejelasan hukum sangat penting. Pengajuan Pembaharuan dan 

perpanjangan hak guna bangunan setelah habis masa berlakunya memerlukan 

dokumentasi yang disahkan dalam bentuk akta jual beli untuk memenuhi kriteria 

yang ketat.  Tanah Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya dan 

tidak diperpanjang atau diperbarui akan secara otomatis kembali ke status 

awalnya atau jatuh ke pemegang hak sebelumnya Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 136 K//Pdt/2017 dan Putusan nomor 557/PDT/2015/PT.DKI digunakan 

sebagai landasan analisis dalam tulisan ini.  

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan pada Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan penelitian ini 

adalah deskriptif analitis, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Logika deduktif 

digunakan untuk menghasilkan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Hukum Akta Pengikatan 

Jual Beli (PJB) tidak diatur secara normatif, dalam hal Amar Putusan Mahkamah 

Agung nomor 136 K//Pdt/2017 dan Amar Putusan nomor 557/PDT/2015/PT.DKI 

tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

40 Tahun 1996 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Perjanjian Jual Beli 

dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan 

Notaris tidak sah karena penjual tidak memiliki hak untuk melakukan PPJB atas 

tanah yang sudah dikuasai oleh Negara atau dengan kata lain Hak Guna Bangunan 

sudah kedaluwarsa, sehingga PPJB yang dibuat batal demi hukum. Pemegang Hak 

Guna Bangunan atas tanah yang jangka waktunya telah berakhir dapat tetap 

menjadi pemegang Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut dalam beberapa cara. 

Menurut Peraturan Pemerintah No.40/1996, salah satunya adalah dengan 

memperbarui hak guna bangunan atau dengan membuat Akta Notaris yang 

dikenal sebagai Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak. 

 

 

Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Kedaluwarsa, Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
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ABSTRACT 

 

 

The grant or acquisition of the right of use of a building is possible by using 

non-owned property, i.e. land not owned by the State. Protection and legal clarity 

are crucial. Applications for renewal and renewal of the right to use the building 

after its expiration require documentation certified in the form of an act of sale to 

meet strict criteria.  A building that has expired and has not been renewed or 

updated will automatically return to its original status or fall to previous 

rightholders.  

This research uses normative legal research methodology with an approach 

to the Rules of Law. This research approach is descriptive analytical, and the data 

used is secondary data. Data analysis is done using qualitative analysis. Deductive 

logic is used to produce conclusions. 

The results of the research showed that the legal position of the Sale 

Binding Act (PJB) is not normatively regulated, in the case of the Supreme Court 

Decision No. 136 K//Pdt/2017 and the Decision no. 557/PDT/2015/PT.DKI does 

not comply with the provisions listed in the Government Regulations No. 40 Year 

1996 and the Agrarian Tree Act. (UUPA). The sale agreement in the form of a 

contract of binding sale (PPJB) made before a notary is invalid because the seller 

does not have the right to do PPJB on the land already controlled by the State or, 

in other words, the right of use of the building has expired, so that the IPJB made 

void by law. According to Government Regulation No. 40/1996, one of them is to 

renew the right to use the building or to make a notary act known as the Sale and 

Sale of Buildings and Operating Rights Act. 

 

Keywords: Building Usage Rights, Expiry, Sales Agreement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

disebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat”. Seperti kebiasaan dalam sumber-sumber utama 

hukum Islam, banyak ayat membahas hubungan antara manusia dan bumi, 

yang Allah (SWT) ciptakan untuk tujuan mempertahankan kehidupan 

manusia. 

QS. Yunus (10) ayat (3) : 

 

Artinya : 

“Sesungguhnya Tuhan kami Dialah Allah yang menciptakan 

langit dan bumi dalam enam masa kemudian dia bersemayam 

Diatas Arsy (singgasana) untuk mengatur segala urusan. Tidak 

ada yang dapat memberi syarfaat kecuali setelah ada izin-Nya. 

Itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah DIa. Apakah kamu 

tidak mengambil pelajaran?”. 
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QS. Baqarah (2) ayat 22 : 

 

Artinya :  

“Dialah (Allah SWT) yang menjadikan bumi sebagai hamparan 

bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah (Allah SWT) yang 

menurunkan air (hujan) dari langit, lalu DIa hasilkan dengan 

hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, 

janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, 

padahal kamu mengetahui,” 

 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dan sebagian besar 

penduduknya menggunakan tanah untuk menghasilkan makanan dan 

barang-barang lainnya dengan mengolahnya di lanskap pertanian. 

Permintaan lahan di Indonesia tumbuh pada tingkat yang lebih cepat 

daripada populasi keseluruhan negara yang berkembang, dan ini berlaku 

baik untuk sektor pertanian maupun industri konstruksi. Namun, jumlah 

total lahan atau luas lahan di Indonesia tidak bertambah dan tidak berubah, 

yang berarti jumlah lahan pertanian yang produktif semakin berkurang dan 

tidak akan mampu memenuhi permintaan lahan yang terus meningkat dari 

individu, masyarakat, dan pemerintah Indonesia, yang membutuhkan lahan 

untuk pengembangan fasilitas umum.
1
. Peranan Negara melalui pemerintah 

sangat dibutuhkan untuk mengatur regulasi dalam hak kepemilikan, 

                                                     
1
 Muhammad Hatta, 2005, Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan, 

Media Abadi, Yogyakarta, hal. 15. 
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penguasaan dan penggunaan tanah untuk perlindungan dan kepastian hukum 

di bidang pertanahan. 

Hukum dasar pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria (selanjutnya disebut 

UUPA), yang menyatakan bahwa baik rakyat Indonesia maupun negara 

berhak atas tanah. Hal ini disebabkan jika negara merupakan entitas 

pemerintahan yang mempersatukan kekuatan seluruh rakyat atau negara dan 

memiliki kemampuan mutlak untuk : 

1. Mengendalikan dan mengkoordinasikan pendistribusian, 

penerapan, pemeliharaan, dan penyediaannya. 

2. Tentukan dan kendalikan siapa yang memiliki apa yang ada di 

darat, laut, dan di langit. 

3. Membuat dan menegakkan peraturan untuk semua interaksi 

manusia dan usaha hukum di darat, laut, dan di ruang angkasa. 

Ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UUPA, bahwa hubungan ini berlangsung 

terus. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa tidak dapat dipisahkan, dalam 

keadaan apapun, selama bangsa Indonesia bersatu sebagai bangsa dan 

selama tanah, laut, dan ruang angkasa Indonesia dimanfaatkan secara 

lestari.
2
 

Ada beberapa jenis hak atas tanah yang diatur oleh UUPA, dan salah 

satunya disebut Hak Guna Bangunan (HGB). HGB yang diatur secara 

khusus dari paragraf 35 sampai paragraf 40. Dalam Pasal 35 UUPA Ayat 1 

                                                     
2
 Sudargo Gautama, Ellyda T. Soetijarto, 1997, Tafsiran UUPA (1960) dan Peraturan-

peraturan Pelaksanaannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 51.  
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disebutkan bahwa seseorang berhak mendirikan dan memiliki bangunan di 

atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu paling lama tiga 

puluh tahun. Hak ini dikenal sebagai hak "Hak Guna Bangunan". Bagian 

selanjutnya dari Pasal 35 ayat (2) menetapkan bahwa dengan 

mempertimbangkan permintaan mereka yang ingin memperoleh hak milik, 

serta persyaratan dan kondisi bangunan yang bersangkutan, jumlah waktu 

yang diberikan dapat diperpanjang hingga maksimum dua puluh tahun 

dalam hal diperlukan untuk melakukannya.
3
. 

Proipe irti milik neigara, ko introil administratif, dan hak ke ipeimilikan 

se imuanya be irlaku untuk tanah yang dapat dikate igoirikan untuk ko instruksi. 

Me inurut keiteintuan Pasal 21 Peiraturan Pe imeirintah (PP) No imoir 40 Tahun 

1996 teintang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas 

Tanah diseibutkan bahwa satu-satunya je inis tanah yang dapat dibe irikan 

HGB adalah Tanah Neigara, Hak Pe inge iloilaan, dan Hak Milik. Se ihubungan 

de ingan itu, peimbeirian atau peiroileihan HGB dimungkinkan de ingan 

meimanfaatkan barang bukan milik, yaitu tanah yang bukan milik ne igara
 4
. 

Dibandingkan deingan HGB atas tanah Hak Pe inge iloilaan (HPl) atau 

HGB atas tanah milik swasta (HM), HGB atas tanah milik ne igara 

diteirbitkan, dipeilihara, dan diteitapkan se icara leibih teipat. Pe irbeidaan itu 

teirle itak pada kointrak aktual antara pe imilik tanah atau pe ime igang hak yang 

be irsangkutan untuk meimpeiroileih, me impeirpanjang lagi, me inaksir biaya/tarif 

pe imbaharuan, dan meingajukan pe irmoihoinan peimbaharuan keipada Kantoir 

                                                     
3
 Ibid. hal. 9 

4
 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaaan Tanah Negara 
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Pe irtanahan. Jika deimikian, maka peirlu ke iringanan dalam HGB milik 

ne igara, padahal PP No i. 40 Tahun 1996 meincantumkan klausula yang 

meingatur agar harta teitap dipeirtahankan se isuai deingan RTRW. Se itiap 20-30 

tahun, tim khusus uji tanah akan me ilakukan inspeiksi se ibagaimana 

disyaratkan o ileih Pasal 27 Pe iraturan KBPN 7 Tahun 2007, yang 

meinguraikan tanggung jawab dan we iwe inang ke ipala badan teirse ibut.. 

Ke itika hak atas tanah dipe irpanjang, durasinya dipe irpanjang tanpa 

meingubah ke ite intuan yang me indasarinya. Be irbe ida deingan Hak Guna Usaha 

(HGU) dan Hak Pakai (HP), Hak Guna Bangunan (HGB) adalah se ije inis hak 

atas tanah yang me impunyai jangka waktu dan dapat dipe irpanjang. Hak 

Guna Usaha be irdasarkan Pasal 35 UUPA dapat dipe irpanjang sampai de ingan 

20 tahun deingan me imbeirikan hak keipada oirang-oirang atau badan-badan 

hukum yang me ime inuhi syarat-syarat, de ingan ke iteintuan bahwa hak itu 

digunakan untuk tujuan pe iruntukan, peinggunaan, dan pe inggunaan tanah 

yang dinyatakan. 

Pe irmo ihoinan peirpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan diatur 

di dalam: 

1. Pe iraturan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna 

Tanah Tahun 1996 (Peiraturan Peimeirintah Noi. 40). 

2. PMNA/KBPN No i. 9 Tahun 1999, Tata Cara Pe imbeirian dan 

Pe incabutan Hak Milik Neigara dan Hak Pe inge iloilaan. 

Teirsirat bahwa ada pe irbeidaan bahasa dan makna antara ke idua 

pe iraturan peirundang-undangan yang hie irarkis. Misalnya, Pasal 27 ayat (1) 
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PP Noimoir 40 Tahun 1996 me inyatakan bahwa pe irmoihoinan pe irpanjangan 

jangka waktu HGB harus dilakukan paling lambat dua tahun se ibe ilum jangka 

waktu HGB be irakhirpeirmoihoinan harus diajukan seilambat-lambatnya satu 

tahun seibe ilum beirakhirnya jangka waktu, se isuai de ingan ―Pasal 41 

PMNA/KBPN No imoir 9 Tahun 1999 teintang Tata Cara Pe imbeirian dan 

Pe imbatalan Hak Atas Tanah Ne igara dan Hak Pe inge iloilaan‖.  

Me inurut infoirmasi di atas, PP No i. 40 Tahun 1996 meinggunakan 

kalimat seide irhana ―seilambat-lambatnya ". Kare ina kata ―rahmat‖ me imiliki 

koinoitasi yang le ibih luas, maka urutannya be irbe ida deingan PMNA/KBPN 

Noimoir 9 Tahun 1999. Kare ina peinggunaan 2 (dua) frasei yang be irbe ida untuk 

meinggambarkan batas waktu pe ingajuan pe irmoihoinan pe irpanjangan Hak 

Guna Bangunan, dapat meinimbulkan beirbagai peinafsiran dan peilaksanaan. 

Dalam kaitannya de ingan pe ine irapan ke ipastian hukum, hal ini ada 

hubungannya de ingan pe inge irtian hirarki undang-undang, yang dise ibut juga 

leix supe irio ir deiroigat le igi infeirioiri, yang me inyatakan bahwa peiraturan 

pe irundang-undangan yang le ibih keitat leibih diutamakan daripada pe iraturan 

yang le ibih ringan. 

Pe idoiman poikoik pe iraturan peilaksanaan adalah Peiraturan Peimeirintah 

Noimoir 40 Tahun 1996, dan PMNA/KBPN No imoir 9 Tahun 1999 harus 

dicantumkan dalam pe iraturan peilaksanaan yang me injeilaskan teintang 

ke ikhususan o ipe irasi. Aturan yang me ingatur pe ilaksanaan peirpanjangan HGB 

atas Tanah Neigara me imiliki bahasa yang se ihat dalam seitiap keiteintuannya, 

teirmasuk fakta bahwa jangka waktu tidak dijamin se icara hukum. Meinurut 
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hieirarki hukum, aturan atau pe iraturan yang le ibih tinggi harus dibe irlakukan 

ke itika ada peirbe idaan peiraturan antara meire ika dan aturan yang le ibih re indah. 

HGB Tanah Ne igara dipeirbarui seicara rutin oileih oirganisasi hukum 

Indoine isia yang be ire iputasi baik deingan oitoiritas teirkait. Seitiap badan hukum 

dipeirboile ihkan dan diharuskan untuk me ingusulkan, meimpe irpanjang, dan 

meimpe irbaharui hak atas suatu bangunan. 

Kanto ir Pe irtanahan BPN (Katah) dan Kanto ir Wilayah (Kanwil) 

meimbuat keiputusan teintang peimbe irian HGB de ingan kapasitas untuk 

meinangani pe irmintaan peimbe irian hak teirkait deingan tanah HGB yang baru 

dibutuhkan, meinde ileigasikan ke ipada Jabatan BPN Dae irah lingkup yurisdiksi 

yang leibih se impit, khususnya ke iwe inangan untuk meimutuskan. Meinurut 

Pasal 4 Pe iraturan KBPN No i. 2 Tahun 2013 te intang Pe ilimpahan 

Ke iwe inangan Ke igiatan Peimbe irian dan Peindaftaran Tanah, deimikian adanya. 

Oile ih kareina itu, teirmasuk dalam ruang lingkup pe irpanjangan dan 

pe imbaharuan HGB yang durasinya dapat be irvariasi. Hak ganda be irlaku 

untuk se ibidang tanah yang se ikarang dike iloila o ile ih Kanto ir Kanto ir 

Pe irtanahan. 

Cukup jarang be irke imbang masalah keipe imilikan bidang tanah de ingan 

status HGB ke itika pe imeigang hak tidak me impe irbaharui haknya atau 

meingajukan pe irmoihoinan hak keitika batas waktu HGB be irakhir. Harta HGB 

adalah teimpat bangunan yang dise iwa itu be irada, dan peimeigang hak guna 

bangunan meingajukan pe irmo ihoinan seiteilah meinge itahui bahwa peime igang 

hak tidak meilakukannya ke itika batas waktu HGB be irakhir. atas tanah HGB 
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yang tidak teirpakai di Ke ilurahan Gro igoil Utara, Ke icamatan Ke ibayoiran 

Lama, DKI Jakarta. 

 

Diawali deingan pe irse itujuan Bapak ASL, pe imbe ili, dan Ibu HMI, 

pe injual, untuk meinandatangani Peirjanjian Jual Be ili (PPJB) untuk se ibidang 

tanah dan bangunan dalam se irtifikat beikas HGB No imoir 548/GROiGOiL 

UTARA yang haknya te ilah beirakhir pada tanggal dua puluh einam 

Noive imbe ir 2006 (26-11-2006),  te irleitak di Daeirah Khusus Ibuko ita Jakarta. 

Se ibagaimana teirtuang dalam Akta Pe irjanjian Jual Be ili Noimo ir 17 tanggal 13 

De ise imbeir 2006, dibuat dihadapan No itaris ―PN‖ di Wilayah Ke irja Ko ita 

Jakarta Utara seilaku Noitaris yang me inye ipakati harga jual seibe isar Rp. 

3.500.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), dan se ibagian harga teilah 

dibayar, juga ada surat ke iteirangan yang dike iluarkan oile ih instansi yang 

be irwe inang di Jakarta Seilatan, teirtanggal dua puluh lima Juni seiribu 

se imbilan
5
. Namun, teirnyata seirtifikat Hak Atas Guna Bangunan te irse ibut 

teilah beirakhir hak pada tanggal duapuluh e inam Noive imbe ir dua ribu einam 

(26-11-2006), yang mana Akta Jual Be ili di No itaris yang digunakan se ibagai 

alas hak me ingajukan peirmo ihoinan hak guna bangunan de ingan jangka waktu 

ke idaluwarsa tidak kunjung dilaksanakan oileih pe injual. 

Guna me ingatasi masalah ini, pe irlindungan dan ke ije ilasan hukum 

sangat pe inting. Pe ingajuan dan pe irpanjangan hak guna bangunan se ite ilah 

habis masa beirlakunya meime irlukan doikumeintasi yang disahkan dalam 

                                                     
5
 Putusan ―Nomor 41 PK/Pdt/2019 juncto Putusan Nomor 136K/Pdt/2017 tanggal 10 April 

2017 juncto Putusan 557/PDT/2015/PT.DKI tanggal 15 Desember 2015 juncto Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan Nomor 298/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Juli 2014‖.  
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be intuk akta jual beili untuk meime inuhi kriteiria yang ke itat
6
. Seilain itu, akan 

teirjadi keitidakpastian hukum dalam pro ise is pe ingajuan HGB yang te ilah 

ke idaluwarsa teirse ibut
7
. Se ilain itu, akan te irjadi keitidakpastian hukum dalam 

proise is pe ingajuan HGB yang te ilah keidaluwarsa teirse ibut.
8
 

 

B. Rumusan Masalah 

Pe inulisan tesis ini, beibe irapa masalah utama dapat diide intifikasi, 

antara lain seibagai beirikut :  

1. Bagaimana keidudukan hukum akta peingikatan jual be ili hak guna 

bangunan se ibagai syarat untuk me ingajukan jangka waktu hak guna 

bangunan yang te ilah keidaluwarsa? 

2. Analisis yuridis te irhadap pro ise is pe ingajuan hak guna bangunan yang 

teilah ke idaluwarsa dalam koinse ipsi keipastian hukum? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan peineilitian dari uraian yang dike imukakan dalam peirmasalahan 

diatas, maka tujuan pe ine ilitian ini untuk : 

1. Untuk me inge itahui dan meinganalisa bagaimana ke idudukan hukum 

akta peingikatan jual be ili hak guna bangunan se ibagai syarat untuk 

meingajukan jangka waktu hak guna bangunan yang te ilah 

                                                     
6
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah  
7
 Ibid. Ps. 27 

8
 Reza Firdaus, 2017, ―Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli Tanah Yang Masih Berstatus Hak Pengelolaan.‖ LamLaj, Lambung Mangkurat Law 

Journal, Vol. 2 Issue 1, March, hal. 113-134 
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ke idaluwarsa. 

2. Untuk me inge itahui dan meinganalisis pro ise is pe ingajuan hak guna 

bangunan yang te ilah keidaluwarsa dalam ko inse ipsi keipastian hukum. 

D. Manfaat Penelitian 

Pe inulisan hukum ini diharapkan akan adanya manfaat atas pe ine ilitian 

teirse ibut, adapun manfaat dari pe ine ilitian ini adalah: 

1. Manfaat Teioiritis 

a. Diharapkan bahwa hasil pe ineilitian ini akan me imbantu dalam 

pe inye ibaran info irmasi teintang pe inghe intian hak guna bangunan 

dan proise idur peingajuan yang dipe irlukan untuk meilakukannya, 

se irta meimbeirikan wawasan dan me iningkatkan pe inge itahuan 

masyarakat dan hukum me inge inai ke idudukan hukum dari akta 

yang me ingikat. Hak guna bangunan dalam jual beili dalam 

koinse ipsi ke ipastian hukum. 

b. Hasil pe ine ilitian ini dipeirlukan untuk meinye ile isaikan tugas 

pe ineilitian hukum di Fakultas Hukum Unive irsitas Islam Sultan 

Agung Se imarang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan hasil peine ilitian ini akan me imbeirikan so ilusi yang 

akurat untuk masalah yang dite iliti. Se ilain itu, peine ilitian ini akan 

meingungkap te ioiri-te ioiri yang sudah ada dan te ioiri-te ioiri baru 

yang te ilah beirkeimbang.
9
 

                                                     
9
 Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 106. 
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b. De imi keijeilasan hukum bagi pe imeigang hak, diharapkan te imuan 

pe ineilitian ini dapat diseibarluaskan dalam be intuk teirtulis keipada 

mahasiswa dan masyarakat umum dalam be intuk liteiratur atau 

bahan bacaan. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Ke irangka ko inse iptual adalah seipe irangkat aturan dan de ifinisi yang 

dapat digunakan seibagai panduan saat meimproiduksi studi ini. Hal itu 

didasarkan pada se ijumlah undang-undang dan pe iraturan
 10

. De ifinisi 

oipe irasioinal dari kata-kata yang akan digunakan be irikut teilah dibuat untuk 

meinjamin bahwa tidak ada ke isalahpahaman atau variasi makna se ilama 

pe ineilitian beirlangsung: 

1. Analisis Yuridis 

Me inganalisis apa pun adalah me ilihat suatu tindakan, 

meime icahnya me injadi bagian-bagian ko impoineinnya, dan me ime iriksa 

se itiap bagian dan bagaimana hubungannya de ingan bagian lain untuk 

meimiliki peinge itahuan meinye iluruh te intang ke ise iluruhan
11

. Se idangkan 

yuridis diartikan de ingan me inurut hukum atau seicara hukum
12

. Apa 

pun yang me imiliki deifinisi hukum dan diakui sah o ileih peime irintah 

dianggap yuridis, me inurut Bahde ir Joihan Nasutio in. Untuk me imastikan 

bahwa individu yang me ilanggar hukum dapat dimintai 

                                                     
10

 Ibid 
11

 Departemen Pendidikan Nasional., 2000, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 

Balai Pustaka, Jakarta, hal. 43 
12

 Ibid. hal. 1278 
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pe irtanggungjawaban, se itiap oirang di wilayah yang dicakup o ile ih 

undang-undang wajib me imatuhi aturan ini. Aturan yudisial adalah 

aturan yang dipandang le igal atau yang di mata hukum me imbeinarkan 

pe ineirapannya, baik dalam be intuk aturan, adat istiadat, mo iral, atau 

bahkan prinsip eitika yang me injadi landasan pe inilaiannya
13

.  

De ifinisi lain, Deingan me inggunakan standar hukum se ibagai 

pe idoiman, seirangkaian keigiatan yang diseibut analisis yuridis 

digunakan untuk meingamati, meinde iskripsikan, dan/atau me inyusun 

ke imbali suatu hal untuk me indapatkan keisimpulan hukum. Ungkapan 

ini se iring digunakan untuk me incirikan me itoide i pe ineilitian dalam 

liteiratur akadeimik teintang hukum. Namun untuk me inilai suatu 

pe irbuatan hukum atau akibat hukumnya, masyarakat umum juga 

meinggunakan analisis hukum dasar
14

. Jadi analisis yuridis adalah 

suatu meitoide i atau teiknik analisis yang digunakan dalam bidang 

hukum untuk meimpeilajari, meingkaji dan meinafsirkan suatu peiraturan 

atau peirundang-undangan se irta me impeirtimbangkan implikasi hukum 

dari suatu peirmasalahan atau kasus. 

2. Proses 

Proise is adalah teirdiri dari seijumlah langkah, mulai dari 

meine intukan tujuan hingga me incapainya
 15

, Seidangkan me inurut 

                                                     
13

 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 

hal. 83-88 
14

 Kamus Hukum Online Indonesia, 14 Mei 2023, https://kamushukum.web.id/arti-

kata/analisis-yuridis/ 
15

 Soewarno Handayaningrat, 1998, Pengantar Studi dan Administrasi, Haji Masagung, 

Jakarta, hal. 20 
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Badudu, proise is adalah beirjalannya suatu peiristiwa dari awal 

sampai akhir atau pada saat masih be irlangsung
16

. Jadi, Proise is 

disini me irujuk pada seirangkaian langkah atau tahapan yang 

dilakukan dalam me incapai suatu tujuan atau hasil yang diinginkan. 

Dalam kointeiks hukum, proise is dapat meincakup beirbagai tahapan, 

mulai dari peingajuan doikumein hingga pe inye ile isaian kasus di 

pe ingadilan maupun noin peingadilan. 

3. Pengajuan 

Pe ingajuan adalah suatu tindakan atau pro ise is untuk me ingajukan 

suatu peirmoihoinan atau doikumein re ismi keipada pihak yang 

be irwe inang
17

, misalnya pe imeirintah atau pe ingadilan. Dalam kointe iks 

pe ingajuan hak guna bangunan, pe ingajuan dilakukan untuk 

meimpe iroileih izin meimbangun di atas tanah milik pe ime irintah. 

4. Hak Guna Bangunan 

Hak Guna Bangunan me imungkinkan peime igang se irtipikat HGB 

hanya me imiliki bangunan yang be irdiri di atas tanah yang bukan 

miliknya se indiri se ilama jangka waktu teirte intu.
18

. 

Hak guna bangunan (HGB), me inurut G. Kartasapo ieitra, adalah 

hak untuk meimbangun dan meimiliki bangunan atas tanah yang bukan 

miliknya se indiri seilama 30 tahun. Hak guna bangunan juga dapat 

                                                     
16

 Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, 1996, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pustaka 

Sinar Harapan, Jakarta, hal. 1092 
17

 Ibid, hal. 234 
18

 Santi Cahyaningsih, 2020, ―Analisis Yuridis Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas 

Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Tegal (Studi Kasus Pasar Sore diatas Tanah Hak 

Pengelolaan Nomor 1 Tegalsari Kota Tegal)‖, Tesis Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 

hal. 8.  
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dibeirikan atas tanah yang dikuasai o ileih ne igara atau milik se ise ioirang.
19

. 

HGB dapat dijual, ditukar, atau dibe irikan se ibagai jaminan untuk 

meindapatkan  pinjaman dari bank. 

5. Kedaluwarsa 

"Ke idaluwarsa" adalah keitika jangka waktu yang dite itapkan 

untuk suatu tugas (se ipe irti tuntutan) teilah habis; habis te impoi

20
. Dalam 

kasus ini, koindisi di mana suatu hak atau tuntutan hukum tidak lagi 

be irlaku atau tidak dapat dilaksanakan kare ina batas waktu yang 

diteitapkan dalam undang-undang te ilah meileiwati. 

6. Konsepsi 

Me inurut Kamus Be isar Bahasa Indo ine isia, koinse ipsi me ingacu 

pada tiga hal: (1) pe indapat (meinge irti); (2) pe imahaman; dan (3) 

se ipe irangkat niat yang te ilah diteintukan se ibeilumnya (gagasan, dll.)
21

. 

Se itiap idei baru dipeiro ileih dan dipro ise is meinggunakan ko inse ip yang 

sudah dimiliki individu. Ko inse ipsi adalah pe imahaman atau inte irpre itasi 

individu te irhadap suatu peinge irtian te irte intu dalam keirangka yang 

sudah ada dalam pikirannya
22

. Jadi dalam pe ineilitian ini koinse ipsi ini 

adalah meilandaskan pada satu te ioiri atau koinse ip hukum dalam 

meinggambarkan peirmasalahan hukum yang se idang dite iliti.  

7. Kepastian Hukum 

                                                     
19

 G. Kartasapoetra, 1986, Masalah Pertanahan di Indonesia. Bina Aksara, Jakarta, hal.10. 
20

 https://kbbi.web.id/kedaluwarsa, diakses tanggal 12 Mei 2023 
21

 https://kbbi.web.id/konsepsi 
22

 Ziadatul Malikha., Mohammad Faizal Amir, 2018, ―Analisis Miskonsepsi Siswa Kelas 

V-B Min Buduran Sidoarjo Pada Materi Pecahan Ditinjau Dari Kemampuan Matematika‖, Jurnal 

Mathemtics Education Jurnal, Volume 1, Nomor 2, hal: 75-81. 

https://kbbi.web.id/kedaluwarsa
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Ke ipastian Hukum adalah prinsip hukum yang me injamin 

ke ijeilasan, keipastian, dan koinsiste insi dalam siste im hukum suatu 

ne igara. Untuk meinjamin hak dan ke iadilan bagi se imua pihak yang 

teirlibat dalam situasi atau kasus, sangat pe inting untuk meingikuti ide i 

ini. Dalam kointeiks hak guna bangunan yang te ilah kadaluwarsa, 

ke ipastian hukum peinting untuk me injamin ke iadilan bagi peimilik tanah 

dan pihak lain yang te irkait
23

. 

F. Kerangka Teori 

Macam-macam nilai oileih dalil-dalil hukum yang me incapai landasan 

filoisoifis te irbeisar sangat banyak dikandung o ile ih keirangka teioiri dalam kajian 

hukum
24

. Meinge inai suatu kasus atau situasi, te ioiri adalah keirangka ko inse ip 

yang me incakup sudut pandang, te ioiri, dan teisis yang me injadi toiloik ukur 

untuk meimbandingkan sikap te ioire itis
25

. Ke irangka te ioiri se ibagai faktoir 

pe ineintu arah peineilitian untuk meimilih idei yang te ipat untuk peirumusan 

hipoiteisis, o ile ih kareina itu teioiri harus dipeirlakukan seibagai panduan daripada 

pe inge itahuan khusus
26

. Kare ina itu, keirangka teioiri mirip deingan alur pikir 

yang siste imatis, yang be irfoikus pada proise is be irpikir ilmiah, yang te irdiri dari 

ke irangka peimikiran atau peindapat rinci, teioiri teisis teintang suatu masalah 

yang be irfungsi se ibagai re ifeire insi, dan peigangan teioiri yang dapat diteirima 

atau ditoilak.
27

. Dalam peine ilitian ini, dua te ioiri—teioiri peirlindungan hukum 

                                                     
23

 https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/ 
24

 Sucipto Raharjo. 1991, Ilmu Hukum, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hal. 253. 
25

 M. Solly Lubis, 2014, Filsafat Ilmu dan Penelitian. Mandar Maju, Bandung, hal. 80. 
26

 Ibid. hal. 89. 
27

 Koentjoroningrat, 2009, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Pusaka 

Utama, Jakarta, hal. 21. 
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dan teioiri keipastian hukum—digunakan seibagai ke irangka analisis. 

1. Teori Perlindungan Hukum  

Ke itika ada peimbatasan dan keiwajiban yang dibe ibankan keipada 

masyarakat dan pe ime irintah, maka peirlindungan hukum me irupakan 

salah satu faktoir yang dipe irhitungkan dalam pe ingakuan dan 

pe irlindungan hak asasi manusia
28

. Te ioiri Pe irlindungan Hukum 

Philipus M. Hadjo in adalah seibuah teioiri yang me inje ilaskan teintang 

pe irlunya pe irlindungan hukum teirhadap hak-hak individu dalam suatu 

ne igara hukum. Meinurut te ioiri ini, neigara meimiliki keiwajiban untuk 

meilindungi hak-hak individu dan me imastikan bahwa hak- hak 

teirse ibut tidak dilanggar o ile ih pihak lain. Neigara juga harus 

meimbe irikan jaminan hukum yang cukup ke ipada individu agar me ire ika 

dapat meirasa aman dan teirlindungi dari ancaman
29

. 

Pe irlindungan hukum bagi masyarakat yang harus pe imeirintah 

lakukan seibagaimana teioiri Philiphus M. Hadjoin me iliputi
30

 :  

a. upaya untuk me inghindari se ingke ita atau bahkan me inguranginya. 

Dalam hal ini, pe irlindungan hukum preive intif harus 

diprioiritaskan daripada peirlindungan re ipre isif. 

b. upaya untuk meilalui musyawarah me inye ile isaikan seingke ita 

(hukum) antara peimeirintah dan rakyat; 

                                                     
28

 Luthvi Febrika Nola, 2016, ―Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI)‖, dalam Jurnal Negara Hukum : Membangun Hukum untuk Keadilan dan 

Kesejahteraan, Vol. 7 Nomor 1, hal. 23-34 
29

 Philipus M. Hardjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah studi 

Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum 

dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25. 
30

 Ibid. hal. 45 
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c. Pe iradilan harus meinjadi teimpat peinye ile isaian seingke ita teirakhir; 

itu harus be irfungsi se ibagai so ilusi te irakhir dan bukanlah teimpat 

koinflik. Oileih kare ina itu, peiradilan harus me imbantu 

meinciptakan suasana damai dan te inang, te irutama meilalui 

hukum acaranya. 

Kointruksi te ioiri ini juga me injeilaskan teintang pe intingnya 

ke ibeiradaan leimbaga-le imbaga hukum yang inde ipe inde in dan adil dalam 

meilindungi hak-hak individu. Le ibih jauh lagi, te ioiri ini meineikankan 

bahwa hak individu harus diakui dan diho irmati oileih se iluruh pihak, 

teirmasuk ne igara, dan bahwa hak teirse ibut tidak boileih diabaikan atau 

dilanggar tanpa alasan yang je ilas dan be iralasan, teirmasuk dalam 

meindapatkan hak atas bidang tanah. 

Le ibih je ilasnya ko intruksi teioiri peirlindungan hukum Philipus M. 

Hadjo in untuk me inanggapi pe irtanyaan meinge inai ke idudukan hukum 

akta peingikatan jual beili hak guna bangunan se ibagai syarat 

pe inye irahan jangka waktu hak guna bangunan yang te ilah beirakhir, 

dimana neigara me imbeirikan peirlindungan hukum keipada para pihak 

atas hak atas tanah yang dimiliki me ilalui Ke ime inteirian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pe irtanahan Nasioinal.  

Pe irlindungan hukum pada dasarnya adalah me ilindungi hak-hak 

subye ik hukum dari peingaruh pihak lain. Peiraturan peirundang-

undangan dan pe irjanjian, dalam lingkup hukum pe irdata, dapat 
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meimbe irikan peirlindungan hukum teirse ibut
31

. 

 

2. Teori Kepastian Hukum 

Teioiri Ke ipastian Hukum Gustav Radbruch be irpe indapat bahwa 

dalam sisteim hukum yang adil dan de imoikratis, keipastian hukum 

sangatlah peinting. Me inurut te ioiri ini, ke ipastian hukum me irupakan 

jaminan bagi individu bahwa hukum akan diteirapkan se icara koinsiste in 

dan adil, dan bahwa hak dan ke iwajiban akan dipahami dan dihoirmati 

oileih se iluruh pihak
32

. 

Gustav Radbruch meinde ifinisikan peinge irtian keipastian hukum 

ke i dalam 4 (eimpat) kateigoiri yang be irbe ida, diantaranya
33

: 

1. Hukum po isitif, artinya bahwa hukum po isitif adalah se ije inis 

pe iraturan peirundang-undangan. 

2. Hukum be irdasarkan adanya fakta, pe imbuktian atas ke inyataan 

teirse ibut. 

3. Fakta hukum disusun de ingan je ilas seihingga mudah dipahami dan 

dilaksanakan.  

4. Hukum po isitif tidak boile ih diubah deingan mudah..  

Teioiri ini juga me injeilaskan be itapa pe intingnya ke ibe iradaan 

hukum yang je ilas dan mudah dipahami oile ih seimua pihak yang te irlibat 
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dalam peine irapan hukum, teirmasuk masyarakat umum, pe ingadilan, 

dan pihak yang be irwe inang. Te ioiri ini juga me ine ikankan bahwa 

ke ipastian hukum harus dijaga dan dipe irtahankan, dan bahwa seitiap 

pe irubahan hukum harus didasarkan pada prinsip ke iadilan dan 

koinsiste insi. Dalam hal ini, hukum harus digunakan untuk me ilindungi 

hak dan keipe intingan individu. 

Teioiri ke ipastian hukum Gustav Radbruch digunakan untuk 

meinganalisis pro ise is pe ingajuan hak guna bangunan yang te ilah 

ke idaluwarsa beirdasarkan keiteintuan peiraturan peirundangan-undangan 

dan peiraturan peilaksana bidang peirtanahan. Tujuannya adalah untuk 

meimbe irikan keipastian hukum teirhadap ke ipeimilikan hak dan pe imilik 

hak. 

G. Metode Penelitian  

Hukum adalah ilmu yang be irsifat deiskriptif dan preiskriptif
34

. Me itoide i 

pe ineilitian untuk analisis yuridis te irhadap pro ise is pe ingajuan hak guna 

bangunan yang te ilah keidaluwarsa dalam koinse ipsi keipastian hukum, 

dilakukan deingan langkah-langkah se ibagai beirikut: 

1. Jenis Penelitian 

Pe ine ilitian hukum noirmatif adalah studi te intang hukum teirtulis 

atau hukum poisitif. Peine ilitian hukum no irmatif juga kadang-kadang 

dise ibut peine ilitian keipustakaan atau pe ineilitian hukum doiktrinal. 

Kare ina pe ineilitian ini hanya me imbahas peiraturan peirundang-

                                                     
34
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Vol.9, Nomor 1, hal. 77-94. 
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undangan, fo ikus peine ilitian ini hanya pada pe iraturan peirundang-

undangan dan bagaimana hubungannya de ingan pe irpustakaan, kareina 

pe iraturan noirmatif ini akan meime irlukan bahan hukum pustaka 

be ibas.
35

 

2. Metode Pendekatan 

Pe inde ikatan peirundang-undangan (Statuta Appro iach) digunakan 

dalam peine ilitian ini. Pada dasarnya, pe inde ikatan peirundang-undangan 

meimungkinkan untuk meimeiriksa se imua undang-undang dan re igulasi 

yang re ileivan dan me ineintukan apakah pe iraturan peirudang-undangan 

be ikeirja sama atau tidak. Dalam ko inse ipsi ke ipastian hukum, proiduk 

pe irundangan dalam pe ine ilitian ini beirkaitan deingan pro ise is pe ingajuan 

hak guna bangunan yang te ilah keidaluwarsa.
36

. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Sumbe ir data yang digunakan adalah Datal Seikunde ir. Sumbeirl 

data seikundeirl adalah sumbeirl data peineilitianl yang dipe iroileihl meilalui 

meidial peirantara ataul se icara tidakllangsung yangl be irupa lbuku, 

catatan, buktil yang te ilahl ada, ataul arsip baikl yang dipublikasikanl 

maupun yangl tidak dipublikasikanl seicaralumum.
37

 Sumbe ir datal 

se ikunde ir digunakanl untuk meindukungl je inis peine ilitianl keipustakaan 
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yangl pe ine iliti lakukan. Data seikunde ir dalam peine ilitian ini beirupa
38

: 

a. Bahan hukum primeir, yaitu pe iraturan pe irundang-undangan 

khususnya Undang-Undang Dasar Ne igara Reipublik Indo ine isia 

Tahun 1945, Undang-Undang No imoir 5 Tahun 1960 teintang 

Pe iraturan Dasar Poikoik-Poikoik Agraria, Pe iraturan Peimeirintah 

Re ipublik Indoine isia Noimoir 40 Tahun 1996 te intang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, 

PMNA/KBPN No i. 9 Tahun 1999 teintang Tata Cara Peimbeirian 

dan Pe imbatalan Hak Atas Tanah Ne igara dan Hak Pe inge iloilaan. 

b. Bahan hukum se ikunde ir, yaitu info irmasi yang me indukung bahan 

hukum utama, se ipeirti pandangan ahli hukum yang diambil dari 

artikeil, buku, dan sumbeir oinlinei. 

c. Bahan hukum teirsie ir, yaitu do ikumein yang dapat digunakan 

untuk meindukung bahan hukum primeir dan se ikunde ir. Bahan 

hukum teirsie ir dalam peine ilitian ini me iliputi buku, lapoiran, 

kamus, dan bahan teirtulis lainnya
 39

. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Teiknik pe ingumpulan data dilakukan be irdasarkan jeinis dan 

sumbe ir data, oileih kareina itu kateigoiri data seikunde ir peine ilitian ini 

dikumpulkan deingan me inggunakan me itoidoiloigi se ibagai be irikut: 

a. Pe ine ilitian liteiratur, atau kajian pustaka yang be irtujuan untuk 

meingumpulkan se imua fakta dan meimutuskan langkah-langkah 
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apa yang harus diambil se ibagai langkah peinting dalam upaya 

ilmiah. 

b. Studi doikumeintasi, yaitu pe ineilitian teirhadap doikumein-doikume in 

yang be irhubungan de ingan pe ineilitian. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data deiskriptif kualitatif digunakan dalam pe ine ilitian ini. 

Ini me incakup meinganalisis, meinggambarkan, dan meiringkas be irbagai 

koindisi situasi dari be irbagai data seikunde ir yang dikumpulkan 

meinge inai masalah yang dite iliti, baik yang dikumpulkan se icara oifflinei 

maupun oinlinei

40
. Be irdasarkan asas, no irma, dan teioiri ilmu hukum, 

khususnya hukum agraria. Moideil Mileis dan Hube irman juga 

digunakan untuk meinganalisis data yang dikumpulkan, te irmasuk 

pe inyajian, peinarikan keisimpulan, dan peinarikan 

ke isimpulan/ve irifikasi..
41

 

a. Re iduksi Data 

Meiringkas, meimilih ko impo inein peinting, beirfo ikus pada apa 

yang peinting, meincari teima dan po ila, dan meinghapus info irmasi asing 

adalah seimua langkah yang dipe irlukan dalam reiduksi data.
42

 Untuk 

meimpeirmudah peinarikan keisimpulan, data harus diminimalisir, yaitu 

deingan meimilih eileimein-eileimein kunci yang seisuai deingan peineikanan 

kajian. Seilain itu, reiduksi data dilakukan untuk me impeirmudah peineiliti 
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dalam meingakseis data yang dikumpulkan saat dipeirlukan. 

b. Pe inyajian Data 

Pe inyajian data adalah proise is me inyusun info irmasi seicara 

siste imatis untuk meincapai keisimpulan se ibagai hasil dari 

pe ineilitian dan tindakan yang diambil. Pro ise is ini dilakukan 

de ingan me inyusun te iks naratif dari seikumpulan infoirmasi yang 

dihasilkan dari reiduksi data, yang me imungkinkan untuk 

meinarik keisimpulan. 

c. Pe inarikan Ke isimpulan 

Tujuan peinarikan keisimpulan adalah untuk me imbe irikan 

pe inilaian atas hasil analisis data, inte irpre itasi, dan peinilaian, 

se irta keigiatan peincarian makna dan pe imbeirian peinjeilasan 

be irdasarkan data yang te irkumpul. Dalam peine ilitian kualitatif, 

ke isimpulan adalah peine imuan baru yang be ilum peirnah dilakukan 

se ibe ilumnya. Hasil dapat be irupa de iskripsi, pe injeilasan teintang 

se isuatu yang se ibe ilumnya ambigu atau tidak je ilas te itapi seikarang 

meinjadi jeilas se ibagai ko inse ikueinsi dari studi, hubungan se ibab 

akibat atau inteiraksi, hipoiteisis, atau teioiri
43

. 

H. Sistematika Penulisan 

Teisis ini akan ditulis dalam be ibe irapa bab yang masing-masing akan 

be irhubungan de ingan bab se ibe ilumnya, akan disusun se ibagai be irikut : 

BAB I  : PE iNDAHULUAN 
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Bab ini me imbahas latar beilakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat pe ine ilitian, landasan te ioiri dan 

koinse iptual peine ilitian, meitoidoiloigi, siste imatika peinulisan 

dan jadwal peine ilitian.  

BAB II  : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini meinguraikan tinjauan umum te intang HGB, 

Proise is Pe indaftaran dan Peingajuan HGB, Ke idaluwarsa 

HGB. Hak atas Tanah dalam Ko inse ipsi Hukum Islam 

BAB III  : HASIL PE iNE iLITIAN DAN PE iMBAHASAN 

Bab ini meinguraikan analisis te intang ke idudukan 

hukum akta peingikatan jual beili hak guna bangunan 

se ibagai syarat untuk me ingajukan jangka waktu hak guna 

bangunan yang te ilah kadaluwarsa dan analisis yuridis 

teirhadap pro ise is pe ingajuan hak guna bangunan yang te ilah 

ke idaluwarsa dalam koinse ipsi ke ipastian hukum. 

BAB IV  : PE iNUTUP 

Bab se ite ilah peimbahasan teisis hasil pe ineilitian 

se ileisai, bab ini be irisi keisimpulan yang me imbe irikan 

jawaban seicara keise iluruhan atas kumpulan masalah dan 

saran yang be irkaitan deingan te isis pe inulis.. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Hak Atas Tanah 

1. Pengertian Hak Atas Tanah 

Ketentuan Pokok Agraria, memberikan pengertian peimbeirian 

hak atas tanah, seirta bumi, air, dan ruang angkasa yang ada di atasnya, 

sudah teirmasuk we iwe inang untuk me impe irgunakannya untuk tujuan 

yang langsung te irkait deingan pe inggunaan tanah dalam batas-batasnya 

meinurut UUPA dan pe iraturan hukum leibih tinggi lainnya
44

. 

Me imahami hak atas tanah, kita harus te irle ibih dahulu meimahami 

apa itu tanah, se ipeirti yang dije ilaskan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-

Undang Po ikoik Agraria, yang be irbunyi seibagai be irikut: "Dalam 

pe inge irtian bumi, seilain peirmukaan bumi, teirmasuk pula tubuh bumi 

dibawahnya se irta be irada dibawah air." Tanah dapat dilihat dari 

be irbagai sudut pandang, se ipeirti eikoinoimi, soisial, budaya, po ilitik, 

pe irtahanan, dan hukum. De ingan de imikian, tanah meimainkan peiran 

pe inting dalam keihidupan manusia. 

Pe ingaturan, peinguasaan, dan pe inggunaan tanah, atau hukum 

tanah, dipeirlukan untuk meinjaga agar masalah tanah tidak 

meinimbulkan koinflik keipe intingan dalam masyarakat. Ini kare ina tanah 

meimiliki peiran yang sangat pe inting dalam keihidupan manusia kareina 
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dapat meine intukan keibe iradaan dan keilangsungan hubungan dan 

pe irbuatan hukum, baik seicara pribadi maupun beirdampak pada oirang 

lain
45

. 

Pe irtimbangan meindasar di balik dibe irlakukannya UUPA adalah 

se ibagai be irikut: pe irtama, di dalam NKRI, di mana struktur 

masyarakatnya, te irmasuk eikoinoiminya, dido iminasi oileih agraris, tanah, 

air, dan wilayah udara, se ibagaimana dianuge irahkan oile ih Yang 

Mahakuasa, meimainkan peiran pe inting dalam meimbangun masyarakat 

yang adil dan makmur. Ke idua, dapat dike itahui bahwa hukum agraria 

yang be irlaku seibe ilum UUPA se ibagian be isar didasarkan pada tujuan 

dan prinsip-prinsip yang dite itapkan oileih pe imeirintah koiloinial dan 

se ibagian lainnya dipe ingaruhi o ile ihnya. Hal ini meinye ibabkan adanya 

ke itidakseisuaian deingan ke ipe intingan rakyat dan ne igara dalam 

meingatasi re ivoilusi nasio inal saat ini dan pe imbangunan se icara 

ke ise iluruhan. Ke itiga, seibe ilum UUPA dibe irlakukan, hukum agraria 

meimiliki sifat dualisme i, di mana hukum adat be irlaku beirsamaan 

de ingan pe ine irapan hukum barat. Ke ie impat, bagi masyarakat asli 

Indoine isia, hukum agraria yang dite irapkan oileih pe injajah tidak 

meimbe irikan jaminan keipastian hukum
46

. 

2. Dasar Hukum Hak Atas Tanah 

a. Undang-Undang Po ikoik Agraria atau UUPA (UU No imoir 5 

Tahun 1960) diteitapkan, setelahnya siste im peinguasaan dan 
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pe inge iloilaan tanah di Indoine isia dise isuaikan de ingan Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945, yang me inyatakan bahwa "Bumi, air, dan 

ke ikayaan alam yang te irkandung di dalamnya dikuasai o ileih 

Ne igara dan dipeirgunakan se ibe isar-be isarnya untuk keimakmuran 

rakyat." me ingalami peirubahan yang cukup beisar. di mana 

pe inggunaan tanah meinjadi prioiritas utama untuk me inciptakan 

ke imakmuran dan keipuasan bagi rakyat Indo ine isia. Tanah 

se ikarang milik seimua rakyat Indo ine isia, bukan hanya se ige ilintir 

oirang. Tanah harus me imiliki fungsi so isial bagi se iluruh rakyat 

Indoine isia, yang be irarti keipe intingan be irsama harus leibih pe inting 

daripada keipeintingan pribadi. De ingan diundangkannya UUPA 

be irsama deingan Pe iraturan Peilaksana dan pe iraturan lain yang 

be irkaitan, akhirnya hukum tanah Indoine isia meinjadi satu. 

b. Pasal 4 Undang-Undang Poiko ik Agraria meinyatakan bahwa 

"atas dasar pe inguasaan ne igara atas tanah yang dimaksud dalam 

Pasal 2 diteintukan adanya macam-macam hak atas pe irmukaan 

bumi yang dise ibut tanah yang dapat dibe irikan keipadanya dan 

dimiliki oileih oirang-oirang, baik se indiri maupun beirsama-sama 

de ingan oirang lain se irta badan-badan hukum." Hak atas tanah 

be irasal dari peinguasaan ne igara yang dapat dibe irikan keipada 

individu, baik individu yang tinggal di ne igara teirse ibut maupun 

individu yang tinggal di ne igara lain.
47
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Hak atas tanah adalah hak yang me imbe iri weiwe inang ke ipada o irang 

yang be irhak untuk meinggunakan atau me ingambil manfaat dari tanah yang 

meire ika miliki.
48

 Di sisi lain, hak meimpe irgunakan tanah dibeirikan oileih 

Ne igara ke ipada Badan Hukum Indo ine isia untuk e iksploiitasi dan peine ilitian, 

se irta untuk meingambil keiuntungan e ikoinoimi dari alam Indo ine isia untuk 

ke ipeintingan e ikoinoimi, yang pada akhirnya akan me inguntungkan masyarakat 

se icara langsung dan tidak langsung. (Pasal 4(2) UUPA). Hak atas tanah 

digunakan untuk keipeintingan bukan meindirikan bangunan, se ipeirti rumah, 

toikoi, hoiteil, kantoir, dan pabrik, se imeintara "me ingambil manfaat" be irarti hak 

atas tanah digunakan untuk ke ipeintingan bukan meindirikan bangunan, 

se ipe irti peirtanian, peite irnakan, peirikanan, dan pe irkeibunan. Jadi, jika kita 

meimiliki hak atas tanah, kita akan me imiliki keikuatan hukum untuk 

meimilikinya se ite ilah hak teirse ibut didaftarkan. 

Hukum Agraria Nasio inal meimbagi hak atas tanah me injadi dua 

kateigoiri: hak atas tanah prime ir dan hak atas tanah se ikundeir. Hak atas tanah 

primeir adalah hak atas tanah yang utama, yang dibe irikan oile ih neigara untuk 

waktu yang lama, dapat dimiliki se icara langsung o ile ih se ise ioirang atau badan 

hukum, dan dapat dipindahtangankan ke ipada oirang lain atau ahli waris. 

Hak atas Tanah: Dalam siste im hukum tanah nasioinal, ne igara adalah 

subje ik, dan tanah dan sumbe ir daya alam lainnya adalah o ibjeik. Hubungan 

hukum antara subjeik dan oibje ik dikoinse ipsikan seibagai hak meinguasai tanah. 

Pe imeigang hak meimiliki weiwe inang umum dan khusus teirhadap tanahnya, 
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yang me imiliki sifat yang be irbe ida dalam meinjalankan keiwe inangannya, 

meinurut So ie idiknoi Me irtoikusumo i, yang dikutip Urip Santo isoi

49
. Oile ih kareina 

itu, hak atas tanah meingandung hak dan ke iwajiban bagi pe imeigangnya untuk 

meimakai, yaitu me inguasai, meinggunakan, dan meingambil manfaat dari 

tanah yang dihaki. Se ilain itu, hak atas tanah hanya dapat dimiliki o ileih 

warga Ne igara Indo ine isia. Ke itika digunakan atau digunakan, ada ke iwajiban 

untuk meinjaga keileistarian poite insinya dan meinghindari keirusakan. Tujuan 

pe imbeirian dan isi haknya, se irta pe iruntukannya te irhadap tanahnya, 

diteitapkan dalam reincana tata ruang wilayah daeirah yang be irsangkutan. 

Pe imbeirian tidak beirarti hak atas tanah itu tidak dapat diganggu gugat, 

tidak teirbatas, atau mutlak. Kare ina jual be ili seita dapat dipindahkan ke ipada 

pihak lain yang me imeinuhi syarat, sifat hak ini tidak te irbatas. Ada 

ke imungkinan juga digunakan se ibagai jaminan hutan de ingan dibe ibani hak 

tanggungan. Kare ina ke iwe inangannya untuk meimiliki hak atas tanah, 

pe imeigang hak tidak dapat de ingan mudah meimbeirikan hak teirse ibut keipada 

oirang lain. Yang dapat me ire ika lakukan adalah me ingalihkan atau 

meile ipaskan hak teirse ibut. Ini dapat dikaitkan de ingan hak milik seibagai hak 

atas tanah prime ir, yaitu hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai 

se icara langsung o ile ih se ise io irang atau badan hukum dan dapat dibeirikan 

ke ipada oirang lain atau ahli waris me ireika. 

Hak atas tanah yang dapat dibe ibani di atas hak milik, salah satunya 

yakni hak guna bangunan dan hak pakai. Hak-hak ini dituangkan dalam akta 
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PPAT, atau Akta Pe imbeibanan Hak Milik de ingan Hak Guna Bangunan atau 

Hak Pakai, se ite ilah peirjanjian dibuat antara subje ik hak milik dan caloin 

pe imeigang hak atas tanah yang akan ada di atas hak milik te irse ibut. 

Hukum adat adalah sumbe ir utama dalam pe imbangunan hukum tanah 

nasio inal kita. Seicara yuridis fo irmal, hukum adat beirfungsi se ibagai sumbe ir 

utama untuk seigala bahan yang dibutuhkan untuk pe imbangunan hukum 

tanah nasioinal kita. Hukum adat be irupa koinse ipsi, asas-asas, dan leimbaga-

leimbaga hukumnya me irupakan dasar untuk rumusan yang akan me injadi 

standar hukum tanah nasio inal kita.
50

 

B. Tinjauan Umum Hak Guna Bangunan 

1. Pengertian Hak Guna Bangunan 

Hak guna bangunan adalah hak untuk me imbangun dan me imiliki 

bangunan di atas tanah atau lahan ko isoing yang tidak dimiliki 

se ise ioirang. Hak Guna Bangunan (HGB) dapat dibe irikan pada tiga jeinis 

tanah: tanah neigara, tanah hak peinge iloilaan, dan tanah deingan hak 

milik. Hak peime igang HGB sangat te irbatas kareina didirikan di atas 

tanah yang bukan haknya, se ihingga hanya dapat digunakan dalam 

jangka waktu teirteintu. 

Pasal 35–40 Undang-undang No imoir Tahun 1960 teintang 

Pe iraturuan Dasar Poiko ik-Poikoik Agraria (UUPA) me ingatur hak guna 

bangunan. Pe iraturan Pe imeirintah Noimo ir 40 Tahun 1996 teintang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah 
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(se ilanjutnya diseibut PP40/1996) ke imudian meingatur leibih lanjut 

teintang hak guna bangunan. Pe iralihan dan transfe ir Hak Guna 

Bangunan dapat teirjadi kareina jual be ili, tukar meinukar, hibah, 

pe iwarisan, dan partisipasi dalam mo idal. 

Hapusnya Hak Guna Bangunan dalam Pasal 35 Pe iraturan 

Pe imeirintah No imoir 40 Tahun 1996 meinye ibutkan kareina : 

a. be irakhirnya jangka waktu yang dite itapkan dalam keiputusan 

pe imbeirian, peirpanjangan, atau peirjanjian pe imbeirian;  

b. dibatalkan oileih pe ijabat peimeigang Hak Peinge iloilaan atau 

pe imeigang Hak milik se ibeilum jangka waktu beirakhir kareina: 1) 

ke iwajiban-keiwajiban peime igang hak tidak dipe inuhi, atau 

ke iteintuan-ke iteintuan se ibagaimana dimaksud dalam ke ite intuan 

meinge inai ke iwajiban peime igang HGB dilanggar, atau 2) Tidak 

meime inuhi syarat atau keiwajiban yang te ircantum dalam 

pe irjanjian peimbeirian HGB antara pe imeigang HGB dan 

pe imeigang Hak Milik atau pe irjanjian pe inggunaan tanah Hak 

Pe inge iloilaan. Atau 3) putusan pe ingadilan yang te ilah meimpunyai 

ke ikuatan hukum yang te itap. 

c. dileipaskan se icara sukareila oile ih peime igang haknya se ibe ilum 

jangka waktu beirakhir;  

d. dicabut beirdasarkan Undang-Undang No imoir 20 Tahun 1961 

teintang Pe incabutan Hak Tanah dan Be inda-be inda Yang Ada Di 

Atasnya;  
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e. diteilantarkan;  

f. tanahnya musnah;  

g. pe imeigang HGB yang tidak lagi me ime inuhi syarat se ibagai 

pe imeigang HGB dan tidak meingakhiri pe inguasaan HGB me ire ika 

dalam waktu 1 tahun. 

Hak guna bangunan atas tanah ne igara dike imbalikan kei neigara, 

se imeintara hak guna bangunan atas tanah hak pe inge iloilaan 

dikeimbalikan kei peimeigang hak peinge iloilaan, dan hak guna bangunan 

atas tanah hak milik dike imbalikan kei peinguasaan hak milik. 

Hak guna bangunan meincakup hak untuk meimbangun bangunan 

dan meimilikinya atas tanah yang bukan miliknya se indiri untuk waktu 

teirte intu. Pasal 35 Undang-Undang Po ikoik Agraria, ayat (1) dan ayat 

(2), me inyatakan: a. Hak guna bangunan me imungkinkan pe imbangunan 

dan peinggunaan bangunan se ilama 30 tahun di atas tanah yang bukan 

miliknya se indiri. b. Jika peimeigang hak daan meimintanya, de ingan 

meimpe irtimbangkan keibutuhan dan koindisi bangunan, jangka waktu 

yang dise ibutkan dalam ayat (1) dapat dipe irpanjang de ingan 20 tahun. 

Urip Santo isoi, ke iteintuan hak guna bangunan (HGB) dise ibutkan 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUPA, yang se icara khusus diatur 

dalam Pasal 35 sampai de ingan Pasal 40 UUPA
51

. 
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2. Dasar Hukum Hak Guna Bangunan 

a. Undang-Undang Po ikoik Agraria Pasal 35 sampai de ingan Pasal 

40; 

b. Pe iraturan Peimeirintah Noimoir 40 Tahun 1996 Teintang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; 

c. Pe iraturan Peime irintah Noimoir 24 Tahun 1997 Te intang 

Pe indaftaran tanah; 

d. Ke iputusan Me inte iri Agraria/Ke ipala Badan Pe irtanahan Nasioinal 

Noimoir 5 Tahun 1998 Te intang Pe irubahan Hak Guna Bangunan 

atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang 

Dibe ibani Hak Tanggungan Me injadi Hak Milik 

Tidak mungkin bagi badan hukum yang didirikan me inurut 

hukum Indo ine isia teitapi tidak beirke idudukan di Indo ineisia untuk 

meimiliki Hak Guna Bangunan; se ibaliknya, badan hukum yang tidak 

didirikan meinurut hukum Indo ineisia teitapi beirke idudukan di Indo ineisia 

juga tidak dapat meimiliki Hak Guna Bangunan. Dalam hal subje ik Hak 

Guna Bangunan yang dise ibutkan di atas, Pasal 20 Pe iraturan 

Pe imeirintah Noi. 40 Tahun 1996 meingatur bahwa: Dalam ayat (1) 

dinyatakan bahwa "Pe imeigang Hak Guna Bangunan yang tidak lagi 

meime inuhi syarat se ibagaimana yang dise ibutkan dalam pasal 19 dalam 

jangka waktu satu tahun wajib me ileipaskan atau meingalihkan Hak 

Guna Bangunan te irse ibut keipada pihak lain yang me ime inuhi syarat." 

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa jika dalam jangka waktu 
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se ibagaimana yang dise ibutkan dalam ayat (1) haknya tidak dile ipaskan 

atau tidak dialihkan, haknya hapus kare ina hukum. 

Pasal 37 UUPA, Hak Guna Bangunan (HGB), yang dise ibabkan 

oileih 
52

: 

1) Untuk tanah yang dikuasai langsung o ile ih pe imeirintah atau milik 

oirang lain, peime irintah meineitapkan;  

2) Untuk tanah milik, peirjanjian sah antara pe imilik tanah dan pihak 

yang akan meimpe iroileihnya Dalam co intoih, pada awal 

pe imbangunan aparteime in, pe inge imbang me imiliki hak guna 

bangunan di atas tanah ne igara—dikeinal se ibagai hak guna 

bangunan murni—dan hak peinge iloilaan atas tanah te irse ibut 

be irdasarkan peirjanjian peinye irahan pe inggunaan tanah deingan 

se irtifikat HGB induk atau nama pe inge imbang. 

Hak guna bangunan, tanah tidak digunakan untuk pe irtanian, 

pe irikanan, atau peiteirnakan, teitapi untuk bangunan. O ileih kareina itu, 

tanah neigara, tanah milik seise ioirang atau badan hukum dapat dibeirikan 

de ingan hak guna bangunan
53

. Me inurut ke iteintuan teirse ibut di atas, 

pe imeigang hak meimiliki hak untuk me indirikan bangunan di atas tanah 

yang bukan miliknya se indiri se isuai de ingan sifat dan tujuan 

pe iruntukannya. Dalam hal jangka waktu, Hak Guna Bangunan (HGB) 

yang be irasal dari tanah ne igara dan tanah hak pe inge iloilaan dibeirikan 
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untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat dipe irpanjang 

se ilama 20 tahun lagi. Se iteilah jangka waktu ini be irakhir, HGB dapat 

dipeirbarui.
54

 

Pe irsyaratan untuk peirpanjangan dan pe imbaruan hak guna 

bangunan sebagai berikut : 

a) Tanahnya te itap dipeirgunakan de ingan be inar se isuai deingan 

ke iadaan, sifat, dan tujuan hak te irse ibut dibe irikan. 

b) Pe imeigang hak me ime inuhi deingan baik syarat-syarat 

pe imbeirian hak;  

c) Pe imeigang hak masih meime inuhi syarat se ibagai peime igang 

hak, yaitu meire ika adalah warga ne igara Indoine isia dan tinggal 

di Indoine isia; dan  

d) Pe irse itujuan dari peime igang hak pe inge iloilaan dipeirlukan 

untuk hak bangunan yang be irasal dari tanah hak 

pe inge iloilaan. 

Hak guna bangunan dapat dipe irbarui atas pe irse itujuan peimeigang 

hak guna bangunan dan pe ime igang hak milik se iteilah jangka waktu 

teirse ibut be irakhir. Pe imbaruan teirse ibut harus dimasukkan ke i dalam 

akta yang dibuat o ile ih Pe ijabat Pe imbuat Akta Tanah dan 

direigistrasikan. 

3. Objek dan Subjek Hak Guna Bangunan 

Subje ik hukum Hak Guna Bangunan (HGB) adalah warga ne igara 
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Indoine isia dan badan hukum yang didirikan dan be irkeidudukan di 

bawah hukum Indo ine isia. Peime igang Hak Guna Bangunan, se isuai 

de ingan Pasal 19 Pe iraturan Peime irintah No i. 40 Tahun 1996, dapat 

Warga Ne igara Indo ine isia dan Badan Hukum yang didirikan me inurut 

Hukum Indo ine isia dan be irkeidudukan di Indo ine isia. 

Pasal 21 Peiraturan Peimeirintah Noimoir 40 Tahun 1996 teintang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah 

meingatur je inis tanah yang dapat dibe irikan hak guna bangunan. Tanah 

yang dapat dibeirikan hak guna bangunan adalah: a. Tanah Ne igara; b. 

Tanah Hak Pe inge iloilaan; dan c. Tanah Hak Milik Oibje ik. Dalam hal 

ini, hak guna bangunan hanya be irlaku untuk tanah yang dimiliki o ileih 

se ise ioirang, bukan tanah yang digunakan o ile ih bangunan itu seindiri. 

Se ilama jangka waktu te irteintu, peime igang hak guna bangunan 

meimiliki hak dan ke iwajiban untuk meinguasai dan me impeirgunakan 

tanah yang dibe irikan deingan hak guna bangunan untuk me imbangun 

dan meinggunakan bangunan untuk ke ipe irluan pribadi atau usaha 

meire ika seindiri. Me ireika juga dapat me imbe irikan hak teirse ibut keipada 

pihak lain atau meimbeibaninya. 

Pe iraturan Peimeirintah Noimoir 40 Tahun 1996 meine itapkan 

tanggung jawab pe imeigang hak guna bangunan dalam Pasal 30 yang 

meiliputi:  

a) Me imbayar uang pe imasukan yang jumlah dan cara 

pe imbayarannya dite itapkan dalam keiputusan pe imbeirian 
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haknya;  

b) Me inggunakan tanah se isuai deingan pe iruntukannya dan 

pe irsyaratan yang dite itapkan dalam keiputusan dan 

pe irjanjian peimbeirian haknya; dan  

c) Me imeilihara deingan baik tanah dan bangunan yang ada di 

atasnya se irta meinjaga ke ileistarian lingkungannya. 

d) Me imbeirikan keimbali tanah yang dibe irikan hak guna 

bangunan ke ipada neigara, pe imeigang hak milik, atau 

pe imeigang hak pe inge iloilaan seiteilah hak guna bangunan 

dihapus;  

e) Me imbeirikan keipada Ke ipala Kanto ir Pe irtanahan seirtipikat 

hak guna bangunan yang te ilah dihapus. 

Hak Guna Bangunan dapat be iralih atau dialihkan ke ipada pihak 

lain deingan cara : jual be ili, tukar meinukar, pe inye irtaan dalam moidal, 

hibah dan peiwarisan. 

 

C. Tinjauan Umum Perolehan Hak Guna Bangunan dalam Hukum Islam 

Ke ite intuan UUPA, hak guna bangunan be irarti hak untuk meindirikan 

dan meimiliki bangunan atas tanah yang ―bukan miliknya se indiri‖ seilama 

paling lama tiga puluh tahun
55

. Pe inge irtian ―bukan miliknya se indiri‖, beirarti 

hak guna bangunan dapat lahir dari : 

1. Pe imbeirian dari peirmoihoinan HGB (HGB se ibagai hak atas tanah 
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primeir); 

2. Pe irjanjian peimbe ibanan HGB di atas tanah HM ke ipunyaan o irang lain 

(HGB se ibagai alas hak atas se ikundeir). 

Jika seibuah bangunan didirikan di atas tanah yang bukan miliknya 

se indiri, ini dapat beirarti bahwa bangunan teirseibut beirada di atas tanah 

ne igara, yang me imeirlukan peirse itujuan pe imeirintah, atau mungkin di atas 

tanah milik oirang lain, yang me imeirlukan pe irjanjian teirtulis yang dibuat 

de ingan akta oiteintik antara peindiri bangunan dan peimilik tanah
56

. 

Cara meimpe iroileih hak atas tanah dalam be intuk Hak Guna Bangunan 

se ibagai be irikut: 

a) Be irasal dari tanah ne igara meilalui peirmoihoinan HGB dan Pe imbeirian 

HGB. Pe irmoihoinan yang dibe irikan de ingan keisadaran se indiri, seipe irti 

meimbuka tanah baru (ihya al-mawat). Meinge inai se itiap cara peiroileihan 

yang dilakukan pasti me imbayar uang pungutan/pe imasukan keipada 

Ne igara. 

b) Be irasal dari tanah hak milik : 

1) Pe inurunan HM me injadi HGB (ke ipunyaan peiroirangan diubah 

hak keipe imilikannya, dikare inakan pe iruntukan tanahnya). 

Dimana peirmoihoinan Pe iroileihan tanah meilalui peirmintaan 

se indiri, seipe irti meimbuka tanah baru (“ihya al-mawat”). Hak 

untuk meimbuka tanah ini dide ifinisikan dalam bahasa Islam 

se ibagai "ihya maut" atau "ihya al-mawat", yang be irarti 
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meinghidupkan ke imbali tanah yang mati atau tanah ko isoing yang 

be ilum peirnah dibangun dan diatur se ihingga dapat digunakan 

untuk tujuan teirteintu, seipe irti meine impati atau me inge iloila 

bangunan.
57

 

Rasulullah Saw seicara keise iluruhan meime irintahkan untuk 

meinghidupkan tanah yang mati, te itapi ini juga meimeirlukan 

ke imbali kei adat ke ibiasaan. Proise is me inghidupkan tanah yang 

mati dapat dilakukan dalam salah satu dari lima cara be irikut: (a). 

Me imutih tanah dan me injaga surat-surat yang me inunjukkan 

bahwa tanah itu milik se ise ioirang; (b). Me imbeirsihkan tanah dan 

meimbuatnya siap untuk tanam; (c). Me imbangun dinding di 

se ikitar tanah yang mati. (d). Me inggali parit yang dalam 

se ihingga tidak hanya pe imiliknya yang dapat meilihatnya; (e i). 

Me inghidupkan tanah beirarti me impeirbaikinya dan 

meinge indalikannya se ihingga be irmanfaat bagi manusia. 

Dikareinakan pe iruntukan tanahnya beirubah atau peimanfaatan 

tanahnya beirubah. Jadi hak keipeimilikan dile ipaskan me injadi tanah 

Neigara, baru dimo ihoinkan lagi tanahnya dalam be intuk Hak guna 

bangunan.  

2) Pe ileipasan HM me injadi tanah neigara yang dilanjutkan de ingan 

pe irmoihoinan HGB (Ke ipunyaan badan hukum me imbeili tanah 

hak pihak lain beirstatus Hak Milik, peile ipasan hak dikareinakan 
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ke ipeimilikan Hak Milik tidak dapat dipe iruntukkan keipada badan 

hukum). 

3) Pe inurunan HM me injadi HGB (yang dilakukan pe imilik tanah 

untuk meinjual tanah hak miliknya ke ipada badan hukum), 

dilanjutkan deingan pe iralihan HGB (ke ipada badan hukum). 

Kasus jual beili yang te irjadi pada noimoir 2 b dan 2 c di atas, 

ke iteintuan umum jual beili beirlaku. Namun, ke ipeimilikan tanah dalam 

be intuk hak milik beilum be irubah meinjadi hak guna bangunan kare ina 

subje ik hukum badan hukum tidak bo ile ih meimpeiroile ih tanah dalam 

be intuk hak milik. Akibatnya, hak ke ipe imilikan harus dileipaskan 

meinjadi tanah Neigara, baru dimoihoinkan lagi tanahnya dalam be intuk 

HGB.  

c) Di atas tanah hak milik : dibe ibankan peirmoihoinan HGB (hak baru/hak 

tanah seikunde ir di atas tanah primeir de ingan pe irjanjian (ada 

musyawarah, pe irse itujuan beirsama seirta kata seipakat meinye irahkan 

tanah yang be irsangkutan dan meine irima imbalan peinggantian). 

Pe iroileihan dilakukan meilalui peirjanjian yang dibuat pada no imoir 

3 di atas antara peimilik tanah dan pe imoihoin atau peimilik tanah yang 

meimiliki hak guna bangunan. Ini me imbeirikan izin keipada oirang yang 

meimbutuhkan tanah untuk me imbuat hak guna bangunan pada tanah 

yang dimiliki oirang lain deingan imbalan pe inggantian. 

d) Pe iralihan hak yang sudah be irstatus tanah HGB (ke ipunyaan 

pe iroirangan/badan hukum yang be irasal dari tanah Ne igara atau tanah 
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hak pe inge iloilaan atau tanah Hak Milik) de ingan Jual be ili (adanya 

musyawarah, pe irse itujuan beirsama seirta kata seipakat meinye irahkan 

tanah yang be irsangkutan dan meine irima imbalan pe inggantian). Jual 

be ili di sini ada me imiliki ciri khusus yakni : 

a) Pada saat jangka waktu ke ipeimilikan yang te ilah diteintukan 

be irakhir, peimbeili meinge imbalikan tanah te impat hak guna 

bangunan dibe ili tanpa harga yang dike imbalikan oileih pe injual 

ke ipada peimbeili.  

b) Pe injual dan peimbe ili saling meinge itahui teintang keite intuan 

yang te ircantum dalam huruf a.  

c) Jual beili dilakukan seisuai deingan ke ise ipakatan keidua be ilah 

pihak.  

d) Ke ite intuan jual beili umum, yang be irarti bahwa keipe imilikan 

tanah beirpindah keipada peimbe ili. 

Jual beili tanah dalam be intuk Hak guna bangunan de ingan ba’i al-wafa’ 

dan ijarah, yaitu; 

(1) Dalam ba'i al-wafa', transaksi dianggap se ibagai jual beili se ilama 

transaksi beirlangsung kare ina dijeilaskan dalam akad bahwa itu 

adalah jual beili. Seibagai cointoih, jika peinjual meingatakan keipada 

pe imbeili, "Saya jual tanah saya ini ke ipada kamu seiharga Rp. 

100.000.000 (se iratus juta)," dan pe imbe ili meinjawab, "Saya be ili 

tanah kamu seiharga Rp. 100.000.000 (se iratus juta)," barang 

teirse ibut ke imudian beirpindah tangan. Se ilama transaksi 
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be irlangsung, ini juga me irupakan jual beili, seipe irti halnya jual be ili 

tanah dalam beintuk hak guna bangunan. 

(2) Dalam ba'i al-wafa', keitika transaksi seileisai, barang (o ibjeik akad) 

dibeirikan keipada peimbeili dan dapat digunakan. Namun, dalam 

jangka waktu yang dise ipakati, barang te irse ibut keimbali keipada 

pe injual dan peimbeili diharuskan untuk tidak me injual barang 

teirse ibut keipada o irang lain. Transaksi ini dianggap se ibagai ijarah 

atau seiwa me inye iwa, yaitu me imiliki manfaat suatu barang yang 

diizinkan oileih syara' se ilama waktu te irteintu deingan adanya 

implikasi. Namun, ke itika tanah dalam be intuk hak guna bangunan 

dijual, peimbeili beirhak atas tanah te irse ibut untuk digunakan seindiri, 

dijual, diseiwakan, atau dijadikan jaminan hutang, se ilama masih 

dalam jangka waktu pe imbeirian. 

(3) Dalam ba'i al-wafa, apabila teinggat waktu yang dise ipakati 

be irakhir, masing-masing pihak yang me ilakukan akad harus 

meinge imbalikan barang dan uang (o ibjeik akad). Peinjual harus 

meinge imbalikan uang ke ipada peimbe ili se ijumlah harga yang 

dise irahkan pada awal akad, dan pe imbeili harus meinge imbalikan 

barang yang dibe ilinya ke ipada peinjual seicara utuh. Dalam kasus 

jual beili tanah dalam be intuk hak guna bangunan, te inggat waktu 

yang dise ipakati untuk meinge imbalikan barang dan uang adalah 

se iteilah waktu yang dise ipakati. 

(4) Se imeintara hak guna bangunan adalah be intuk jual beili tanah, ba'i 
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al-wafa' adalah hillah untuk meinghindari riba. 

(5) Ijarah, atau seiwa me inye iwa, adalah ko intrak untuk meimiliki 

ke ipeimilikan suatu oibjeik se ilama waktu te irteintu de ingan imbalan. 

Oile ih kareina itu, keitika waktu yang dise ipakati tiba, si peimilik 

manfaat atau peinye iwa harus meinye irahkan oibje ik yang dise iwa 

tanpa meineirima imbalan ke imbali. Jika se ise ioirang me injual tanah 

dalam beintuk hak guna bangunan, tanah te irse ibut akan keimbali 

ke ipada peimilik tanah saat jangka waktu ke ipe imilikan teilah 

be irakhir, tanpa meinge imbalikan harga tanah yang dibe ili. Ini 

dianggap sama de ingan se iwa atau ijarah kare ina ke ipeimilikan 

se ise ioirang te irbatas pada waktu teirteintu dan meire ika akan keimbali 

ke ipada barang teirse ibut saat jangka waktu te irse ibut beirakhir. 

Namun, hal yang me imbe idakannya adalah keitika tanah dalam 

be intuk hak guna bangunan dijual, itu adalah ke ipe imilikan peinuh. 

Akibatnya, pe imilik atau peimeigang hak guna bangunan me imiliki 

oito iritas untuk meinjadikannya jaminan hutang. Namun, barang 

oirang lain tidak boile ih dijadikan jaminan hutang dalam ijarah 

kareina barang te irse ibut bukan ke ipe imilikannya dan hanya 

digunakan untuk meindapatkan manfaatnya. 

(6) Dalam ba'i al-wafa', seimua peirsyaratan jual be ili dinyatakan seicara 

e iksplisit atas keihe indak para pihak, se imeintara dalam jual beili tanah 

hak guna bangunan, se imua pe irsyaratan jual be ili dinyatakan se icara 

e iksplisit beirdasarkan aturan peirundang-undangan yang diatur 
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pe imeirintah. 

Se ihubungan de ingan ke ipeimilikan tanah dalam be intuk hak guna 

bangunan yang diatur pe imeirintah, peimeigang tanah meimiliki oitoiritas atas 

be indanya dan manfaatnya se icara ke ise iluruhan. Meire ika juga me imiliki 

ke iwe inangan peinuh untuk meintasarufkan tanah me ire ika, seipe irti meinjualnya 

atau meinjadikannya se ibagai jaminan hutang, te itapi deingan batasan jangka 

waktu keipe imilikan dan apabila tanah yang dimiliki HGB ke imbali keipada 

pe imilik tanah yang se ibe ilumnya dimiliki o ileih HGB, bangunan yang ada di 

atasnya tidak boileih dicabut. Peimilik tanah harus me imbayar ke imbali 

bangunan yang masih be irdiri pada hari pe imilik tanah meinge iluarkan 

individu teirse ibut.
58

 

Jual beili yang dilakukan antara pe imeigang hak guna bangunan dan 

individu yang akan me ine irima hak guna bangunan se ilanjutnya dianggap 

se ibagai transaksi beibas yang dibatasi o ileih pe imeirintah. Seisuai de ingan asas 

ke iboileihan (mubah), Islam me imungkinkan se imua pihak yang be irtanggung 

jawab untuk meinge imbangkan dan meinciptakan jeinis hubungan pe irdata baru 

yang se isuai de ingan e ivoilusi zaman dan ke ibutuhan masyarakat. 

Bagian dari hubungan manusia, prinsip ke ibeibasan ini juga ada dalam 

muamalah. Khususnya, muamalah adalah hubungan peirjanjian yang 

dilakukan oile ih manusia untuk meinukar manfaat. Rasulullah me inyatakan 

bahwa seigala jeinis peirjanjian muamalah mubah (boileih) se ilama transaksi 

teirse ibut tidak meinghalalkan yang haram atau me ingharamkan yang halal. 

                                                     
58

 Ismail Yakub, Perjanjian kontrak.. Loc.cit. hal. 231 



45 

  

De ingan kata lain, se ilama peirjanjian itu tidak dilarang baik dalam al-Qur'an 

maupun hadits, maka ia dapat dianggap sah me inurut pe irspe iktif Islam. 

Pe imbeintukan dan leigalisasi be irbagai undang-undang yang te ilah 

digunakan se ilama beirtahun-tahun, para ulama meirumuskan prinsip-prinsip 

pe inting, se ipe irti : 

 

 

 

Artinya “Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah 

sehingga ada dalil yang membatalkan mengharamkannya”. 

 

Para ulama teilah se ipakat bahwa keire ilaan (ar-ridha) me irupakan 

landasan poikoik untuk keiabsahan akad. Hal te irse ibut meinyatakan bahwa 

pe irjanjian yang dilakukan sah asal para pihak se ituju/se ipakat tanpa paksaan 

atas timbulnya hak dan ke iwajiban yang ditanggung masing-masing pihak 

se isuai peiraturan peimeirintah. 

Kaidah ini, se imua jeinis transaksi muamalah pada dasarnya 

dipeirboile ihkan, baik yang dilakukan se icara tradisioinal seipeirti pada masa 

Rasulullah SAW dan ulama salaf, maupun yang dilakukan se icara moideirn 

dan kointe impoire ir. Namun, keicuali transaksi teirse ibut seicara teigas dilarang 

oileih syari'at, seipe irti yang me inye ibabkan bahaya, me ilibatkan peinipuan, judi, 

riba, proiduk haram, atau praktik fasid atau batil.
59

 Pe irjanjian yang te ilah 

dibuat tidak me ilanggar hukum, ke isusilaan, atau keiteirtiban umum. Meinurut 

Pasal 1320 KUHPe irdata, causa atau se ibab yang halal adalah syarat sah 
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ke ieimpat yang diatur dalam Pasal. 

Se isuai de ingan asas ke ibe ibasan be irke iheindak para pihak yang me incapai 

pe irse itujuan seicara sukareila. Para ulama se ituju bahwa keire ilaan (ar-ridha) 

adalah dasar utama ke iabsahan peirjanjian. Ini be irarti bahwa peirjanjian sah 

asalkan para pihak se ituju tanpa paksaan, dan bahwa masing-masing pihak 

meimiliki hak dan keiwajiban seisuai de ingan pe iraturan peimeirintah. 

Firman Allah swt dalam surah an-Nisa 4:29 se ibagai be irikut : 

 

A

r

t

i

n

y

a

,

 ―Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu‖. 

 

 

Me inghindari ke irusakan leibih pe inting daripada meimpe iroileih 

ke iuntungan, se isuai deingan prinsip meinoilak mudharat dan me ingambil 

ke iuntungan dalam me ilakukan suatu transaksi atau pe irjanjian. Ini se irupa 

de ingan me imbeiri batasan waktu pada keipe imilikan tanah. Ini dilakukan untuk 

meince igah o irang-oirang yang me imiliki tanah untuk me ingambil ke iuntungan 

finansial tanpa me impeirtimbangkan keibutuhan oirang lain dan meinsia-

siakannya. 
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D. Tinjauan Umum Notaris 

1. Pengertian Notaris 

Noitaris meimiliki istilah Noitarius pada deifinisi tunggal 

se idangkan Noitarii dalam arti jamak. Se ijak zaman roimawi sudah 

dipeirke inalkan istilah Noitarius yang be irarti meinjalankan tugas 

meincatat teitapi keigunaan no itaris pada zaman roimawi tidak sama 

de ingan masa kini.
60

 No itaris juga be irasal dari istilah noita liteiraria atau 

leitteirme irk atau karakteir dimana para noitarii meincatatkan suatu 

pe irkataan. Istilah noitarii digunakan untuk individu yang me ilakukan 

pe incatatan atau peinulisan pidatoi yang dike imukakan Catoi (dei Oiudeire i) 

pada seinat ro imawi yang dise ibut ste inoigraphic.
61

  

Noita liteiraria adalah tanda karakte ir atau se ibuah tulisan yang 

be irguna untuk pe inulisan atau peinggambaran dalam pe ingungkapan 

se ibuah paragraf yang dike imukakan infoirman. Karakteir te irse ibut yaitu 

pe inandaan yang digunakan dalam me inulis ceipat atau steinoigrafiei. 

Noitaris awal mulanya pe ijabat publik atau privatei noitary yang dibe iri 

tugas dalam peilayanan ke ipeirluan pe induduk te irhadap alat bukti 
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auteintik dalam hukum peirdata untuk meimbe irikan keipastian.
62

  

Istilah noitarius se imakin me imiliki arti yang be irbe ida sampai pada 

abad keidua se iteilah Kristus yaitu meire ika yang me imbuat peincatatan 

tulisan deingan ce ipat seipe irti steinoigraf saat ini. Pada abad ke ilima dan 

ke ieinam istilah noitarius digunakan untuk meinye ibut para peigawai 

istana yang me ilakukan peike irjaan administratif. 

De ifinisi noitaris pada Kamus Be isar Bahasa Indo ine isia meimiliki 

pe inge irtian individu meimpe iroileih oitoiritas pe ime irintah yaitu Me inte iri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia akan pe inge isahan, pe inyaksian 

be iragam doikumein ko intrak, surat wasiat, akta dan lainnya. Istilah 

noitaris dalam bahasa Inggris yaitu be irasal dari kata noitary se imeintara 

dalam bahasa Beilanda beirasal dari kata van noitaris. 

Noitaris se ibagai pe ijabat publik yang sangat pe inting bagi 

ke ipeirluan keipe irdataan deingan oitoiritas peimbuatan akta auteintik seirta 

oitoiritas lain. Pasal 1 ayat (1) UUJN no itaris diseibut pe ijabat publik 

be irasal dari kata Oipe inbaar Ambteinaar istilah ambteinare in dalam 

kamus hukum meimpunyai de ifinisi se ibagai Pe ijabat. Seihingga 

Oipe inbare i Amtbteinare in meinde ifinisikan seibagai peijabat yang me imiliki 

pe ikeirjaan yang be irkaitan deingan ke ipe intingan pe induduk seicara luas 

se ipe irti peimbuatan akta auteintik.
63
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Diteirbitkannya Pe iraturan Jabatan No itaris atau Noitaris 

Reigle ime int pada 26 Januari 1860 pada Staatsblaat Noimoir 3 teintang 

Pe iraturan Jabatan Noitaris di Indo ine isia atau Reigleime int oip heit Noitaris-

ambt in Indoineisie i beirlaku mulai 1 Juli 1860 pada pasal 1 yaitu para 

noitaris ialah peijabat publik, teirutama yang me impunyai o itoiritas dalam 

pe imbuatan beirbagai akta auteintik yang be irkeinaan de ingan se iluruh 

pe irilaku, peirjanjian juga be irbagai ke iteintuan yang diatur pada re igulasi 

umum atau dikeiheindaki oileih beirbagai pe imangku keipe intingan yang 

dibuktikan meilalui catatan aute intik, peinjaminan waktu 

pe ilaksanaannya, pe ingarsipan be irbagai akta dan pe ine irbitan groisse i-

groisse i, be irbagai ko ipian dan kuo itasinya, se iluruhnya se ilama akta 

dibuat beirdasarkan reigulasi umum seirta tidak dipeirintahkan atau 

dibeirikan pada peijabat atau individu yang lain.
64

  

Ke idudukan Noitaris pada Staatsblaat Noimoir 3 teintang Pe iraturan 

Jabatan No itaris di Indo ine isia atau Reigleime int oip heit No itaris-ambt in 

Indoine isiei noitaris me irupakan meimiliki keidudukan pe irihal meinangani 

ke ipeintingan o irang se icara luas se ipeirti meimbuat akta auteintik dan akta-

akta lainnnya se isuai keihe indak para pihak yang be irke ipe intingan. Akta 

auteintik beirdasarkan pasal 1 ayat (7) UUJN Akta No itaris yaitu 

pe imbuatannya disaksikan no itaris beirdasarkan jeinis se irta proise idur 

yang dite intukan. 

Dijabarkan pasal 1 ayat (1) UUJN No itaris ialah seise ioirang 
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meimpunyai o itoiritas dalam peimbuatan akta aute intik seirta meimpunyai 

oitoiritas lain seisuai deingan yang te irte ira pada reigulasi. 

 

2. Tugas dan Wewenang Notaris 

Tugas no itaris dalam UUJN tidak dijabarkan se icara leingkap 

namun pada hakikatnya tugas se ioirang no itaris yaitu meimbuat suatu 

akta auteintik yang sah, pe imbuktian yang kuat, se impurna seirta 

ke iwe inangan lainnya se isuai deingan undang-undang. Se ilain akta 

auteintik no itaris dapat meinye ile inggarakan peindaftaran dan 

pe ingabsahan pada akta yang be irke ikuatan akta dibawah tangan. 

We iwe inang diatur pasal 15 ayat (1) UUJN be irwe inang pe imbuatan akta 

meiliputi seiluruh peirilaku, koinse insus, ke iteitapan. peinjaminan waktu 

pe ilaksanaannya, pe ingarsipan be irbagai akta dan pe ine irbitan groisse i-

groisse i, koipian dan kutipan, seiluruhnya se ilama akta dibuat tidak 

dibeirikan pada peijabat atau individu yang lain.  

Lalu pasal 15 ayat (2) UUJN me inye ibutkan meilakukan validitas 

tanda tangan, meine itapkan keipastian waktu, meimbukukan surat 

dibawah tangan de ingan didaftarkan pada buku khusus, me inciptakan 

koipian surat yang be irisikan seipeirti yang te irteira pada surat teirkait, 

meilakukan validitas ke ise ilarasan koipian de ingan aslinya, me ilakukan 

soisialisasi hukum yang be irke inaan deingan pe imbuatan akta, meimbuat 

akta meinge inai lahan dan risalah le ilang. Se ilain pada keidua ayat 

teirse ibut, no itaris juga meimiliki oitoiritas lain yang te irdapat pada 
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re igulasi. Be irdasar pe injabaran tugas se irta we iwe inang no itaris be irke inaan 

pe imbuatan akta auteintik. Akta-akta bisa dibuat noitaris meiliputi 

pe imbuatan akta aute intik dibuat dihadapan noitaris se ipeirti akta-akta 

wasiat, peirjanjian kawin, kuasa hipoitik, pe indirian peirse iroian teirbatas 

atau PT, seirta lainnya. 

Akta-akta auteintik yang me injadi oitoiritas no itaris juga peijabat 

lain diantaranya adalah: 

1. Akta pe ingakuan anak di luar kawin; 

2. Akta be irita acara meinge inai keikhilafan peijabat  yang 

meingarsipkan hipo itik; 

3. Akta be irita acara meinge inai pe imbayaran tunai dan koinsinyasi; 

4. Akta pro ite is we ise il dan cei;k; 

5. Surat Kuasa Me imbe ibankan Hak Tanggungan (SKMHT); 

6. Me imbuat akta risalah leilang. 

Noitaris ditunjuk dan dipe icat o ileih pe imeirintah guna 

meilaksanakan tugas ne igara dalam bidang ke ipe irdataan dan dibeirikan 

oitoiritas dan keiwajiban guna meimbeiri layanan pada publik se icara luas 

dalam meinciptakan suatu akta aute intik agar te irciptanya ke ipastian 

hukum, seirta teirtib dan teirlindunginya hukum di masyarakat. Namun, 

noitaris tidak meimpeiro ile ih gaji se irta uang pe insiun dari pe ime irintah, 

pe indapatannya be irasal dari hoinoir kliein
65

. Noitaris meirupakan peijabat 

umum dan bukan peigawai neige iri hal ini teirtuang pada reigulasi 

                                                     
65

 Ghansham Anand, op.cit., hal. 34. 



52 

  

meinge inai ke ipeigawaian. 

3. Kewajiban Notaris 

Noitaris seibagai pe ijabat publik meimbe irikan peilayanan pada 

rakyat pada hubungan ke ipe irdataan meinjadi seibuah ke iharusan dalam 

meilakukan peilayanan harus me imeigang inteigritas agar dapat dipe ircaya 

oileih kliein dan meimbeirikan peilayanan seibaik-baiknya te irhadap 

pe imbuatan akta auteintik. Ke iwajiban noitaris yaitu ke iwajiban yang 

pe irlu dijalankan dalam me inge imban jabatan noitaris deingan tidak 

be irlawanan pada reigulasi yang ada. 

Pada pasal 16 UUJN meingatur keiwajiban se ioirang noitaris yakni: 

1. Dalam meilaksanakan jabatannya, No itaris be irkeiwajiban untuk: 

a. Be irsikap transparan, dipe ircaya, indeipe indein, neitral dan 

meime ilihara keipeintingan pihak beirsangkutan dari tindakan 

hukum.   

b. Me imbuat minuta akta dan me ingarsipkannya. 

c. Me ine impeilkan surat dan do ikumein se irta sidik jari peinghadap 

pada Minuta Akta. 

d. Me ine irbitkan Gro isse i, salinan dan kutipan akta be irlandaskan 

Minuta Akta. 

e. Me inyajikan layanan yang se ijalan deingan re igulasi yang 

be irlaku keicuali teirdapat alibi untuk meinoilaknya. 

f. Tidak meimbo icoirkan se igala hal yang be irke inaan deingan akta 

yang dibuat beise irta seiluruh keiteirangan yang didapatkan 

dalam meimbuatnya se isuai de ingan sumpah jabatannya ke icuali 

re igulasi meine itapkan lain. 

g. Me injilid Akta meinjadi buku dalam kurun waktu se ibulan 

yang didalamnya te irmuat tidak leibih dari 50 (lima puluh) 

Akta, jika teirdapat leibih dari angka teirse ibut maka peinjilidan 

bisa dilakukan leibih dari satu buku dan te irdapat catatan 

jumlah Minuta Akta, se irta waktu keitika akta dibuat pada 

sampul buku. 

h. Me indaftarkan akta proiteis te irhadap tidak dibayarkannya surat 

be irharga. 
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i. Me imbuat daftar Akta me inge inai wasiat be irdasarkan reinteitan 

waktu peimbuatannya se itiap bulan lalu me ingirimkannya ke i 

ke imeinteirian yang me ilaksanakan keipe intingan pe imeirintah 

pada seiktoir hukum lima hari minggu pe irtama peir bulannya. 

j. Me ilakukan peincatatan dalam reipeirtoirium diakhir bulan. 

k. Me imiliki steimpeil yang be irisikan lambang ne igara Re ipublik 

Indoine isia. 

l. Me imbacakan Akta di dide ipan pihak teirkait dimana teirdapat 

se idikitnya dua atau e impat saksi yang ditandatangani saat itu 

juga. 

m. Me ine irima magang kandidat Noitaris. 

 

Pasal 3 Ko ide i E itik Noitaris meinye ibutkan No itaris dan pihak lain 

meilaksanakan jabatan wajib untuk be irmoiral dan beirakhlak baik, 

meinghargai harkat dan martabat ke idudukannya, me imeilihara 

ke ihoirmatan peirkumpulan, beirsikap transparan, inde ipe indein, ne itral, 

be irtanggungjawab pe inuh, meingacu pada re igulasi yang be irlaku se irta 

sumpah jabatannya. Ke imudian meinambah wawasannya diluar bidang 

hukum dan keinoitariatan, meimprioiritaskan diri untuk me ingabdi pada 

ke ipeintingan publik dan ne igara, me inye idiakan layanan untuk me imbuat 

akta seirta layanan ke inoitarisan lain bagi warga tidak mampu dan tidak 

dise irtai deingan hoinoirarium, meineintukan kantoir utama untuk 

meinjalankan tugasnya, me imasangkan papan ide intias dideipan 

kantoirnya.  

Me inghadiri dan be irpeiran aktif pada seitiap aktivitas yang ada 

se irta meinghargai ke iteitapan yang ada didalamnya, me ilakukan 

pe imbayaran iuran rutin dan uang duka untuk re ikan se ijawat, 

meinjalankan dan me intaati keiteitapan meinge inai ho inoirarium, 
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meilaksanakan jabatannya se isuai de ingan tugas po ikoiknya ke icuali 

dise ibabkan alibi yang valid, me inghadirkan suasana yang harmo inis 

ke itika meinjalankan peirannya dan ke itika be irinteiraksi deingan re ikan 

se ijawat, meimbeiri pe irlakuan yang baik bagi se itiap kliein yang ada 

tanpa meindiskriminasikannya, te irakhir yaitu meinjalankan tugas dan 

ke iwajibannya se isuai re igulasi yang be irlaku dan be irsangkutan de ingan 

jabatan noitaris. 

4. Larangan Notaris 

Pasal 17 UUJN me ingatur be irbagai larangan bagi no itaris. No itaris 

dilarang untuk me ilaksanakan peike irjaan diluar areia jabatannya, pe irgi 

dari areia teirse ibut seicara beirturut-turut leibih dari seiminggu tanpa 

dise irtai alibi yang je ilas, me impunyai jabatan rangkap se ibagai pe igawai 

ne ige iri, peijabat neigara, advo ikat atau jabatan lain se ibagai pimpinan 

pada badan yang be irada dibawah naungan ne igara, daeirah atau swasta, 

meirangkap PPAT atau pe ijabat leilang ke ilas II dan no itaris pe ingganti 

atau proife isi lain yang be irlawanan de ingan noirma reiligi, ke isusilaan 

yang bisa be irdampak pada harga diri jabatannya.  

Noitaris tidak meimatuhi reigulasi bisa dikeinakan hukuman 

de ingan dipeiringatkan se icara teirtulis, dibeirhe intikan dalam kurun 

waktu teirteintu, dibeirhe intikan deingan tidak teirhoirmat. Pada pasal 4 

Koide i E itik No itaris meinye ibutkan No itaris dan individu meilaksanakan 

jabatan ini tidak dipe irke inankan untuk meimiliki kantoir le ibih dari satu, 

meilakukan peimasangan papan ideintitas diluar jangkauan wilayahnya, 
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meimpro imoisikan diri seicara peirsoinal atau beirsamaan deingan 

meinginfo irmasikan data diri meileiwati be iragam meidia, beirmitra 

de ingan pe inye idia layanan atau badan hukum yang me injeimbatani untuk 

meimpe iroileih kliein, meinandatangani akta yang disiapkan pihak lain, 

meingirimkan minuta pada klie in, me ilakukan se igala upaya untuk 

meire ibut kliein dari noitaris lain, me imaksa kliein untuk 

meimpe irtahankannya. 

Tidak spoirtif dalam meinjalankan weiwe inangnya de ingan re ikan 

re ijawatnya, meine intukan hoinoirium se isuai keiheindaknya, 

meimpe ikeirjakan seicara seingaja seise ioirang yang masih beirstatus 

pe ikeirja dari kantoir noitaris lain, me incoireing nama baik re ikan 

se ijawatnya, me inciptakan peirkumpulan reikan se ipeike irjaan yang 

sifatnnya e iksklusif untuk meimbe iri layanan bagi pihak te irteintu, 

meimakai ge ilar yang tidak se ilaras de ingan re igulasi yang ada, 

meinjalankan tindakan yang me ilanggar ko ide i eitik no itaris. 

5. Karakteristik Notaris 

Karakte iristik noitaris yaitu se ibagai pe ijabat publik dalam hal 

meilayani masyarakat untuk ke ipeintingan publik dan be irsifat 

ke ipeirdataan diantaranya adalah: 

a. Sebagai Jabatan 

Undang-Undang Jabatan No itaris meinjadi pe idoiman dan 

se igala se isuatu beirke inaan deingan no itaris di Indo ine isia diatur 

pada peiraturan peirundang-undangan. Jabatan No itaris seibagai 
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se ibuah oirganisasi yang dibe intuk o ileih Ne igara. Jabatan teirse ibut 

teirkait deingan se ibuah pro ifeisi atau tugas se ingaja diciptakan 

re igulasi hukum yang digunakan dalam ke ibutuhan dan keigunaan 

atau keiwe inangan teirteintu dan beirkarakteiristik keisinambungan. 

 

b. Notaris memiliki wewenang tertentu 

Se igala oito iritas teirhadap suatu jabatan me imiliki reigulasi 

hukumnya dalam meingatur meinjadi batasan supaya jabatan bisa 

be irlangsung dan se ibagaimana meistinya de ingan tidak 

be irteintangan deingan o itoiritas proife isi lain. Jika se ioirang Noitaris 

teirbukti meinjalankan peilanggaran yang be irteintangan dalam 

we iwe inangnya maka teilah meilakukan pe irbuatan meilanggar 

we iwe inang yang te irdapat pada pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) 

UUJN. 

c. Diangkat dan diberhentikan pemerintah 

Pe imeirintah yang dimaksud yakni Me inte iri dalam bidang 

ke inoitariatan diatur pada pasal 1 ayat 14 UUJN, tapi bukan 

be irarti Noitaris adalah bawahan pe imeirintah, kareina Noitaris 

dalam meilaksanakan peirannya be irkeiwajiban untuk 

be irkarakteiristik mandiri, neitral, dan indeipe indein. 

d. Tidak memperoleh gaji atau dana pensiunan dari 

pemerintah 

Pe indapatan noitaris hanya be irsumbe ir dari ho inoirarium yang 
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dibeirikan kliein dan ia bisa meimbeirikan layanannya se icara gratis 

untuk warga yang miskin.  

e. Bertanggungjawab dalam profesinya terhadap masyarakat 

Masyarakat bisa meilayangkan gugatan pe irdata dan 

pe inggantian keirugian beise irta bunganya jika proiduk hukum 

noitaris tidak seijalan deingan re igulasi yang be irlaku.
66

 

 

E. Tinjaun Umum Akta  

1. Pengertian Akta 

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No imoir 2 Tahun 2014 teintang 

Jabatan Noitaris meineitapkan bahwa akta no itaris, yang se ilanjutnya 

dise ibut Akta, adalah akta aute intik yang dibuat oileih atau di hadapan 

noitaris meinurut be intuk dan tata cara yang dite itapkan dalam Undang-

Undang ini. Kamus Hukum me ingatakan bahwa acta, atau biasa 

dise ibut "akta," adalah pe irbuatan. 

Noitaris beirke iwajiban meinyampaikan pe irihal yang te ircantum 

pada akta bahwa meimang dipahami dan se isuai keiinginan pihak teirkait 

yakni de ingan me itoide i dibacakan isi akta te irse ibut se icara jeilas se irta 

meimbagikan pe injeilasan teirutama pada re igulasi yang te irkait untuk 

pihak peinanda tangan. O ileih kareina itu, pihak beirsangkutan 

meine itapkan seicara beibas se irta meinye itujui atau tidak untuk ditanda 

tangani. 
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 Imam Suko Prayitno dan Erna Anggraini Hutabarat, 2019, ―Akibat Hukum Terhadap 

Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris‖, Res Judicata, Volume 2, Nomor 1, Juni, 

hal. 190. http://dx.doi.org/10.29406/rj.v2i1.1441 
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Akta di bawah tangan me inurut hakim yakni ―bukti be ibas‖ se ibab 

hanya me imiliki keikuatan peimbuktian mateiriil seileipas pe imbuktian 

ke ikuatan foirmil padahal keikuatan peimbuktiannya baru te irlaksana, jika 

pihak teirkait meimahami yang se ibe inarnya meinge inai isi seirta meitoide i 

dibuatnya akta se ihingga akta di bawah tangan be irbe ida deingan akta 

auteintik, kareina apabila akta di bawah tangan te irnyata palsu apabila 

digunakan meinjadi bukti patut dibuktikan bahwa tidak palsu. 

Pe imbeida akta auteintik deingan akta di bawah tangan yakni 

meitoide i dibuatnya ke ijadian akta. Akta di bawah tangan yakni 

pe inandatangan akan peincatatan keijadian diseingaja meinjadi 

pe imbuktian peirbuatan, maka te irleitak hal yang e ise insial yakni unsur 

dise ingaja dalam peimbuatan peimbuktian te irtulis dan wajib adanya 

pe inandatanganan supaya bisa me incirikan akta. Akta te irse ibut tidak 

be irsifat beirkeikuatan bukti seimpurna seibab peirihal keibe inaran teirteira 

pada tanda tangan pihak te irkait bilamana diakui te irjadinya alat bukti 

se impurna seipe irti akta auteintik. 

Akta aute intik yakni instrume in bukti se impurna bagi pihak teirkait 

yang be irsifat meingikat. Ke ibe inaran meinge inai yang te irtuang harus 

diakui pihak teirkait bahwa akta te irse ibut beinar se ilama tidak dapat 

dibuktikan seibaliknya. Jika akta di bawah tangan bisa dijadikan 

instrumein bukti seimpurna pada pihak peinandatangan.
67

  

2. Jenis Akta Notaris 
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 Agus Toni Purnayasa, 2018, ―Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak 

Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik‖, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3, 

No. 3, Desember, hal. 399. https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01 
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Teirdapat dua macam akta noitaris, yakni: 

a) Akta pe imbuatannya pada noitaris (doioir) dise ibut akta reilaas atau 

akta peijabat (ambteilijkei aktein). Yakni akta yang pe imbuatannya 

pada no itaris be irisi peinje ilasan auteintik pe irihal peirbuatan yang 

dilaksanakan atau ke ijadian yang dipe irhatikan noitaris. Se ipeirti 

akta beirita acara/risalah rapat RUPS PT, akta, peincatatan 

bunde il, seirta lainnya. 

b) Akta pe imbuatannya meinghadap no itaris (tein oiveirstaan) dise ibut 

akta partij (partij aktein). Yakni akta peimbuatannya me inghadap 

noitaris beirisi peinjeilasan yang dide iskripsikan pihak teirkait 

cointoihnya pe irjanjian kreidit, se irta lainnya.
68

 

Tiga hal teirdapat pada akta noitaris yakni: 

a) Koimparisi yakni ko impoinein pe inye ibutan waktu akta, ide intitas 

noitaris seirta loikasinya, ide intitas peinghadap, keidudukan dan 

ke idiaman, peinjeilasan meinge inai be irtindak akan diri seindiri atau 

meinjadi kuasa o irang lain, diseibutkan pula ke idudukan dan 

ke idiaman dan beirtindak atas wakil atau kuasa. 

b) Badan akta yakni ko impoine in be irisi ke ite itapan atas keiputusan 

auteintik, seipeirti koinse insus, ke iputusan peirihal wasiat atau 

ke iinginan peinghadap te irteira pada isi akta. 
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 Agus Toni Purnayasa, op.cit., hal. 398. 
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c) Pe inutup yakni pe injeilasan meinge inai dibacakannya akta be ise irta 

ideintitas saksi dan peinje ilasan peirubahan dan jika ada 

pe ineirje imahan.
69

 

 

 

Pasal 38 UUJN, pe irihal gambaran seirta sifat akta noitaris meimuat: 

1. Ke ipala akta beirisi judul, peino imoiran, waktu akta beise irta 

ideintitas nama dan alamat noitaris. 

2. Badan akta beirisi: 

a. Nama leingkap, te impat, tanggal lahir, asal ne igara, pro ife isi, 

ke idudukan dan keidiaman peinghadap atau oirang yang 

diwakilkan. 

b. Pe injeilasan peirihal keidudukan beirtindak pe inghadap. 

c. Isi yakni ke iinginan pihak teirkait. 

d. Nama leingkap, te impat, tanggal lahir, proife isi, keidudukan, 

ke idiaman tiap saksi peinge inal. 

3. Pe inutup beirisi: 

a. Pe injeilasan meinge inai dibacanya akta seisuai Pasal 16 ayat 

(1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7). 

b. Pe injeilasan meinge inai loikasi dan me inge inai ditanda 

tanganinya pe ineirje imahan akta apabila ada. 
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 Galih Bagas Soesilo dan Isna Aditia Pratama, 2022, ―Perlindungan Hukum Akibat 

Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah di Hadapan Notaris di Purworejo‖, Eksaminasi: 

Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, Juli, hal. 47. 
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c. Nama leingkap, te impat, tanggal lahir, proife isi, keidudukan, 

ke idiaman tiap saksi akta. 

d. Pe injeilasan meinge inai tidak teirdapat peirubahan teirhadap 

dibuatnya akta atau pe inje ilasan seipeirti ditambah, dicoireit, 

diganti. 

Koimparasi dideiskripsikan peirihal kualitas individu pe inghadap 

noitaris misal me injadi wali, bilamana yang diwakili be ilum beirumur 

umumnya diwakili oirang tua, tidak cakap me ilaksanakan peirilaku 

hukum atau meinjadi peingampu (curateile i) dileitakkan dibawah 

pe ingampuan (oinde ir curate ilei), atau meinjadi kuasa yakni individu yang 

dibeiri kuasa.  

Badan akta meinyatakan ke iteitapan, keiinginan atau ko inse insus 

pe inghadap ke imudian dimasukkan akta aute intik cointo ih surat wasiat 

be igitu pun apabila be irisi ko inse insus, se ihingga pe inye ibutan me inge inai 

yang diinginkan pe inghadap. 

Pe inutup akta meinyatakan gambaran yang ko insiste in beirisi loikasi 

pe imbuatan akta, ideintitas, keidudukan, keidiaman saksi instrume intair, 

umumnya pada ko imparisi tidak me inye ibutkan ideintitas teirkait namun 

hanya pe inunjukan pada ideintitas yang akan dise ibut pada peinutup. 

Lalu pe inye ibutan pe imbacaan akta teirhadap pe inghadap, saksi lalu 

se iteilahnya pe inandatanganan bagi pe inghadap, saksi seirta noitaris 

teirkait. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Kedudukan Hukum Akta Pengikatan Jual Beli Hak Guna Bangunan 

Sebagai Syarat Untuk Mengajukan Jangka Waktu Hak Guna 

Bangunan Yang Telah Kedaluwarsa 

Hubungan hukum antara subje ik hukum dan tanahnya, hak atas tanah 

be irtujuan untuk meimbeirikan pe irlindungan hukum ke ipada hubungan 

teirse ibut se ihingga pe imeigang hak dapat me impeirgunakan hak meire ika untuk 

meinge iloila dan meimanfaatkan tanah me ire ika se icara eifeiktif. Hubungan 

hukum antara peimeigang hak dan tanah me ire ika diatur oileih neigara me ilalui 

Kantoir Pe irtanahan. Dibuatlah standar hukum yang harus diikuti o ileih se itiap 

masyarakat untuk me inceigah ko inflik, pe irse ilisihan, dan masalah pe irtanahan 

lainnya. Se ilain itu, masyarakat harus me indaftarkan tanah me ireika untuk 

meindapatkan seirtipikat hak atas tanah. Se irtipikat hak atas tanah be irfungsi 

se ibagai bukti kuat yang me imbe irikan keiamanan hukum dan me inghindari 

be irbagai masalah yang be irkaitan deingan tanah. 

Diundangkannya Undang-Undang Re ipublik Indo ine isia Noimoir 2 

Tahun 2014 teintang Pe irubahan Atas Undang-Undang No imoir 30 Tahun 

2004 te intang Jabatan No itaris (Le imbaran Ne igara Re ipublik Indo ine isia Tahun 

2014 Noimoir 3, Tambahan Le imbaran Ne igara Reipublik Indo ine isia No imoir 

5491), Undang-undang No imoir 30 Tahun 2004 teintang Jabatan Noitaris 

(Le imbaran Ne igara Re ipublik Indo ine isia Tahun 2004 No imoir 117, Tambahan 
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Le imbaran Ne igara Re ipublik Indo ine isia No imoir 4432) teintang Jabatan Noitaris 

teilah diteitapkan seibagai UUJN. Me inurut Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, 

noitaris beirwe inang me imbuat akta peirtanahan. Apakah ke iteintuan teirse ibut 

tidak beirteintangan de ingan ke iteintuan yang te ircantum dalam Pasal 37 ayat 

(1) Pe iraturan Peimeirintah Noimoir 24 Tahun 1997? atau deingan cara yang 

sama seipeirti yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f Undang Undang 

Jabatan Noitaris, seipe irti yang dinyatakan dalam Pasal 37 ayat 2 Pe iraturan 

Pe imeirintah No imoir 24 Tahun 1997. 

Pe injeilasan Umum III angka (1) UUPA me inyatakan bahwa hukum 

pe irtanahan didasarkan pada hukum adat yang diubah dan diseisuaikan 

de ingan ke ibutuhan masyarakat moide irn, se ihingga e iksiste insi Pasal 15 ayat (2) 

Undang-Undang Jabatan Noitaris harus dianggap se ibagai standar hukum 

yang me imbeirikan dasar bagi peirjanjian peindahuluan peiralihan hak atas 

tanah yang me irupakan peirkeimbangan hukum peirtanahan
70

. 

Kedudukan hukum akta pengikatan jual beli hak guna bangunan 

dalam kontruksi hukum di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) konsep sebagai 

berikut : 

1. Menurut Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) 

Dibe irlakukannya UUPA, Buku II Kitab Undang Undang 
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 Alfiansyah, 2017, ―Urgensi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Atas Tanah 

Yang Dibuat Oleh Notaris―, 

http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1322, diakses 11 Januari 2017. 

Hasil penelitian oleh Alfiansyah, antara lain bahwa, pentingnya aturan yang ditetapkan pemerintah 

untuk mengatur secara khusus akta perjanjian pengikatan jual beli agar bentuk akta yang dibuat 

oleh notaris dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum. 
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Hukum Pe irdata (KUH Pe irdata/BW) te ilah dicabut dan tidak be irlaku 

se ipanjang meinge inai bumi, air, dan ke ikayaan alam lainnya. Namun, 

Buku III KUH Pe irdata (KUH Pe irdata/BW) tidak se icara eiksplisit 

dinyatakan tidak beirlaku. De ingan de imikian, kareina be ilum ada hukum 

re ismi yang me ingatur pe irbuatan hukum hak atas tanah, no irma-noirma 

yang te ircantum dalam Buku III KUH Pe irdata yang tidak se icara 

e iksplisit dinyatakan tidak be irlaku teirse ibut, se itidaknya meirupakan 

koinse ip hukum se ipanjang tidak beirteintangan de ingan prinsip-prinsip 

hukum agraria.
71

 

Pe irjanjian peingikatan jual beili hak atas tanah, juga dike inal 

se ibagai PPJB-HAT, dibuat antara "caloin" pe imbeili dan "calo in" pe injual 

de ingan hak atas tanah teirse ibut. Hak atas tanah te irse ibut dapat beirupa 

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai. 

Dalam hal ini, PPJB-HAT yang dimaksud di sini adalah PPJB-HAT 

de ingan pe imbayaran lunas yang dilakukan be irsama deingan kuasa 

meinjual, dan biasanya dibuat deingan akta pihak
72

. 

Suatu peirjanjian tidak dapat ditarik ke imbali keicuali deingan 

ke ise ipakatan keidua beilah pihak atau de ingan alasan yang dinyatakan 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana 

diubah oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, hanya menyebutkan bahwa hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun 

dapat ditransfer melalui transaksi seperti penjualan, pertukaran, hibah, pemasukan ke dalam 

perusahaan, dan bentuk pemindahan hak lainnya (kecuali pem Namun demikian, dua peraturan 

perundang-undangan tersebut tidak mengatur syarat-syarat, tanggal, dan pembatalan peralihan atau 

pemindahan hak atas tanah, sehingga terdapat kekosongan norma hukum. 
72

 PPJB-HAT tidak ada aturan khusus yang menyebutkan harus dibuat dengan akta notariil. 

PPJB-HAT juga masih dapat memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW walaupun dibuat dengan Surat 

Di Bawah Tangan. 
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cukup o ileih undang-undang. Pe irjanjian harus dipeinuhi deingan niat 

baik. Ko inse ip hukum se ipe irti ini seibeinarnya tidak beirte intangan deingan 

pe irjanjian teintang oibje ik hak atas tanah. 

Pasal 1319 KUH Pe irdata, seimua peirjanjian, baik yang dike inal 

maupun yang tidak dike inal, tunduk pada peiraturan umum yang 

dise ibutkan dalam bab ini dan bab seibeilumnya. Bab yang dimaksudkan 

dalam frasa ini adalah Buku III BAB KE iDUA Te intang pe irikatan-

pe irikatan yang be irasal dari ko intrak dan pe irjanjian, seidangkan bab 

se ibe ilumnya adalah Buku III BAB KE iSATU Te intang pe irikatan-

pe irikatan yang be irasal dari kointrak dan pe irjanjian. Kareina tidak 

dise ibut se icara khusus dalam KUH Pe irdata, seipe irti jual beili, seiwa 

meinye iwa, atau hal-hal lainnya, PPJB-HAT teirmasuk dalam peirjanjian 

tanpa nama dan oile ih kareina itu tunduk pada azas-azas umum 

pe irjanjian. 

Dalam meimbuat akta PPJB-HAT, no itaris beirgantung pada 

ke iteintuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, yang me imbe iri meire ika 

oitoiritas untuk meimbuat akta yang be irkaitan deingan pe irtanahan. 

Namun, Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN harus dianggap se ibagai dasar 

bagi no itaris untuk meimbuat akta yang be irkaitan deingan pe irtanahan. 

Dijeilaskan bahwa teirdapat keilangkaan no irma hukum kareina 

UUPA se icara eiksplisit meincabut Buku II KUH Pe irdata yang 

be irkaitan deingan bumi, air, dan keikayaan alam yang te irkandung di 

dalamnya, dan Buku III KUH Pe irdata yang be irkaitan deingan agraria 
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juga tidak beirlaku. Teioiri ini sangat loigis. Kare ina hal-hal yang diatur 

se ibagimana teircantum dalam Buku II KUH Pe irdata sudah tidak ada 

lagi, Buku III yang be irkaitan deingan hal-hal ini meinjadi tidak reileivan 

lagi. 

Me ingisi ke ikoisoingan no irma hukum yang dise ibutkan di atas, 

pasal-pasal Buku III KUH Pe irdata yang be irkaitan deingan pe ingaturan 

agraria dapat teitap meinjadi koinse ip hukum yang digunakan untuk 

meingisi ke ikoisoingan no irma hukum te irse ibut, kareina hal ini be irkaitan 

de ingan hal yang pe inting be irupa transaksi se ihari-hari masyarakat 

teirhadap hak atas tanah. 

Tidak dicatat oile ih noitaris dalam PPJB bahwa PIHAK 

PE iRTAMA adalah caloin pe injual dan PIHAK KE iDUA adalah caloin 

pe imbeili. Buku III KUH Pe irdata meingatur sifat koinse insuil peirjanjian. 

Se icara mateiriil, PPJB-HAT me inghasilkan peiralihan hak atas tanah 

se ige ira se ite ilah peirjanjian beirdasarkan PPJB-HAT dicapai, meiskipun 

barang be ilum diseirahkan dan harga be ilum dibayar se ipe inuhnya. 

Namun, dalam kasus di mana o ibje ik peirjanjian adalah hak atas tanah, 

noitaris harus meinye ibutkan pihak yang be irpartisipasi seibagai caloin 

pe injual dan caloin pe imbeili. Ini kareina, seisuai deingan pe iraturan yang 

diatur dalam Peiraturan Peime irintah No imoir 24 Tahun 1997 teintang 

Pe indaftaran Tanah dan Pe iraturan Pe imeirintah No imoir 38 Tahun 1997 

teintang Pe ijabat Peimbuat Akta Tanah, jual be ili hak atas tanah harus 

dilakukan di hadapan PPAT. 
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Jual beili yang didahului de ingan ―panjar‖
73

 tidak dapat 

dibatalkan, meinurut keite intuan Pasal 1454 KUH Pe irdata. De ingan 

adanya ―panjar‖ se isungguhnya, jual-be ili teilah teirjadi kareina teilah 

teirjadi koinse insus antara caloin pe imbeili dan pe injual, yang se isuai 

de ingan sifat koinse insuil peirjanjian dalam Hukum Pe irdata. Ini beirbe ida 

de ingan hukum adat yang nyata. Pasal 1458 KUH Pe irdata meinyatakan 

bahwa "Jual-be ili itu dianggap te ilah te irjadi antara keidua beilah pihak, 

se ike itika oirang-oirang ini me incapai se ipakat teintang ke ibe indaan teirse ibut 

dan harganya, meiskipun ke ibeindaan itu be ilum diseirahkan, maupun 

harganya be ilum dibayar", dan Pasal 1459 KUH Pe irdata meinyatakan 

bahwa "Hak milik atas barang yang dijual tidaklah be irpindah antara 

ke idua beilah pihak." Hal ini dilakukan untuk me ingisi ceilah hukum 

kareina Pe iraturan Peimeirintah Noimoir 37 Tahun 1998 teintang Pe ijabat 

Pe imbuat Akta Tanah tidak me ingatur hal ini. Deingan kata lain, hukum 

pe irtanahan beilum meingatur se icara meinye iluruh pe irjanjian hak atas 

tanah. 

Bahwa PPJB-HAT didasarkan pada koinse ip KUH Pe irdata, tidak 
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 Bandingkan dengan pendapat Saleh Adiwinata, 1976, ―Pengertian Hukum Adat menurut 

Undang Undang Pokok Agraria‖, Alumni, Bandung, hal. 32-33. ―Jika kita mempertimbangkan 

jual-beli menurut UUPA ini dibandingkan dengan jual-beli menurut hukum adat sebelum UUPA 

berlaku, maka waktu yang dibutuhkan untuk persetujuan jual beli hingga si pembeli mendapatkan 

kepemilikan "penuh" adalah berbeda. Prosesnya, bersama dengan formalitas lainnya, lebih mirip 

dengan penjualan tanah milik daripada tanah dengan hak milik Indonesia: a. Sistem panjer tidak 

ada lagi; b. Pejabat hukum adat, seperti kepala negara atau desa, diganti dengan pejabat yang 

ditunjuk oleh menteri, bahkan para notaris yang bertanggung jawab untuk membuat akta di 

lapangan hukum Eropa, selain para camat di tempat yang tidak ada notaris. c. Bentuk persetujan 

jual-belinya sudah ditentukan oleh Pemerintah yang boleh disebut ―standard contract‖. d. Sanksi 

terhadap pelanggaran ini ditetapkan dengan tegas (pidana); e. Adanya keharusan untuk mendaftar 

tanah yang telah dibelinya itu; f. Adanya keharusan mempunyai sertipikat tanah dari Kantor 

Pertanahan guna kepentingan hukum bagi si pemiliknya. 
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be irteintangan dan dapat dite irima dalam hukum pe irtanahan beirdasarkan 

hukum adat seibagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUPA, yang 

meine igaskan bahwa hukum pe irtanahan didasarkan pada hukum adat 

yang dise impurnakan dan diseisuaikan deingan ke ibutuhan masyarakat 

ne igara mo ideirn.  

2. Menurut Hukum Adat 

"Me inurut hukum adat, suatu pe irjanjian dapat te irjadi antara dua 

pihak yang saling be irjanji atau dikare inakan sifatnya dianggap ada 

pe irjanjian," kata Hilman Hadikusuma. Walaupun sudah dise itujui, 

suatu peirjanjian tidak seilalu akan meingikat para pihak. Ada tanda 

ikatan untuk meimbuat peirjanjian yang dise ipakati meingikat. Namun, 

tanda ikatan beilum teintu beirarti peirjanjian itu dapat dipe inuhi. Oile ih 

kareina itu, tanda-tanda ikatan meinurut hukum adat tidak se ilalu 

meirupakan "tanda pe ingikat". Se ilain itu, tanda-tanda yang 

meinunjukkan hubungan antara manusia dan makhluk lain. Te itapi 

tanda ikatan tidak be irlaku di seimua daeirah Indoine isia.
74

 

Dalam hal PPJB-HAT, tanda ikatan adalah tanda pe ingikat atau 

pe irjanjian peingikatan, teitapi pada PPJB-HAT uang muka atau 

voioirscho it se ilalu digunakan seibagai tanda ikatan.  

Dalam hukum peirjanjian adat, ada apa yang dise ibut se ibagai 

"tanda akan jadi", yang me irupakan bukti dari peirjanjian yang te ilah 

dise ipakati o ileih ke idua beilah pihak, yang me imbuat masing-masing 
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pihak beirtanggung jawab untuk me ime inuhinya. (Jawa), "panje ir" 

adalah istilah umum untuk "tanda akan jadi". Sampai saat ini, masih 

koinsiste in dan beirlaku.
75

 

Pe irbuatan hukum beirse igi dua atau twe ie izijdig adalah istilah yang 

digunakan untuk meinggambarkan transaksi tanah antara dua pihak. 

Koinse ikue insi utama dari transaksi te irse ibut adalah peiralihan hak atas 

tanah beirsama deingan pe imbayaran ko intan seige ira dari pihak lain. 

Dalam hukum tanah, tindakan yang dise ibut seibagai transaksi jual 

dise ibut seibagai "transaksi jual" (Ado il: Bahasa Jawa/Sadei: Bahasa 

Jawa Tinggi). 

Me inurut Saleih Adiwinata
76

, ke iteintuan teintang jual-be ili tanah 

dan keiharusan untuk meimbuat akta jual-be ili tanah di hadapan PPAT 

adalah keiteintuan yang me imaksa (dwigeinde i re icht). Ini kare ina, dalam 

hal transaksi seipeirti jual-be ili, peimeirintah meimiliki tanggung jawab 

untuk meingawasi transaksi te irse ibut. Seilanjutnya dinyatakan bahwa 

meiskipun hak atas tanah dapat dianggap te ilah beiralih, hak teirse ibut 

tidak beirlaku bagi pihak keitiga. Peimbeili deingan akta PPAT tidak 

boileih me injual keimbali hak teirse ibut keipada pihak keitiga sampai nama 

meire ika diubah di Kantoir Pe irtanahan. 

Be irbicara teintang pe iralihan hak keipada pe imbeili, Budi Harso ino i 

be irpeindapat bahwa hal itu te irjadi pada saat jual be ili dilakukan di 

hadapan Peijabat Peimbuat Akta Tanah be irdasarkan pasal 5 UUPA, 
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yang me ineintukan bahwa hukum agraria adalah hukum adat. 

Me inurutnya, hukum adat yang dise ibutkan dalam pasal 5 UUPA ini 

dianggap se ibagai hukum adat yang siste imnya masih ko inkrit, tunai, 

atau kointan. Ini dapat dipahami dari apa yang dia katakan seibagai 

be irikut: "Kalau kita be irpe igang pada sifat tunai daripada jual-beili, sifat 

mana dianggap ada pada jual-be ili tanah meinurut hukum agraria 

se ikarang beirdasar atas keiteintuan pasal 5 UUPA, maka kiranya 

jawabannya tidak bisa lain daripada bahwa haknya be iralih ke ipada 

pe imbeili pada saat jual be ili dilakukan dihadapan PPAT." 

Hukum adat se ibagaimana diseibutkan dalam Pasal 5 Undang 

Undang Po ikoik Agraria beirsifat tunai, riil, dan je ilas, PPAT de ingan 

tugas dan ke iwe inangannya tidak pe irlu ada saat ini. Se ibaliknya, 

ke ibeiradaan PPAT saat ini me inunjukkan tugas dan ke iwe inangan 

pe inge imbanan hukum adat kointeimpo ire ir untuk mampu meingikuti 

pe irkeimbangan transaksi dan pe irbuatan hukum atas tanah. 

3. Menurut Hukum Agraria 

Hukum agraria meincakup beirbagai undang-undang yang 

meingatur ke ipeimilikan, keipe imilikan, peinggunaan, dan peimanfaatan 

tanah. Dalam kaitannya de ingan masalah ini, hukum agraria yang 

dimaksudkan leibih khusus adalah pe iraturan peirundang-undangan 

yang be irkaitan deingan pe irjanjian yang be irkaitan deingan hak atas 

tanah. Hasil inve intarisasi dan pe ine ilusuran hukum agraria 

meinunjukkan bahwa tidak ada undang-undang yang me ingatur se icara 
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e iksplisit teintang hak atas tanah yang sah. Be irbe ida deingan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, yang me ingatur pe ilaksanaan jual 

be ili. 

Pe iraturan Peimeirintah Noimoir 24 Tahun 1997 teintang 

Pe indaftaran Tanah hanya me ine itapkan bahwa se itiap peiralihan hak atas 

tanah yang be irupa jual be ili harus dilakukan di hadapan PPAT. 

Namun, hukum agraria beilum se icara teigas me ingatur syarat-syarat jual 

be ili, tanggal jual beili, peiralihan hak atas tanah, dan hal-hal lainnya. 

Pe indapat Sri So ie ide iwi Masjcho iein Soifwan
77

 die ivaluasi se ibagai 

be irikut: Pe irtama, UUPA tidak me ingatur hal-hal seipe irti seiwa-

meinye iwa, jual beili, dan hubungan tanah lainnya. Se ipe irti halnya 

pe iraturan peirundang-undangan di bawah UUPA, tidak ada pe iraturan 

yang me ingatur pe irsyaratan pe iralihan hak atas tanah, ke idaluwarsa, dan 

pe imbatalan. Ke idua, teirhadap PPJB-HAT, yang te ilah teirjadi dan se iring 

teirjadi dalam praktik transaksio inal masyarakat, dasar te ioiritis 

se ibe inarnya te ilah ada dalam hukum adat yang e iksiste insinya juga 

diakui seicara hukum. 

Pe iraturan Peimeirintah Noimoir 24 Tahun 1997 teintang 

Pe indaftaran Tanah dan Pe iraturan Pe imeirintah No imoir 38 Tahun 1997 

teintang Pe iraturan Peijabat Peimbuat Akta Tanah me ine itapkan bahwa 

pe iralihan hak atas tanah dapat didaftar baik de ingan akta yang dibuat 

di deipan PPAT se ibagai akta oiteintik maupun di daeirah teirte intu yang 
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diteitapkan oileih Me inteiri be irdasarkan akta di bawah atau bukti lain 

yang bukan akta PPAT. 

Ke idudukan Hukum PPJB-HAT, be irdasarkan pasal 15 ayat (2) huruf f 

Undang Undang Jabatan No itaris, hak atas tanah yang dibuat o ileih noitaris 

harus diakui seibagai pe irjanjian yang sah me inurut hukum PPJB-HAT. Hal 

ini diseibabkan o ileih fakta bahwa hukum po isitif teilah meine itapkan 

ke iwe inangan untuk meilakukan hal ini. Kare ina para pihak dalam PPJB-HAT 

be ilum meilakukan jual-be ili hak atas tanah, meire ika harus dianggap se ibagai 

subye ik yang akan meilakukan jual-be ili. 

PPJB-HAT adalah hukum yang hidup dalam masyarakat se ibagai 

ge ijala soisial yang dapat be irmanfaat daripada meirugikan. Dalam praktik 

PPJB-HAT, para pihak se iring meimilih ke ibahagiaan untuk me ilakukan pra-

transaksi hak atas tanah, yang me inunjukkan bahwa PPJB-HAT me injadi 

hukum yang baik kare ina mampu meimbe irikan keibahagiaan keipada para 

pihak yang akan meilakukan transaksi hak atas tanah
78

. 

Ke idudukan hukum  PPJB-HAT hak atas tanah yang dibuat o ileih 

noitaris beirdasarkan keiwe inangan yang dimiliki se ibagaimana keiteintuan pasal 

15 ayat (2) huruf f Undang Undang Jabatan No itaris harus diakui seibagai 

pe irjanjian yang sah, kareina keiwe inangan teirse ibut seicara noirmatif teilah 

diatur dalam hukum poisitif.  

Se ibuah transaksi hak atas tanah be ilum teirjadi, kareina para pihak 

dalam PPJB-HAT dianggap se ibagai subye ik yang akan meinjual hak atas 
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tanah. Namun deimikian, beirdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang 

Undang Jabatan No itaris, PPJB-HAT dapat dianggap sah kare ina diseibutkan 

dalamnya bahwa caloin peimbe ili meimbayar harga se icara tunai beirdasarkan 

ke iteintuan Pasal 5 UUPA. Me inurut Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, akta 

yang be irkaitan deingan pe irtanahan meimiliki makna umum yang dapat 

digunakan untuk meingisi ke ikoisoingan noirma hukum khusus. Bahkan le ibih 

jauh, seibagai sumbeir hukum yang diakui o ileih Pasal 5 UUPA se ibagai dasar 

hukum bagi peingaturan agraria seicara keise iluruhan dan peirtanahan teirutama, 

PPJB-HAT yang me ingacu pada uang panjar dalam hukum adat se icara 

teioiritis dapat diteirima. 

Ke idudukan PPJB-HAT dapat diteirima se ibagai hukum yang hidup 

dalam praktik masyarakat Indo ine isia, seirta untuk meingisi ke ikoisoingan noirma 

hukum dalam peirspe iktif hukum peirtanahan. Peimbayaran lunas teirhadap 

harga dalam PPJB-HAT be ilum meingakibatkan beiralihnya hak atas tanah 

dari peinjual keipada peimbeili, namun hanya meirupakan panjar atau tanda jadi 

(voioirschoit). Pe iralihan hak atas tanah me irupakan peirjanjian foirmil (foirmal), 

se ihingga pe iralihan hak keibeindaan be irupa hak atas tanah meime irlukan syarat 

foirmil (foirmal). Peiralihan hak atas tanah te irjadi seike itika pada saat 

dilakukan peindaftaran balik nama pada Kanto ir Pe irtanahan. 

Praktik keinoitariatan, para pihak harus se ituju teirleibih dahulu untuk 

meimbuat akta peirjanjian di deipan noitaris meinge inai harga jual beili seibidang 

tanah teirte intu. Ini dilakukan dalam be ibeirapa situasi
79

. Jadi, seibeilum 
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meimulai proise is hukum jual beili tanah, keidua be ilah pihak harus 

meinandatangani peirjanjian peindahuluan, Pe irjanjian Peingikatan Jual Be ili 

(PPJB). Pe irjanjian ini dibuat di hadapan no itaris atau peijabat yang 

be irwe inang se ibagai pe ingikatan awal se ibe ilum Akta Jual Be ili (juga dike inal 

se ibagai PPJB)
80

. 

Akta Pe ingikatan Jual Beili (PJB) adalah suatu pe irjanjian yang dibuat 

antara peinjual dan peimbe ili untuk meilakukan peingikatan seimeintara seibe ilum 

pe imbuatan Akta Jual Be ili (AJB) re ismi di hadapan Pe ijabat Peimbuat Akta 

Tanah (PPAT)
81

. Be irikut adalah beibe irapa hal yang pe irlu dikeitahui teintang 

Akta Pe ingikatan: 

a. Akta Pe ingikatan Jual Be ili dibuat untuk me ingikat para pihak 

(pe injual dan peimbeili)
82

. 

b. Isi Akta Pe ingikatan Jual Be ili meincakup be ibeirapa o ibye ik yang 

harus ada, se ipeirti luas bangunan be ise irta gambar arsiteiktur dan 

gambar spe isifikasi teiknis, lo ikasi tanah yang se isuai deingan 

pe incantuman noimoir kavling, dan luas tanah be ise irta 

pe irizinannya
83

. 

c. Ke ikuatan Akta Pe ingikatan Jual Be ili dalam proise is jual beili tanah 

                                                                                                                                               
Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)‖. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara: 

Vol 11 No.1, September, hal. 81. 
80

 Reza Firdaus. 2017, ―Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli Tanah Yang Masih Berstatus Hak Pengelolaan.‖ LamLaj, Lambung Mangkurat Law 

Journal, Vol. 2 Issue 1, March. hal. 117 
81

 Cermati, ―Pahami Arti PPJB, PJB, dan AJB agar Anda Terhindar dari Penipuan‖, diakses 

melalui https://www.cermati.com/artikel/pahami-arti-ppjb-pjb-dan-ajb-agar-anda-terhindar-dari-

penipuan, pada 21 Agustus 2023, pukul 23.00 WIB 
82

 Rully Desthian, ―Arti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Fungsi dan Contohnya, 22 

Oktober 2022, diakses melalui https://finance.detik.com/solusiukm/d-6353974/arti-perjanjian-

pengikatan-jual-beli-ppjb-fungsi-dan-contohnya, pada 21 Agustus 2023, pukul 23.00 WIB 
83

 Cermati, Op.cit 

https://www.cermati.com/artikel/pahami-arti-ppjb-pjb-dan-ajb-agar-anda-terhindar-dari-penipuan
https://www.cermati.com/artikel/pahami-arti-ppjb-pjb-dan-ajb-agar-anda-terhindar-dari-penipuan
https://finance.detik.com/solusiukm/d-6353974/arti-perjanjian-pengikatan-jual-beli-ppjb-fungsi-dan-contohnya
https://finance.detik.com/solusiukm/d-6353974/arti-perjanjian-pengikatan-jual-beli-ppjb-fungsi-dan-contohnya


76 

  

se ibe ilum dibuatnya Akta Jual Be ili o ileih Pe ijabat Peimbuat Akta 

Tanah (PPAT) adalah sangat kuat
84

. 

d. Akta Pe ingikatan Jual Be ili dapat dibuat tanpa me ilibatkan 

PPAT/Noitaris
85

. 

e. Akta Pe ingikatan Jual Be ili tidak dapat disamakan de ingan Akta 

Jual Be ili yang me irupakan akta oiteintik yang me imbe irikan di 

antara para pihak beise irta ahli waris-ahli warisnya atau o irang-

oirang yang me indapat hak dari me ireika, suatu bukti yang 

se impurna teintang apa yang dimuat didalamnya
86

. 

f. Akta Pe ingikatan Jual Be ili dapat meincakup kuasa yang dibe irikan 

oileih pe injual keipada peimbeili untuk meinghadap PPAT/No itaris 

dalam rangka peimbuatan Akta Jual Be ili
87

. 

Me ilakukan transaksi jual be ili tanah, bangunan, rumah, ruko i, atau 

proipe irti lain, peinting untuk me imahami istilah-istilah yang be irkaitan deingan 

cara peiralihan hak atas tanah dan bangunan, se ipe irti PPJB, PJB, dan AJB
88

. 

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah salah satu dari banyak hak tanah 

yang dapat dipeirjualbeilikan.  HGB dapat me inggunakan tanah hanya se ilama 

30 (tiga puluh) tahun dan dapat dipe irpanjang se ilama 20 (dua puluh) tahun. 

Me inurut Pasal 36 ayat (1) UUPA, se itiap WNI dan BHI yang didirikan 

meinurut hukum Indo ine isia
 
dan be irke idudukan di Indo ine isia dapat meimiliki 
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Hak Guna Bangunan atau HGB. Se ibagaimana dijeilaskan dalam Pasal 27 PP 

Noimoir 40 Tahun 1996, peirmoihoinan untuk peimbaharuan atau peirpanjangan 

jangka waktu HGB harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun se ibe ilum 

jangka waktu HGB atau pe irpanjangannya be irakhir.
89

  

Ada kasus PPJB yang te ilah habis masa be irlaku teirhadap tanah HGB 

yang be irada di Daeirah Khusus Ibuko ita Jakarta, Ke icamatan Ke ibayoiran 

Lama, Ke ilurahan Gro igoil Utara. Be irdasarkan Putusan Mahkamah Agung 

Re ipublik Indoine isia No i.136/K/Pdt/2017, dimana kasus ini te ilah meimpunyai 

ke ikuatan hukum. Ini dimulai de ingan ke ise ipakatan antara peinjual dan 

pe imbeili, yang dido ikume intasikan dalam PPJB No i.17 te irtanggal 13-12-2006 

di hadapan ―PN‖ se ilaku No itaris di Dae irah Ke irja Koita Jakarta Utara. Harga 

pe injualan teilah diseipakati dan peimbeili teilah meimbayar se ibagian dari harga 

teirse ibut. Tanah seiluas 460 meiteir pe irse igi de ingan se irtipikat Hak Guna 

Bangunan No imoir 548/Groigo il Utara. PPJB te ilah habis jangka waktu haknya 

pada tanggal 26-11-2006, yang mana seiharusnya pe irbuatan hukum ini tidak 

dapat dilakukan dikareinakan haknya gugur, se ibab tanah HGB yang te ilah 

be irakhir masa beirlakunya status hukumnya adalah ke imbali keipada status 

hukum asal hak tanah te irse ibut, hak keipeimilikannya akan o itoimatis keimbali 

meinjadi status awal tanah te irse ibut atau jatuh ke ipada peimeigang hak atas 

tanah yang se ibe ilumnya. 

Hasil pe ine ilitian, maka dalam hal ini para pihak tidak te ipat dalam 

meimbuat Akta Pe irjanjian Peingikatan Jual Be ili yang dibuat dihadapan PN 
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se ilaku Noitaris, dikareinakan tanah teirseibut sudah beirstatus tanah Neigara 

pada saat jangka waktu Hak Guna Bangunan te irse ibut habis atau hapus, 

se ihingga pe injual tidak beirhak meimbuat Akta PPJB de ingan status tanah 

Ne igara te irse ibut. PPJB yang dibuat o ileih para pihak dilakukan pada tanggal 

13 De ise imbeir 2006 yaitu te ipatnya kurang leibih 2 minggu se ite ilah Hak Guna 

Bangunan teirse ibut habis jangka waktunya pada tanggal 26 No ive imbeir 2006. 

Maka PPJB yang te ilah dibuat o ileih para pihak di hadapan ―PN‖ seilaku 

Noitaris tidaklah dapat dikatakan sah dan be irharga. 

Noitaris atau peijabat yang be irwe inang me imbuat akta auteintik, meireika 

harus dapat meinggunakan oito iritas meire ika de ingan hati-hati. Prinsip ini harus 

dipeirtimbangkan saat meimbuat akta auteintik, teirutama keitika beirkaitan 

de ingan pe irjanjian, kareina jeinis akta ini biasanya dile ingkapi deingan akibat 

atau koinse ikueinsi. Jika salah satu pihak te irbukti meilanggar pe irjanjian, hal 

ini dapat meinye ibabkan para pihak teirlibat dalam masalah hukum kareina 

akta auteintik yang dileingkapi de ingan o ipsi hukuman meimiliki keikuatan 

e ikse ikusi. Meinurut prinsip ini, suatu tindakan tidak akan dilakukan jika tidak 

ada bukti yang me imadai. Ini digunakan untuk me ingantisipasi atau 

meince igah akibat yang tidak pasti atau ke imungkinan di keimudian hari.
90

 

Pasal 1320 KUHPe irdata, bahwa awal dari suatu Pe irjanjian itu dapat 

dikatakan sah apabila me imeinuhi 4 (eimpat) syarat, diantaranya: 

1) Ke ise ipakatan untuk meingikatkan diri dalam suatu pe irikatan; 

2) Ke icakapan dalam meimbuat suatu peirikatan; 
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3) Hal te irteintu; dan 

4) Se ibab yang halal. 

Studi kasus dalam peine ilitian ini meinunjukkan bahwa para pihak te ilah 

meimiliki keimampuan untuk meilakukan tindakan hukum dan te ilah seituju 

untuk meingikatkan diri dalam Pe irjanjian Pe ingikatan Jual Be ili Tanah Hak 

Guna Bangunan yang te irleitak di Daeirah Khusus Ibuko ita Jakarta, 

Koitamadya Jakarta Se ilatan, Ke icamatan Ke ibayoiran Baru, Jakarta Seilatan. 

De ingan de imikian, syarat subje iktif Pe irjanjian Peingikatan Jual Beili teilah 

dipeinuhi. 

Syarat o ibjeiktif PPJB atas tanah HGB tidak te irpeinuhi kareina keidua 

be ilah pihak meimbuat Peirjanjian Peingikatan Jual Be ili pada tanggal 13 

De ise imbeir 2006 de ingan oibje ik tanah Hak Guna Bangunan yang te ilah habis 

atau beirakhir pada tanggal 26 No ive imbe ir 2006, yang be irarti PPJB atas tanah 

teirse ibut dilakukan kurang le ibih dua minggu se ite ilah jangka waktu hak atas 

tanah HGB be irakhir atau beirakhir. Seibagaimana teilah dijeilaskan dalam 

Pe iraturan Peimeirintah No imoir 40 Tahun 1996 teintang HGU, HGB dan Hak 

Pakai atas Tanah bagian ke ide ilapan me inge inai Hapusnya HGB, bahwa 

hapusnya HGB dikare inakan beirakhirnya jangka waktunya se ibagaimana 

diteitapkan dalam keiputusan peimbe irian atau peirpanjangannya atau dalam 

pe irjanjian peimbeiriannya me ingakibatkan tanahnya me injadi tanah Neigara. 

Putusan Mahkamah Agung Re ipublik Indo ine isia No imoir. 

136K/Pdt/2017, bahwa alasan atau se ibab dilakukannya PPJB o ile ih para 

pihak dikareinakan teirdapat syarat yang be ilum dipeinuhi oileih pe imbeili, yaitu 
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bahwa pe imbayarannya be ilum lunas se icara ke ise iluruhan, maka dari itu beilum 

dapat dilakukannya Akta Jual Be ili, seihingga para pihak se ipakat untuk 

meingikatkan dirinya di dalam PPJB No imoir 17 yang dibuat pada tanggal 13-

12-2006 dihadapan ―PN‖ seilaku No itaris.  

Para pihak, akan teitapi dalam hal ini tidak te ipat dalam meilakukan 

PPJB atas tanah HGB yang te ilah habis jangka waktunya, dikare inakan 

meinurut Pasal 36 Peiraturan Peimeirintah No imoir 40 Tahun 1996, bahwa 

Status Hukum Hak Guna Bangunan yang sudah be irakhir masa beirlakunya 

adalah keimbali keipada status hukum asal hak atas tanah te irse ibut, yakni 

ke imbali meinjadi tanah Neigara, dalam UUPA dije ilaskan bahwa peinge irtian 

tanah Neigara adalah tanah yang dikuasai o ileih Ne igara atau tanah yang tidak 

dileikati suatu hak atas tanah te irteintu, maka dari itu para pe injual tidak 

be irhak meilakukan Peirjanjian Peingikatan Jual Be ili deingan pe imbeili 

dikareinakan status tanah te irse ibut sudah meinjadi tanah neigara, pe injual di 

sini sudah bukan lagi peimeigang hak atas tanah te irse ibut. 

Isi Amar Putusan Mahkamah Agung no imoir 136K//Pdt/2017, 

ke ise ipakatan yang dibuat dalam Pe irjanjian Pe ingikatan Jual Be ili Akta No imoir 

17 tanggal 13 De ise imbeir 2006 di hadapan "PN" se ibagai No itaris dan peimbeili 

teilah meimbayar se isuai deingan ke iteintuan yang te ircantum dalam Peirjanjian 

Pe ingikatan Jual Be ili adalah sah dan be irharga. Se ilain itu, dalam Amar 

Putusan No imoir 557/PDT/2015/PT.DKI, diputuskan bahwa pe imbeili harus 

meimbayar sisa keikurangan pe ilunasan atas tanah dan bangunan yang te ilah 

habis jangka waktunya se inilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus 
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juta rupiah). Seilain itu, diputuskan bahwa pe injual atau siapa pun yang 

meimiliki hak dan meine impati tanah dan bangunan te irse ibut harus 

meingoisoingkan dan me inye irahkan tanah dan bangunan te irse ibut keipada 

pe imbeili seitiap kali dipeirlukan. 

Be irdasarkan pe injeilasan di atas, isi Amar Putusan Mahkamah Agung 

noimoir 136 K//Pdt/2017 dan Amar Putusan no imoir 557/PDT/2015/PT.DKI 

tidak seisuai de ingan ke ite intuan yang te ircantum dalam Pe iraturan Peimeirintah 

Noimoir 40 Tahun 1996 dan Undang-Undang Po ikoik Agraria (UUPA). 

Pe irjanjian Jual Be ili yang dibuat di hadapan No itaris tidak sah kare ina peinjual 

tidak meimiliki hak untuk me ilakukan PPJB atas tanah yang sudah dikuasai 

oileih Ne igara atau de ingan kata lain HGB sudah ke idaluwarsa. Jika PPJB yang 

dibuat oile ih No itaris ditandatangani oile ih para pihak yang be irke ipe intingan dan 

Noitaris teirbukti tidak sah, No itaris itu se indiri beirtanggung jawab atas 

proise idur yang dilakukan seilama proise is te irse ibut. Ini dapat beirupa hukuman 

administrasi, pe irdata, pidana, atau se isuai deingan Koide i E itik Proife isi 

Noitaris.
91

 

Berdasarkan penjelasan studi kasus dalam penelitian ini, dapat dilihat 

bahwa kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli-HAT yang lazim 

dilakukan oleh notaris sebagai wujud pengisian kekosongan hukum, tidak 

ada undang-undang yang mengatur peralihan hak atas tanah karena sampai 

saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur hal-hal seperti syarat dan 

sahnya, hibah, jual beli, sewa-menyewa, dan tindakan hak atas tanah 
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 Ni Kadek, Septiarianti, dkk. 2020, ―Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta 
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lainnya. Bahwa terdapat kelangkaan norma hukum karena UUPA secara 

eksplisit mencabut Buku II KUH Perdata yang berkaitan dengan bumi, air, 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan Buku III KUH 

Perdata yang berkaitan dengan agraria juga tidak berlaku.  

PPJB-HAT, tidak dicatat oleh notaris dalam PPJB bahwa PIHAK 

PERTAMA adalah calon penjual dan PIHAK KEDUA adalah calon 

pembeli, melainkan menjadi konsensuil perjanjian penyebutan langsung 

Penjual dan Pembeli. Untuk mengisi kekosongan norma hukum yang 

disebutkan di atas, pasal-pasal Buku III KUH Perdata yang berkaitan 

dengan pengaturan agraria dapat tetap menjadi konsep hukum yang 

digunakan untuk mengisi kekosongan norma hukum tersebut, karena hal ini 

berkaitan dengan hal yang penting berupa transaksi sehari-hari masyarakat 

terhadap hak atas tanah. 

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon untuk 

menanggapi pertanyaan mengenai kedudukan hukum akta pengikatan jual 

beli hak guna bangunan sebagai syarat penyerahan jangka waktu hak guna 

bangunan yang telah berakhir, dimana negara memberikan perlindungan 

hukum kepada para pihak atas hak atas tanah yang dimiliki melalui 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.  

Perlindungan hukum pada dasarnya adalah melindungi hak-hak subyek 

hukum dari pengaruh pihak lain. Peraturan perundang-undangan dan 

perjanjian, dalam lingkup hukum perdata, dapat memberikan perlindungan 

hukum tersebut.  
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Mencermati studi kasus dalam penelitian ini, seyogyanya Pemerintah 

melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 

membuat regulasi yang mengatur khusus tentang Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli, sebelum muncul adanya Akta Jual Beli. Dikarenakan hal lazim dalam 

masyarakat, memberikan ―panjer‖ dalam transaksi jual beli, sehingga 

seringkali notaris membuat perbuatan hukum PPJB HAT, untuk mengisi 

kekosongan hukum tersebut serta ketentuan pengawasan dan sanksi 

terhadap perbuatan hukum tersebut. 

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada semua pihak dalam 

PPJB. Selain perlindungan hukum akta PPJB juga berlandaskan Pasal 1338 

KUHPerdata yang berasaskan kebebasan berkontrak, serta niat baik dari 

para pihak untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. 

 

B. Analisis Yuridis Terhadap Proses Pengajuan Pembaharuan/ 

Perpanjangan Hak Guna Bangunan Yang Telah Kedaluwarsa Dalam 

Konsepsi Kepastian Hukum 

Me impeiroile ih tanah harus dipeirhatikan meinge inai tata cara untuk 

meimpe iroileih tanah yang te irse idia, yang be irgantung pada jenis tanah yang 

dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah tanah negara, teirjadi 

se ijak didaftarkan pada Kanto ir Pe irtanahan, keiputusan pe imbeirian hak oile ih 

meinte iri atau peijabat yang ditunjuk Badan Pe irtanahan Nasioinal meincatat 

dalam Buku Tanah dan me inge iluarkan se irtifikat seibagai bukti haknya. 

Ke itika haknya dihapus dan tidak dipe irpanjang atau dipe irbarui, peimeigang 
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hak se ibe ilumnya harus me imbo ingkar bangunan dan harta be inda yang ada di 

atasnya dan meinye irahkan tanahnya ke ipada neigara dalam keiadaan koisoing 

se ilambat-lambatnya dalam waktu satu tahun se ijak hapus haknya.  

Be ikas pe imeigang hak meimbayar untuk peimboingkaran. Jika bangunan 

dan beinda-be inda yang ada di atasnya masih dipe irlukan, beikas peime igang 

hak akan dibeiri ganti rugi, be intuk dan jumlahnya diatur le ibih lanjut deingan 

ke iputusan Preiside in. Jika beikas peime igang hak tidak me ilakukannya, 

pe imeirintah akan meimboingkar bangunan dan beinda-be inda yang ada di 

atasnya atas biaya be ikas peime igang hak te irse ibut. Hak yang te ilah dibeirikan 

di atas tanah Neigara tidak seirta meirta meingambil alih tanah yang dibe irikan 

hak guna bangunan. Pe imeigang hak yang te ilah meininggal masih dapat 

meimpe irbaharui haknya de ingan me ingajukan peirmoihoinan peimbaharuan hak. 

Tanah Hak Pengelolaan, Hak guna bangunan di atas tanah Hak 

Pe inge iloilaan dibeirikan oileih me inteiri atau pe ijabat yang ditunjuk atas usul 

pe imeigang Hak Pe inge iloilaan se iteilah didaftarkan di Kanto ir Pe irtanahan. 

Dimulai deingan jangka waktu tiga puluh tahun, dapat dipe irpanjang hingga 

dua puluh tahun, dan dapat dipe irbaharui hingga tiga puluh tahun atas 

pe irmoihoinan peimeigang hak se iteilah meindapat peirse itujuan dari peime igang 

Hak Pe inge iloilaan. Seirtipikat dikeiluarkan se ibagai bukti hak. Hak 

dikeimbalikan kei pe imeigang hak pe inge iloilaan. 

Tanah Hak Milik, pe imbe irian oileih pe imeigang hak tanah dalam be intuk 

hak milik atas tanah be irupa akta dibuat o ileih Pe ijabat Peimbuat Akta Tanah 

(PPAT). Akta teirse ibut beirisi peirjanjian antara pe imeigang hak milik dan 
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caloin pe imeigang hak guna bangunan. Hak guna bangunan harus didaftarkan 

pada Kanto ir Pe irtanahan dalam jangka waktu 30 tahun, dan hak te irse ibut 

dapat dipeirbaharui deingan pe imbeirian hak guna bangunan tambahan
92

. 

HGB dapat dipunyai o ile ih Warga Ne igara Indo ine isia dan Badan Hukum 

yang didirikan meinurut hukum Indo ine isia dan beirke idudukan di Indo ine isia. 

HGB tidak dapat dimiliki oileih individu atau oirganisasi asing. Dalam jangka 

waktu satu tahun, jika subje ik atau peimeigang hak tidak lagi meimeinuhi 

syarat se ibagai subje ik atau peime igang hak, meire ika harus meileipaskan atau 

meingalihkan hak teirse ibut keipada pihak lain yang me imeinuhi syarat; jika 

tidak dilakukan dalam jangka waktu te irse ibut, hak teirseibut hapus kareina 

hukum. Dalam hal peingalihan, subjeik hukum yang akan meingalihkan tidak 

be irhak atau beirwe inang untuk meilakukannya. 

Metode perolehan hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan 

dapat dilakukan dengan Permohonan hak atas tanah yang diperoleh secara 

original. Hak atas tanah peirtama seise ioirang atau badan hukum Je inis hak atas 

tanah ini meincakup tanah Neigara, tanah Hak Pe inge iloilaan, dan tanah 

pe irubahan Hak Milik. Peimilik hak atas tanah dalam be intuk Hak Milik dapat 

meiminta Kanto ir Pe irtanahan untuk meinurunkan pe iringkat haknya dari Hak 

Milik meinjadi hak guna bangunan, yang dapat digunakan se isuai deingan 

fungsi tanahnya. 

Hak atas tanah yang diperoleh secara derivatif merupakan hak atas 

tanah yang dipe iroileih individu atau badan hukum se icara turunan dari hak 
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atas tanah yang dimiliki o ileih dikuasi pihak lain. Kaitannya dengan badan 

hukum membeli tanah hak pihak lain, melalui: 

1) Peralihan Hak 

Tanah yang dialihkan sudah be irstatus HGB, pihak yang 

meime irlukan tanah boileih me imiliki hak yang sudah ada, pe imilik 

be irse idia meinye irahkan keipe imilikan tanah teirse ibut deingan me ineirima 

imbalan peinggantian. 

2) Dengan cara penyerahan/pelepasan hak dilanjutkan permohonan 

atas tanah dengan status yang baru. 

Pe ileipasan hak be irarti meinye irahkan hak milik atas tanah keipada 

ne igara se ihingga tanah te irseibut me injadi tanah neigara (pasal 15 huruf 

(f) UU No i 2 Tahun 2014 teintang Jabatan No itaris). Seiteilah itu, tanah 

teirse ibut dibeirikan hak guna bangunan oile ih badan hukum beirwe inang 

(pasal 15 huruf (f) UU No i 2 Tahun 2014 teintang Jabatan Noitaris). 

Se iteilah tanah teirse ibut dibeirikan hak guna bangunan, salinan akta 

pe ileipasan hak dikirim kei Kantoir Pe irtanahan untuk didaftarkan
93

. 

3) Dengan cara perubahan hak dilanjutkan peralihan hak 

Pe imindahan hak adalah proise is pe inurunan hak milik atas tanah 

ke imudian ditransfeir kei hak guna bangunan. Pe injual atau peimilik 

tanah Hak Milik me iminta Kanto ir Pe irtanahan se iteimpat untuk 

meinurunkan peiringkat tanah dari Hak Milik me injadi Hak Guna 

Bangunan. Pe irjanjian Peingikatan Jual Be ili (PPJB) dibuat se ibagai 
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ikatan antara pe injual dan peimbe ili. Seiteilah status tanah be irubah 

meinjadi tanah HGB yang se isuai de ingan subjeik hukum badan hukum, 

barulah dibuat Akta Jual Be ili (AJB) di hadapan PPAT. Namun, 

meitoide i ini se ibaiknya diko imunikasikan teirleibih dahulu de ingan Kanto ir 

Pe irtanahan seite impat kareina Kanto ir Pe irtanahan kadang-kadang masih 

meinggunakan me itoidei Pe ileipasan Hak
94

. 

Pe irmoihoinan untuk meingubah hak milik meinjadi hak guna 

bangunan harus diajukan keipada keipala Kanto ir Pe irtanahan seite impat, 

se isuai de ingan Pe iraturan Me inteiri Ne igara Agraria/Ke ipala Badan 

Pe irtanahan Nasioinal Noimoir 9 Tahun 1999 pasal 93-102. Pe irmoihoinan 

harus dise irtai deingan: 

(1) Se irtifikat Hak Milik yang dimo iho inkan pe irubahan haknya, atau 

bukti keipe imilikan tanah yang be irsangkutan dalam hal Hak Milik 

be ilum teirdaftar. Dalam hal Hak Milik yang dimo ihoinkan 

pe irubahan haknya be ilum teirdaftar, peirmoihoinan peindaftaran 

pe irubahan hak dilakukan be irsama deingan pe irmoihoinan 

pe indaftaran Hak Milik te irse ibut. Pe indaftaran hak dilakukan 

se iteilah Hak Milik itu didaftarkan se isuai de ingan ke iteintuan yang 

be irlaku. 

(2) Kutipan risalah leilang yang dike iluarkan o ileih pe ijabat leilang 

apabila hak yang be irsangkutan dimeinangkan o ileih badan hukum 

dalam peileilangan umum. Dalam kasus di mana badan hukum 
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yang be irsangkutan me imeinangkan hak milik me ilalui peileilangan 

umum, badan hukum yang be irsangkutan me ingajukan 

pe irmoihoinan peindaftaran peirubahan hak milik te irse ibut 

be irsamaan deingan pe irmoihoinan pe indaftaran peiralihan haknya, 

dan keidua pe irmo ihoinan diseileisaikan se icara beirsamaan deingan 

meindaftarkan peirubahan hak teirse ibut. 

(3) Surat pe irseitujuan dari peimeigang hak Tanggungan, apabila hak 

atas tanah teirseibut dibeibani Hak Tanggungan. 

(4) Akta PPAT, akta peile ipasan hak, putusan pe ingadilan atau surat 

pe iroileihan tanah lainnya se isuai deingan keiteintuan peiraturan 

pe irundang-undangan yang be irlaku. 

(5) Bukti ide intitas peimoihoin. 

Surat pe irnyataan peimoihoin meinge inai jumlah bidang, luas, dan 

status tanah-tanah yang dimiliki te irmasuk bidang tanah yang 

dimoiho inkan.
95

 

HGB yang dibebankan di atas tanah Hak Milik. Adapun hak 

guna bangunan di atas tanah Hak Milik, dipe iroile ih kareina peirjanjian 

yang be irbe intuk oiteintik antara peimilik tanah yang be irsangkutan 

de ingan pihak yang akan me impeiroileih hak guna bangunan de ingan 

maksud meinimbulkan hak te irseibut96. Proiseis peirmoihoinan HGB di atas 
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tanah HM yakni : 

(a) meimbuat akta peirjanjian deingan pe imilik hak milik tanah 

dan pihak yang me iminta atau me imiliki hak guna 

bangunan; 

(b) Pe imbuatan Kuasa untuk me imoihoinkan hak guna bangunan 

di atas hak milik; 

(c) pe imbayaran pajak yang be irasal dari pe irjanjian hukum 

yang dibuat o ileih pe imilik tanah; 

(d) Pe imbayaran pajak meimpeiroile ih hak atas tanah dari 

pe irjanjian (peirbuatan hukum) oileih pe imoihoin; 

(e) Jika tidak meime inuhi luas hak milik se icara keise iluruhan, 

tanah sisa harus dipeicah teirleibih dahulu; 

(f) Akta hak guna bangunan yang te irleitak di atas tanah hak 

milik dibuat oileih PPAT yang be irwe inang; 

(g) Proise is pe indaftaran peirmo ihoinan pe imbe irian hak guna 

bangunan di atas tanah hak milik di Kanto ir Badan 

Pe irtanahan Nasioinal yang be irwe inang.  

Pe ilimpahan Ke iwe inangan Pe imbe irian Hak Atas Tanah dan Ke igiatan 

Pe indaftaran Tanah, peimbeirian hak atas tanah adalah pe ine itapan peimeirintah 

yang me imbeirikan hak atas tanah ne igara, teirmasuk peirpanjangan dan 

pe imbaharuan hak seirta hak peinge iloilaan. Hak atas tanah te irmasuk hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Ke iwe inangan untuk 
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meimbe irikan dan meimbatalkan hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, dan hak peinge iloilaan dilakukan o ileih pe imeirintah. Seisuai de ingan 

Pe iraturan Meinteiri Ne igara Agraria/Ke ipala Badan Peirtanahan Nasioinal 

Noimoir 9 Tahun 1999, Pasal 32 Ayat (1) : 

a) HGB diajukan o ileih WNI dan badan hukum yang didirikan dan 

be irkeidudukan di Indo ine isia. 

b) Pe iraturan Meinteiri Ne igara Agraria/Ke ipala Badan Pe irtanahan 

Nasioinal No imoir 9 Tahun 1999 meine itapkan bahwa peirmoihoinan 

untuk hak guna bangunan harus diajukan se icara teirtulis. 

Pe irmoihoinan teirtulis harus meincakup ide intitas pe imoihoin, se irta 

infoirmasi lainnya yang be irkaitan deingan data fisik, seipe irti yang 

dise ibutkan dalam pasal 33 ayat (2), yaitu: 

(1) Ke ite irangan me inge inai peimoiho in : 

a) Untuk individu, info irmasi teintang nama, umur, 

ke iwargane igaraan, teimpat tinggal, dan pe ikeirjaan seirta 

infoirmasi teintang istri, suami, dan anak-anak yang masih 

meinjadi tanggungannya harus dimasukkan. Fo itoikoipi 

surat bukti ideintitas dan surat bukti ke iwargane igaraan 

Re ipublik Indo ine isia juga dilampirkan; 

b) Dalam kasus badan hukum, nama, te impat keidudukan, 

akta atau peiraturan peindiriannya harus dise ibutkan dan 

salinan surat keiputusan peinunjukan harus dilampirkan, 

se isuai de ingan pe iraturan peirundang-undangan yang 
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be irlaku
97

. 

(2) Ke ite irangan meinge inai tanahnya yang me iliputi data yuridis 

dan data fisik : 

a) Dasar pe inguasaan atau alas haknya dapat be irupa 

se irtifikat, girik, surat kapling, akta pe ileipasan hak, 

putusan pe ingadilan, akta PPAT, akta pe ileipasan hak, dan 

surat-surat bukti lainnya te intang peiroile ihan tanah dan 

rumah, seirta tanah yang te ilah dibeili dari pe imeirintah. 

b) Le itak, batas, dan luas (jika ada Surat Ukur atau Gambar 

Situasi, se ibutkan tanggal dan no imoirnya, dan jika ada, 

lampirkan Surat Ukur atau Gambar Situasi dan IMB); 

c) Jeinis tanah; 

d) Re incana peinggunaan tanah; 

e) Status tanahnya. 

(3) Lain-lain : 

a) Ke ite irangan te intang jumlah, luas, dan status tanah yang 

dimiliki oile ih pe imoihoin, te irmasuk bidang tanah yang 

diminta, dilampirkan pada surat pe irnyataan peimoihoin 

meinge inai jumlah, luas, dan status tanah yang dimiliki 

oileih pe imoihoin. 

b) Ke ite irangan tambahan yang dianggap dipe irlukan Seilain 

itu, peirmo ihoinan hak guna bangunan harus dise irtakan 
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de ingan do ikume in pe indukung, yaitu do ikumein atas diri 

pe imoihoin dan do ikumein atas tanah. 

c) Ke ipala Kanto ir Pe irtanahan, yang be irtanggung jawab atas tanah 

yang be irsangkutan, adalah oirang yang me ingajukan surat 

pe irmoihoinan teirse ibut ke ipada Meinte iri. Ke ipala Kanto ir Pe irtanahan 

akan meime iriksa dan meimeiriksa keile ingkapan data yuridis 

pe irmoihoinan se iteilah surat peirmoiho inan teirse ibut diteirima. Seiteilah 

pe imeiriksaan seileisai, peirmoihoinan dimasukkan kei dalam 

foirmulir isian. Seite ilah peime iriksaan administrasi seile isai, 

doikumein dan data yang dibe irikan peimoihoin dipe iriksa untuk 

ke iasliannya. Se iteilah itu, peimoihoin harus me imbayar biaya 

administrasi peindaftaran. Hal ini diatur dalam Pe iraturan Meinteiri 

Ne igara Agraria/Ke ipala Badan Pe irtanahan Noimoir 9 Tahun 1999, 

pasal 37. 

d) Ke ipala Kanto ir Pe irtanahan keimudian meimeiriksa data fisik dan 

yuridis pe irmoihoinan hak guna bangunan untuk me imastikan 

apakah peirmoiho inan teirse ibut layak untuk dipro ise is se isuai de ingan 

pe irundang-undangan yang be irlaku. 

e) Ke ipala Kanto ir Pe irtanahan meimeirintahkan ke ipada Ke ipala Seiksi 

Pe ingukuran dan Pe indaftaran Tanah untuk me imbuat surat ukur 

atau meilakukan peingukuran jika tanah yang diminta be ilum 

meimilikinya. Se ilanjutnya, Ke ipala Kanto ir Pe irtanahan 

meime irintahkan keipada: 
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(1) Ke ipala Se iksi Hak atas Tanah untuk me ime iriksa peirmoihoinan 

hak teirhadap tanah yang te ilah muncul dan yang ke imudian 

dimasukkan kei dalam Risalah Peimeiriksaan Tanah; 

(2) Tim Peineilitian Tanah untuk ke ipeirluan peimeiriksaan 

pe irmoihoinan hak atas tanah yang be ilum teirdaftar dan yang 

dicantumkan dalam Beirita Acara. 

(3) Panitia Peime iriksa Tanah beirtanggung jawab untuk me ininjau 

pe irmoihoinan hak atas tanah yang tidak te irmasuk dalam tanah 

yang te ilah dipeiriksa se ibagaimana dijeilaskan dalam butir 1) 

dan 2) yang dimasukkan dalam Risalah Pe imeiriksaan Tanah. 

(4) Dalam hal data fisik dan hukum pe imoihoin beilum leingkap, 

Ke ipala Kanto ir Pe ingadaan akan meinginfo irmasikan keipada 

pe imoihoin bahwa meire ika peirlu meileingkapi areia teirse ibut. 

(5) Ke itika sampai pada keiputusan apakah akan me imbeirikan izin 

untuk meimbangun di atas tanah pribadi atau tidak, masalah 

ini dibawa kei pe irtimbangan Ke ipala Kanto ir Pe irtanahan. 

Se iteilah meimpe irtimbangkan saran Ke ipala Se iksi Hak Atas 

Tanah, Ke ipala Kantoir Pe irtanahan keimudian meingumumkan 

ke iputusan apakah akan me imbeirikan izin untuk meimbangun 

di atas tanah yang diminta atau tidak, be ise irta alasan 

pe inoilakan izin. 

f) Jika Meinteiri meinoilak untuk meimbeirikan keiputusan teintang 

pe imbeirian Hak Guna Bangunan ke ipada Ke ipala Kanto ir 
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Pe irtanahan, beirkas peirmoihoinan, beirsama deingan pe indapat dan 

pe irtimbangan Ke ipala Kanto ir Peirtanahan, dikirim kei Ke ipala 

Kantoir Wilayah. Ke ipala Kanto ir Wilayah meimeiriksa ke ibeinaran 

dan keileingkapan data fisik dan yuridis atas tanah yang dimo ihoin, 

se irta peindapat dan pe irtimbangan Ke ipala Kanto ir Pe irtanahan, 

untuk meine intukan apakah peirmoihoinan Hak Guna Bangunan 

dapat diteirima atau tidak. 

g) Jika keiputusan Hak Guna Bangunan tidak dilimpahkan ke ipada 

Ke ipala Kanto ir Wilayah, me inteiri juga dapat meineirbitkannya. 

h) Ke iwajiban yang harus dipe inuhi o ileih pe ine irima hak atas tanah, 

dalam hal ini Hak guna bangunan, se iteilah meine irima keiputusan 

apakah akan meimbeirikan hak atas tanah atau tidak adalah 

meilapoirkan keiputusan teirse ibut keipada keipala kantoir peimeirintah 

daeirah yang me imbidangi peire incanaan peinggunaan lahan untuk 

kabupatein atau koita di mana tanah yang dimaksud be irada. 

Ke iwajiban ini harus dipe inuhi dalam waktu tiga puluh hari 

se iteilah meineirima keiputusan apakah akan me imbe irikan hak atas 

tanah atau tidak. Peindaftaran keiputusan pe imbeirian hak atas 

tanah keipada Ke ipala Kantoir Pe irtanahan Kabupatein/Koita 

teirse ibut meinandai lahirnya hak atas tanah, dalam hal ini dise ibut 

se ibagai Hak guna bangunan. Pe indaftaran ke iputusan peimbeirian 

hak atas tanah ini adalah untuk dicatat dalam Buku Tanah dan 

diteirbitkan seirtipikat hak atas tanah se ibagai tanda bukti haknya. 



95 

  

Tujuan meindaftarkan keiputusan ini adalah agar dite irbitkan 

dalam Seirtipikat Tanah. Seirtipikat hak atas tanah se ipe irti ini 

dibeirikan oileih Ke ipala Kanto ir Pe irtanahan Kabupatein atau Ko ita, 

yang wilayah ke irjanya me iliputi bidang tanah te irteintu milik 

pe imoihoin atau kuasanya
98

. 

i) Pe imeigang hak guna bangunan dapat me ingajukan pe irpanjangan 

hak guna bangunan dalam jangka waktu dua tahun se ibeilum 

jangka waktu beirakhirnya hak guna bangunan (pasal 41). 

Pe irpanjangan hak guna bangunan me imeirlukan peirsyaratan, 

proise is, dan langkah-langkah yang se irupa deingan pro ise is 

pe irmoihoinan hak guna bangunan, antara lain: tanah te irse ibut 

masih dipeirgunakan de ingan baik se isuai de ingan ke iadaan, sifat, 

dan tujuan peimbeirian hak teirse ibut; pe imeigang hak masih 

meime inuhi syarat seibagai pe imeigang hak se ibagaimana 

dise ibutkan dalam pasal 19; dan tanah te irse ibut masih seisuai 

de ingan Re incana Tata Ruang Wilayah yang re ile ivan (pasal 26 PP 

Noi 40 Tahun 1996).
99

 

j) Jika peirmoihoinan untuk pe imbaharuan hak guna bangunan 

dikabulkan, maka keiputusan teirse ibut beirlaku seijak didaftarkan 

pada Kanto ir Badan Pe irtanahan Nasio inal. Se ibaliknya, jika 

pe irmoihoinan untuk peirpanjangan atau pe imbaharuan hak ditoilak, 

be ikas peimeigang hak wajib te itap meinjaga tanah, bangunan, dan 

                                                     
98

 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 
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99
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be inda-be inda yang be irkaitan sampai pe ineirimaan hak atau 

pe ingguna tanah beirikutnya dite itapkan, dan keipadanya 

dipeirintahkan untuk meinye irahkan tanah, tanah, dan be inda-

be inda yang be irkaitan. 

k) Jika peinoilakan peirpanjangan tidak dise ibabkan oileih 

diteilantarkannya tanah, be ikas peime igang hak akan dibe irikan 

koimpeinsasi be irupa uang untuk me inye irahkan tanah dan 

bangunan yang ada di atasnya, jika bangunan te irse ibut tidak 

diboingkar. Jika tidak, pe inggantian dan ganti rugi akan 

ditanggung o ile ih pe ine irima hak atau peingguna tanah beirikutnya. 

l) Hasil musyawarah antara peimeigang hak yang lama dan yang 

baru meine intukan beisarnya ko impe insasi atau ganti rugi. Jika 

tidak ada keise ipakatan dalam musyawarah, be isarnya ko impeinsasi 

diputuskan meilalui peinilaian tim appraisal
100

. 

 

Proise is pe ingajuan pembaharuan/perpanjangan Hak Guna Bangunan 

(HGB) yang te ilah keidaluwarsa dalam ko inse ipsi ke ipastian hukum dapat 

dilakukan deingan me ingajukan peirpanjangan minimal 2 tahun se ibe ilum masa 

be irakhir
101

. Be irikut adalah proise is pe ingajuan pembaharuan/pe irpanjangan 

HGB yang te ilah ke idaluwarsa: 

1. Pe imeigang HGB wajib meingajukan peirmoihoinan peirpanjangan 

                                                     
100
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101
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minimal 2 tahun seibe ilum masa beirakhir. 

2. Pe irmoihoinan peirpanjangan HGB diajukan ke i Badan Peirtanahan 

Nasioinal (BPN) se ite impat. 

3. Pe imeigang HGB harus me ilampirkan doikumein-doikume in se ipe irti 

KTP, Kartu Ke iluarga, fo itoikoipi akta peindirian dan peinge isahan 

badan hukum (jika meirupakan badan hukum), dan foitoikoipi 

se irtifikat HGB yang akan dipeirpanjang. 

4. Se iteilah peirmoihoinan diteirima, BPN akan meilakukan veirifikasi 

dan validasi doikume in. 

5. Jika doikume in teilah dive irifikasi dan divalidasi, BPN akan 

meinge iluarkan Surat Ke iputusan (SK) pe irpanjangan HGB. 

Namun, jika HGB te ilah keidaluwarsa seilama leibih dari 5 tahun, maka 

pe imeigang HGB harus me ingajukan pe irmoihoinan baru untuk meindapatkan 

HGB te irse ibut
102

. 

Koinse ikue insi hukum dari keipe imilikan Hak Guna Bangunan (HGB) 

yang te ilah keidaluwarsa adalah seibagai beirikut: 

a) Ke ihilangan hak atas tanah: Ke itika HGB teilah keidaluwarsa dan 

tidak dipeirpanjang, peimeigang HGB ke ihilangan hak atas tanah 

teirse ibut
103

. Tanah teirse ibut akan keimbali me injadi milik neigara 
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atau peirusahaan
104

. Tidak lagi me imiliki hak untuk meinggunakan 

atau meimanfaatkan tanah teirse ibut. 

b) Tidak beirhak meinuntut ko impeinsasi: Be ikas peimeigang HGB 

yang tidak meimpe irpanjang haknya tidak be irhak me inuntut 

koimpeinsasi ganti rugi
105

. Hal ini be irarti bahwa jika ada keirugian 

atau keirusakan yang te irjadi pada bangunan atau pro ipeirti yang 

be irada di atas tanah te irse ibut, be ikas pe imeigang HGB tidak dapat 

meingajukan klaim untuk me indapatkan koimpeinsasi. 

c) Hak tanggungan gugur: Jika HGB te ilah ke idaluwarsa dan masih 

teirdapat utang yang harus dibayar o ile ih pe imeigang HGB, maka 

hak tanggungan atas tanah te irse ibut dinyatakan gugur
106

. Ini 

be irarti bahwa jika teirdapat pinjaman atau hutang yang dijamin 

de ingan hak tanggungan atas tanah te irse ibut, hak tanggungan 

teirse ibut akan hilang se iteilah HGB ke idaluwarsa. 

d) Pe irubahan status tanah: Se ite ilah HGB ke idaluwarsa, status tanah 

teirse ibut dapat beirubah meinjadi tanah milik ne igara atau 

pe irusahaan
107

. Hal ini beirarti bahwa peime irintah atau peirusahaan 

meimiliki keiwe inangan pe inuh atas tanah te irse ibut dan dapat 

meingambil tindakan yang dianggap pe irlu. 
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Analisis Yuridis Te irhadap Pro ise is Pe ingajuan 

Pembaharuan/Perpanjangan Hak Guna Bangunan Yang Te ilah Ke idaluwarsa 

Dalam Ko inse ipsi Ke ipastian Hukum, be irdasarkan kasus yang te ilah dibahas, 

dalam Putusan Mahkamah Agung Re ipublik Indo ine isia No i.136K/Pdt/2017, 

bahwasanya dilakukannya PPJB o ile ih para pihak dikareinakan teirdapat syarat 

yang be ilum dipeinuhi o ileih pe imbeili, yaitu bahwa peimbayarannya be ilum 

lunas seicara keise iluruhan, maka dari itu be ilum dapat dilakukannya AJB, 

se ihingga para pihak se ipakat untuk meingikatkan dirinya di dalam PPJB 

Noimoir 17 yang dibuat pada tanggal 13-12-2006 di hadapan Noitaris "PN" 

akan teitapi dalam hal ini para pihak tidak te ipat dalam meilakukan PPJB atas 

tanah HGB yang te ilah habis jangka waktunya, dikare inakan Status Hukum 

HGB yang sudah be irakhir masa beirlakunya, me inurut Pasal 36 Pe iraturan 

Pe imeirintah No imoir 40 Tahun 1996, bahwa Status Hukum HGB yang sudah 

be irakhir masa beirlakunya adalah keimbali ke ipada status hukum asal hak atas 

tanah teirse ibut, yakni ke imbali meinjadi tanah Neigara, dalam UUPA 

dise ibutkan bahwa peinge irtian tanah Neigara adalah tanah yang tidak dile ikati 

de ingan suatu hak atas tanah, maka dari itu para pe injual dalam hal ini tidak 

be irhak meilakukan PPJB de ingan pe imbe ili dikareinakan status tanah te irse ibut 

sudah meinjadi tanah Neigara. 

Teirdapat beibe irapa cara yang me imungkinkan agar dapat dilaksanakan 

Jual Be ili teirhadap tanah HGB yang sudah habis jangka waktunya, dalam 

Pe iraturan Peimeirintah No imoir 40 Tahun 1996, teilah diseidiakan dua cara 

yang me imungkinkan pe ime igang HGB yang jangka waktunya te ilah habis, 
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teitap meinjadi peimeigang HGB de ingan meilalui Peirpanjangan Hak atau 

Pe imbaharuan Hak. Se ibagaimana dijeilaskan dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 

Pe iraturan Meinteiri Ne igara Agraria/ Ke ipala Badan Pe irtanahan Nasio inal 

Noimoir 40 Tahun 1996, seibagaimana beirikut : 

a) De ingan me ilakukan peirpanjangan hak beirarti meinambah jangka 

waktu HGB dan hak atas tanah lain yang te ilah habis jangka 

waktunya. Pe irpanjangan hak ini tidak me ingubah syarat-syarat 

apa pun. 

b) Dapat meilalui peimbaharuan hak, di mana hak te irse ibut dibeirikan 

ke ipada peime igang hak atas tanah yang dimiliki o ile ih HGB atau 

HGU dan Hak Pakai se ite ilah masa beirlaku hak te irse ibut habis 

atau masa beirlaku hak peirpanjangan teilah habis.  

Me inurut Pasal 27 Peiraturan Peime irintah No imoir 40 Tahun 1996 

teintang HGU, HGB, dan Hak Pakai atas Tanah, pe imbaharuan atau 

pe irpanjangan HGB harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun se ibe ilum 

jangka waktu atau pe irpanjangan HGB teirse ibut be irakhir. Tata cara dan 

pe irsyaratan tambahan untuk peimbaharuan atau peirpanjangan HGB diatur 

dalam Ke iputusan Pre isidein dan Pasal 41 PMNA/KBPN No i.9/. Pe iraturan 

Pe imeirintah Reipublik Indo ine isia No imoir 40 Tahun 1996 Teintang HGU, 

HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 36 me inyatakan bahwa hapus HGB 

atas tanah Neigara se ibagaimana dimaksud dalam pasal 35 me ingakibatkan 

tanah teirse ibut meinjadi tanah Neigara atau tanah yang dikuasai o ileih Ne igara. 

Me inurut kasus yang diputuskan o ile ih Mahkamah Agung Re ipublik 
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Indoine isia No imoir.136K/Pdt/2017, ada be ibe irapa meitoide i yang dapat 

digunakan untuk meimungkinkan transaksi jual be ili tanah seiluas 460 meite ir 

pe irse igi yang te irleitak di Daeirah Khusus Ibuko ita Jakarta, Ko itamadya Jakarta 

Se ilatan, Ke icamatan Ke ibayo iran Lama, Ke ilurahan Gro igoil Utara, yang 

haknya te ilah beirakhir pada tanggal 26 No ive imbeir 2006. Pe iraturan 

Pe imeirintah No imoir 40 Tahun 1996 me imbeirikan seijumlah cara untuk 

meimungkinkan pe injualan tanah teirse ibut, te irmasuk cara-cara beirikut : 

a) Kare ina jangka waktu hak atas tanah teilah be irakhir, satu-satunya 

pilihan yang mungkin adalah pe imbaharuan hak atas tanah. 

Pe imbaharuan hak adalah pe imbe irian hak atas tanah yang sama 

de ingan hak se ibeilumnya ke ipada subjeik atau peime igang hak atas 

tanah yang sama, dan pe imbaharuan ini dapat dilakukan se iteilah 

jangka waktu hak atas tanah te irse ibut be irakhir atau beirakhir. 

Pasal 26 Peiraturan Peime irintah Reipublik Indo ine isia No imoir 40 

Tahun 1996 meine itapkan bahwa, atas pe irmoiho inan peime igang 

hak, HGB atas tanah Ne igara se ibagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 dapat dipeirbaharui jika me imeinuhi syarat-syarat 

be irikut:  

(1) Tanah masih digunakan se isuai deingan sifat, keiadaan, dan 

tujuan peimbaruan hak teirse ibut;  

(2) Tanahnya masih dipeirgunakan de ingan baik;  

(3) Pe imeigang hak te ilah meime inuhi deingan baik syarat-syarat 

pe imbeirian hak.  
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(4) Pe imilik tanah teilah meimeinuhi peirsyaratan Pasal 19 untuk 

pe imeigang hak; dan  

(5) Re incana tata ruang wilayah te itap se isuai deingan tanah 

yang be irsangkutan. 

Cara untuk meimpeirbaharui seirtipikat Hak Guna Bangunan 

(HGB) adalah deingan me ingunjungi Kanto ir Badan Peirtanahan 

Nasioinal (BPN) atau Kanto ir Pe irtanahan Nasio inal di wilayah 

teimpat se irtipikat teirse ibut teirdaftar. Meire ika dapat langsung ke i 

loikeit peilayanan untuk meingisi fo irmulir pe ingajuan yang be irisi 

infoirmasi seipe irti loikasi, luas, ideintitas, pe irnyataan tanah tidak 

se ingke ita, peirnyataan tanah yang te ilah dikuasai seicara fisik, dan 

pe inggunaan tanah yang dimo iho in. Se ite ilah meingisi fo irmulir 

pe ingajuan dan meile ingkapi do ikume in lainnya, me ire ika dapat 

pe irgi ke i loike it peimbayaran untuk meimbayar biaya administrasi 

pe indaftaran hak dan peimeiriksaan tanah. 

b) Se ilain itu, pihak dapat me ingambil tindakan hukum de ingan 

meimbuat Akta No itaris yang dike inal seibagai Oipe irasi Hak Guna 

Bangunan dan AJB Rumah. Dalam hal ini, tanah de ingan hak 

guna bangunan yang te ilah habis masa be irlakunya tidak akan 

dipeirjualbeilikan, teitapi bangunan yang be irada di atasnya. Ini 

kareina tanah teirse ibut adalah tanah Neigara yang dikuasai o ileih 

Ne igara dan tidak dapat dipe irjualbeilikan. 

Dalam proise is jual be ili biasa, peinjual teitap meimbayar 
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Pajak Peinjual, atau PPH, dan pe imbeili te itap meimbayar Pajak 

Pe imbeili, atau BPHTB, se ibe ilum peinandatanganan akta. 

Pe imeigang hak atas tanah yang baru dapat meingajukan 

Pe irmoihoinan Hak Atas Tanah yang baru ke ipada Ke ipala Kanto ir 

Pe irtanahan Jakarta Seilatan seiteilah pe inandatangan akta. Se ite ilah 

itu, BPN dapat me inge iluarkan Surat Ke iputusan Pe imbeirian HGB 

ke imbali atas nama pe imbeili atau peime igang hak atas tanah yang 

baru. 

 

Isi Amar Putusan Mahkamah Agung no imoir 136K//Pdt/2017, 

ke ise ipakatan yang dibuat dalam Pe irjanjian Pe ingikatan Jual Be ili Akta No imoir 

17 pada tanggal 13 De ise imbeir 2006 dihadapan ―PN‖ seibagai No itaris dan 

pe imbeili teilah meimbayar se isuai de ingan ke iteintuan yang te ircantum dalam 

Pe irjanjian Peingikatan Jual Be ili adalah sah dan be irharga. Putusan ini 

be irteintangan deingan pe iraturan yang be irlaku, yang me inyatakan bahwa 

se ibidang tanah HGB harus be irakhir jangka waktunya se ibagaimana 

diteitapkan dalam keiputusan peimbeirian, peirpanjangan, atau peirjanjian 

pe imbeirian. Akibatnya, hak te irseibut me injadi hapus meinurut Pasal 40 

UUPA.  

Tanah HGB yang te ilah habis masa be irlakunya dan tidak dipe irpanjang 

atau dipeirbarui akan seicara oitoimatis keimbali kei status awalnya atau jatuh 

ke i peime igang hak se ibe ilumnya. Kare ina itu, PPJB yang dibuat o ileih pihak di 

hadapan "PN" se ibagai No itaris dalam kasus ini tidak dapat dianggap sah dan 
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sah. Dalam kasus ini, para pihak tidak meimiliki hak untuk me ilakukan PPJB 

atas tanah HGB kare ina peinjual sudah tidak me imiliki hak atas tanah te irse ibut.  

Kare ina se irtifikat HGB te ilah be irakhir masa be irlakunya, hak atas tanah 

ke imbali keipada Neigara atau dikuasai oile ih Neigara. HGB yang te ilah habis 

masa beirlakunya harus dipe irbaharui atau dipeirpanjang se ibe ilum masa 

be irlakunya be irakhir. Jika HGB yang te ilah habis masa be irlakunya tidak 

dipeirbaharui, status tanah te irse ibut akan ke imbali kei status aslinya, yaitu jika 

itu adalah tanah Neigara. 

Hal ini menunjukkan bahwa jika berakhirnya Hak Guna Bangunan 

karena jangka waktunya berakhir, dan status hak tanahnya kembali kepada 

negara, dan pemegang hak sampai dengan jatuh tempo tidak mengajukan 

pembaharuan/perpanjangan hak. Artinya tidak ada ―kepastian hukum‖ atas 

hak atas tanah tersebut dan merugikan pihak lainnya yang telah melakukan 

transaksi jual beli dengan memberikan panjar. Maka oleh Notaris dibuatkan 

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sesuai dengan ketentuan perjanjian, 

asas konsensualisme dalam perjanjian, dimana para pihak yang mengadakan 

perjanjian itu sepakat, setuju, seiya sekata mengenai hal-hal pokok dalam 

perjanjian itu diadakan, (pasal 1320 KUHPerdata), yang dengan demikian 

PPJB-HAT yang dibuat oleh para pihak menjadi hukum dan mengikat. 

Sebagaimana teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav 

Radbruch, yaitu  

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya hukum hukum positif 

adalah perundang-undangan.  
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2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya 

didasarkan pada kenyataan. 

3. Ketiga, bahwa fakta hukum harus dirumuskan dengan cara yang 

jelas sehingga terhindar kekeliruan dalam pemaknaan disamping 

mudah dilaksanakan. 

4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.  

PPJB-HAT kasus penelitian ini, dimana Pihak penjual, tidak 

melakukan pemindahtanganan aset ke pihak pembeli karena pembeli baru 

melakukan verscoot, yang ternyata HGB sebagai obyek perjanjian telah 

habis masa berlakunya. PPJB-HAT dalan penelitian merupakan jenis 

perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian di mana pihak-pihak sepakat untuk 

mengikatkan diri melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain, 

sehingga dengan dibuatnya PPJB pada dasarnya belum mengakibatkan 

beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual ke pembeli. Tahapan ini 

baru merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian 

penyerahan (levering), yaitu ditandatanganinya AJB di hadapan PPAT. 

Proses jual beli menggunakan struktur PPJB pada umumnya harus 

diikuti klausula perbuatan penyerahan, dalam hal ini penyerahan secara fisik 

maupun yuridis (juridische levering), di mana dalam penyerahan secara 

yuridis ini dilaksanakan dengan adanya penandatanganan dan pembuatan 

AJB di hadapan PPAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 10 

Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, apabila dalam 

proses jual beli tersebut belum ada AJB, maka belum bisa dikatakan telah 
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terjadi penyerahan secara yuridis, sehingga meskipun telah terjadi PPJB, 

maka penyerahan fisik dan yuridis belum terjadi. Dengan demikian, dari 

beberapa hal tersebut, dapat diketahui bahwa antara PPJB dengan perjanjian 

jual beli terdapat perbedaan yang mendasar, yakni terkait perpindahan 

barang atau objek, di mana dalam PPJB perpindahan atas barang atau objek 

baru terjadi dalam waktu yang akan datang, sedangkan dalam perpindahan 

atas barang atau objek dalam perjanjian jual beli terjadi pada saat itu juga 

(berpindah seketika dari pihak penjual kepada pihak pembeli). Dalam 

konteks jual beli tanah dan/atau bangunan, maka perpindahan hak atas tanah 

tersebut baru terjadi setelah ditandatanganinya AJB di hadapan pejabat yang 

berwenang, yaitu PPAT. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk kepastian hukum teirhadap 

pe imeigang Hak Guna Bangunan yang te ilah daluwarsa masa be irlakunya 

adalah meilalui upaya administratif yaitu pe iningkatan hak meinjadi hak Milik 

de ingan syarat dan pro ise idur te irte intu di BPN wilayah se ite impat. Apabila tidak 

dapat diseileisaikan di kantoir BPN te irle ibih teirjadi suatu peirkara seingke ita, 

upaya pe inye ile isaiannya me ilalui Peingadilan Tata Usaha Neigara. Dapat atau 

tidaknya dise ileisaikan meilalui upaya administratif, itu te irgantung pada 

pe iraturan peirundangan yang me injadi dasar dikeiluarkannya putusan Tata 

Usaha Ne igara teirse ibut.  

Masalah yang diuraikan diatas menunjukkan keterkaitan antara teori 

kepastian yang meliputi bahwa kepastian hukum status hak atas tanah, 

subjek dan obyek hak guna bangunan yang telah kedaluwarsa. Jaminan 
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perlindungan hukum bagi pembeli guna mendapatkan rasa aman menguasai 

suatu obyek hak atas tanah, tidak mendapat gangguan atau gugatan dari 

puhal lain. Perlindungan hukum, sepanjang tidak ada cacat yuridis, meliputi 

cacat prosedur, cacat wewenang, cacat substansi atas sertipikat Hak Guna 

Bangunan tersebut.   

Pe inting bagi peime igang HGB untuk me impeirhatikan masa beirlaku 

HGB dan waktu untuk memperbaharui/me impeirpanjang se irtipikat agar dapat 

meinghindari ko inse ikue insi ne igatif yang mungkin timbul akibat ke idaluwarsa 

hak guna bangunan seirta untuk meimbe irikan keipastian hukum keipada 

pe imeigang hak serta kepada pihak lain, jika hak atas tanah tersebut akan 

dialihkan melalui jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. 

 

C. Contoh Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI  

Nomor 17 

Pada hari ini, Rabu, tanggal tigabelas desember 

duaribu enambelas (13-12-2016), hadir dihadapan 

saya PRANATA NUSANTARA, Sarjana Hukum, Magister 

Hukum, Notaris di Kotamadya Jakarta Selatan, dengan 

dihadiri saksi-saki yang namanya akan disebut dalam 

akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, 

Notaris:- 

I. NYONYA HAJJAH MARLINA ISMAIL, lahir di 

Jakarta, pada tanggal duapuluh nopember 

seribu sembilanratus limapuluh delapan (27-

11-1958), Swasta, bertempat tinggal di 
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Jakarta, Jalan Kaveling Permata Hijau Y/1. 

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, 

Kelurahan Grogrol Utara, Kecamatan Kebayoran 

Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda 

Penduduk Nomor 0952051812580422, Warga Negara 

Indonesia----- 

II. Tuan HENWIRA HALIM, lahir di Medan, pada 

tanggal sembilanbelas desember seribu 

sembilanratus limapuluh empat (19-12-1954), 

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan 

Kaveling Permata Hijau Y/1. Rukun Tetangga 

002, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogrol 

Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 

09520519540950220, Warga Negara Indonesia---- 

III. Tuan JOSHUA HERMAWAN HALIM, lahir di Jakarta, 

pada tanggal duapuluh tiga agustus seribu 

sembilanratus sembilanpuluh delapan (23-08-

1998), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, 

Jalan Kaveling Permata Hijau Y/1. Rukun 

Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan 

Grogrol Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda 

Penduduk Nomor 095205223081998203, Warga 

Negara Indonesia-----------------------------

------- 

----------------selanjutnya akan disebut----------- 

-----------------PIHAK PERTAMA/PENJUAL------------- 

I. Tuan ANDRE SUSANTO LUKMAN, lahir di Jakarta, 

pada tanggal sepuluh nopember seribu 

sembilanratus limapuluh lima (10-10-1955), 
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Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan 

Syamsu Rizal Nomor 20, Rukun Tetangga 009, 

Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan 

Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda 

Penduduk 32140982000002120, Warga Negara 

Indonesia,----- 

---------------selanjutnya akan disebut juga------- 

------------------PIHAK KEDUA/Pembeli-------------- 

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal--------- 

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai 

berikut : ----------------------------------------- 

-bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah menurut 

hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dan 

yang berhak atas : -------------------------------- 

-sebidang tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 

548/Grogol Utara, seluas kurang lebih empatratus 

emampuluh meterpersegi (460M2) sebagaimana 

diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal lima juni 

seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan (5-6-

1979), yang terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan 

Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, setempat 

dikenal sebagai Blok Y Persil Nomor 1, terdaftar 

atas nama :------- 

JOSHUA HERMAWAN HALIM------------------------------ 

-demikian berikut segala sesuatu yang sekarang 

telah dan/atau nanti dikemudian hari ditanam, 

didirikan dan melekat di atas bidang tanah tersebut 

yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut 

undang-undang dianggap sebagai harta tidak 

bergerak, terutama sebuah bangunan berikut turutan-



110 

  

turutan yang berdiri diatas tanah tersebut---------

-------- 

-(selanjutnya disebut juga “Tanah dan Bangunan 

AQUO”);-------------------------------------------- 

-bahwa PIHAK KEDUA hendak membeli dan menerima 

penyerahan dari PIHAK PERTAMA atas Tanah dan 

Bangunan Tersebut, akan tetapi jual beli belum 

dapat dilakukan oleh karena : ---------------------

------ 

-masih menunggu selesai diperpanjang di kantor 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Jakarta, 

karena sertipikat akan berakhir haknya pada tanggal 

duapuluh enam Nopember duaribu enam (26-11-2006), 

maka belum dapat dilaksanakan dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah yang berwenang;----------------- 

-bahwa berhubung dengan hal itu PIHAK PERTAMA dan 

PIHAK KEDUA telah saling setuju dan sepakat untuk 

terlebih dahulu mengadakan Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli dalam akta ini, mengenai Tanah dan 

Bangunan Aquo, tersebut, dengan ini mengadakan dan 

menerima suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

dengan syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut:-----------------------------------

-------- 

--------------------PASAL 1----------------------- 

-harga penjualan dan pembelian dari Tanah dan 

Bangunan tersebut dilakukan jual beli kelak antara 

kedua belah pihak ditetapkan sekarang ini sehingga 

dikemudian hari tidak akan mengalami perubahan 

dengan alasan apapun juga sebesar tiga milyar lima 

ratus juta rupiah (Rp.3.500.000.000,-);----------- 
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Jumlah uang yang mana akan dibayarka oleh PIHAK 

KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,melalui 2 (dua) tahap 

pembayaran, yakni:--------------------------------- 

-pembayaran tahap pertama (1) sebesar satu miliar 

dengan ketentuan tahapan pembayaran sebanyak satu 

milyar enam ratus lima puluh juta rupiah 

(Rp.1.650.000.000,-);------------------------------ 

-pembayaran tahap kedua (2) sebesar satu milyar 

delapan ratus lima puluh juta rupiah 

(Rp.1.850.000.000,-), dan untuk penerimaan uang 

sejumlah pelunasan tahap kedua sebagaimana tersebut 

akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan 

pembayaran yang sah dan alat bukti yang sah atas 

penerimaan uang sejumlah tersebut dalam akta ini 

oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA.--------------- 

---------------------PASAL 2---------------------- 

-PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan 

diri kepada PIHAK KEDUA, sekarang ini dan untuk 

pada waktunya dikemudian hari untuk menjual dan 

menyerahkan kepada dan untuk dimiliki oleh PIHAK 

KEDUA, yang dengan ini berjanji mengikatkan diri 

kepada PIHAK PERTAMA, sekarang ini dan pada 

waktunya dikemudian hari untuk membeli dan menerima 

penyerahan untuk dimiliki dari PIHAK PERTAMA atas 

kepemilikan Tanah dan Bangunan tersebut”----------- 

-Apabila terdapat perbedaan luas, setelah proses 

perpanjangan sertipikat atas Tanah dan Bangunan 

tersebut, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak 

akan saling mengadakan perhitungan lagi dikemudian 

hari.---------------------------------------------- 

-Membebankan Biaya Pengurusan Perpanjangan Surat 
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Sertipihak hak atas Bangunan sebesar seratus 

limapuluh juta rupiah (Rp.150.000.000,-), kepada 

PIHAK KEDUA, dibayarkan pada tanggal lima Desember 

duaribu enam (5-12-2006).-------------------------- 

---------------------PASAL 3---------------------- 

-Jual beli dari Tanah dan Bangunan tersebut akan 

dilangsungkan antara kedua belah pihak dengan 

syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang lazim 

yang dibuat untuk perjanjian yang serupa itu, 

antara lain dengan ketentuan-ketentuan, bahwa:-----

------- 

a. PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin sepenuhnya 

kepada PIHAK KEDUA, bahwa PIHAK KEDUA tidak 

akan mendapat gugatan, tuntutan, klaim dalam 

nama maupun bentuk apapun juga dari pihak lain 

yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu 

atau turut mempunyai hak atas Tanah dan 

Bangunan tersebut dengan membebaskan PIHAK 

KEDUA dari segala tuntutan dari pihak lain 

mengenai hal-hal tersebut setelah di cek pada 

kantor pertanahan yang berwenang, ternyata 

tidak dapat dilakukan jual beli, maka sejumlah 

uang yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA 

harus dikembalikan kepada PIHAK KEDUA secara 

sekaligus dan seketika;------------------------

-------------- 

b. PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin sepenuhnya 

kepada PIHAK KEDUA, bahwa Tanah dan Bangunan 

tidak sedang dalam sengketa atau bebas dari 

sengketa dalam bentuk dan nama apapun juga, 

termasuk namun tidak terbatas atas sengketa 
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baik secara perdata, pidana maupun peradilan 

Tata Usaha Negara;-----------------------------

----- 

c. PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin PIHAK KEDUA 

bahwa Tanah dan Bangunan terdapat tidak sedang 

diblokir atau tidak sedang dikenakan sesuatu 

sitaan dan tidak sedang dijadikan jaminan 

hutang, seperti gadai, hak tanggungan, 

kreditverband dan lain sebagainya;------------- 

d. PIHAK PERTAMA menjamin juga PIHAK KEDUA, bahwa 

untuk melaksanakan perbuatan hukum dalam akta 

ini, PIHAK PERTAMA telah mendapatkan setiap dan 

seluruh persetujuan dari seluruh pihak;-------- 

---------------------PASAL 4---------------------- 

-selama perjanjian ini berlaku dan berjalan antara 

kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA tidak berhak 

lagi untuk menjual atau dengan cara lain 

mengalihkan, memindahkan dan/atau melepaskan hak 

atas Tanah dan Banguan tersebut kepada pihak ketiga 

lain ataupun untuk membebankannya dengan beban yang 

bersifat apapun untuk penjamin pelunasan suatu 

hutang kepada pihak lain jika tidak mendapat 

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK 

KEDUA;--------------------------------------------- 

-semua tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan 

oleh PIHAK PERTAMA mengenai Tanah dan Bangunan 

tersebut yang bertentangan dengan apa yang 

ditentukan dalam Pasal ini adalah tidak sah dan 

batal dengan sendirinya menurut, pembatalan mana 

dengan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yang 
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memberikan hak bagi PIHAK KEDUA untuk menuntut 

dikembalikannya dalam keadaan semula dan untuk 

melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna 

untuk itu.--------- 

---------------------PASAL 5---------------------- 

-PIHAK PERTAMA dengan ini telah memberikan dan/atau 

menyerahkan asli, tersebut di atas kepada PIHAK 

KEDUA untuk keperluan pelaksanaan jual beli Tanah 

dan Bangunan dimaksud- dalam akta ini;   

-PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa penuh 

kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA 

guna menjual Tanah dan Bangunan sebagaimana telah 

diuraikan di atas hanya kepada PIHAK KEDUA, dengan 

menandatangani Akta Jual Beli-nya di hadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang segera 

setelah:-- 

-proses perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan, 

pengosongan oleh Penjual, selesai dilaksanakan;---- 

-untuk keperluan-keperluan tersebut di atas 

menghadap dimana perlu memberikan dan/atau meminta 

keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat 

dan menandatangani segala surat dan/atau akta yang 

diperlukan termasuk menandatangani Akta Jual Beli 

di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, mengisi dan 

menandatangani segala formulir dan/atau daftar, 

mengajukan permohonan-permohonan dan selanjutnya 

mengerjakan segala sesuatu dan melakukan segala 

tindakan yang diwajibkan atau dianggap baik dan 

berguna oleh PIHAK KEDUA, satu dan lain tidak ada 

tindakan yang dikecualikan, untuk melaksanakan jual 

beli tersebut;   
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-kuasa-kuasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA 

kepada PIHAK KEDUA dalam akta ini tidak dapat 

ditarik kembali dan/atau dibatalkan oleh karena 

sebab apapun juga, termasuk oleh karena sebab-sebab 

yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata.-----------------------

-------------- 

---------------------PASAL 6---------------------- 

-Pajak Penghasilan, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan 

jual beli Tanah dan Bangunan tersebut nantinya 

ditanggung dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA;--------- 

-sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

nantinya ditanggung dan dibayar oleh PIHAK KEDUA;- 

-biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang timbul 

sehubungan dengan akta ini ditanggung dan dibayar 

oleh PIHAK KEDUA.---------------------------------- 

---------------------PASAL 7---------------------- 

-Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya 

serta pelaksanaannya, kedua belah pihak menerangkan 

memilih tempat kedudukan yang umum dan tidak 

berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan.-----------------------------------

--------  

-para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin 

kebenaran identitas para penghadap adalah sesuai 

dengan data/tanda pengenal yang diberikan kepada 

saya, Notaris, dan membebaskan saya, Notaris dan 

saksi-saksi dari segenap tuntutan berupa apapun 

mengenai hal-hal tersebut yang timbul dikemudian 
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hari baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum 

yang timbul karena sengketa tersebut.-------------- 

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah 

mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini 

dengan membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini, 

dan kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari 

jempol kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri 

dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang 

dilekatkan pada minuta akta ini.------------------- 

--------------DEMIKIANLAH AKTA INI-------------

- 

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota 

Jakarta Selatan pada hari dan tanggal sebagaimana 

tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri 

oleh : -------------------------------------------- 

1. TUAN ASEP SAMSUL MA’ARIF, lahir di Tegal pada 

tanggal duabelas Juli seribu sembilanratus 

tujuhpuluhtujuh (12-07-1977), swasta, bertempat 

tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Permata 

Kuning Nomor 23, Rukun Tetangga 012, Rukun 

Warga 021, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Pulo, 

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk 

Nomor 31751012077700042, Warga Negara 

Indonesia;----- 

2. Tuan Ahmad Taufik, lahir di Medan, pada tanggal 

tigapuluh Desember seribu sembilan ratus 

tujuhpuluh empat (30-12-1974), swasta, 

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Suralaya 

nomor 45, Rukum Tetangga 002, Rukun Warga 005, 

Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Kalibata, 

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk 
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nomor 3175103012197400034, Warga Negara 

Indonesia;--- 

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-

saksi.--------------------------------------------- 

-segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan 

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta 

ini diparaf tiap halaman serta ditandatangani oleh 

para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----

----- 

-dilangsungkan tanpa perubahan.-------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Kolom Penandatanganan] 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

1. Ke idudukan Hukum Akta Pe ingikatan Jual Be ili (PJB) tidak diatur 

se icara noirmatif, itu adalah upaya no itaris untuk meingisi ce ilah hukum 

dalam proise is jual beili tanah. Seibeilum Akta Jual Be ili (AJB) dibuat, ini 

meirupakan peirjanjian awal yang dipe irlukan untuk peiralihan hak atas 

tanah dalam seirtipikat. Akta Pe ingikatan Jual Be ili (PJB) tidak dapat 

dianggap se ibagai bukti peiralihan hak atas tanah. Dalam pro ise is jual 

be ili tanah se ibeilum akta jual be ili dibuat o ileih Pe ijabat Pe imbuat Akta 

Tanah (PPAT), akta pe ingikatan jual beili sangat e ife iktif. Ini kare ina 

Pe ingikatan Jual Be ili (PJB) dibuat di de ipan noitaris, se ihingga aktanya 

oiteintik. Tidak ada bukti pe ingalihan hak atas atas me ilalui akta 

pe ingikatan jual beili. Kare ina jual beili tanah yang se irtipikat, masih 

dipeirlukan tindakan hukum tambahan, se ipe irti meimbuat Akta Jual Be ili 

se ibagai bukti peiralihan hak atas tanah se ibagai syarat peirubahan hak 

milik atas tanah. Salah satu ke indala dalam proise is pe iralihan hak atas 

tanah deingan me inggunakan akta peingikatan jual be ili se ibeilum akta 

jual beili dibuat oile ih Pe ijabat Pe imbuat Akta Tanah (PPAT) adalah 

adanya itikad yang tidak baik dari salah satu atau ke idua pihak; peinjual 

meininggal se ibe ilum akta jual beili dibuat; dan ahli waris pe injual tidak 

be irse idia meimbe irikan tanda tangan me inge inai peirse itujuan bahwa jual 



120 

  

be ili tanah teilah teirjadi. Dalam hal ini, pe irjanjian batas dapat 

dibatalkan atau agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak te irjadi, 

pe imbuatan Akta Jual Be ili (AJB) dilakukan se ige ira se iteilah Akta 

Pe ingikatan Jual Be ili se ileisai. Agar transaksi dapat be irjalan lancar, akta 

pe ingikatan jual beili harus dibuat deingan niat baik dan te irbuka. Dalam 

hal Amar Putusan Mahkamah Agung no imoir 136 K//Pdt/2017 dan 

Amar Putusan no imoir 557/PDT/2015/PT.DKI tidak se isuai de ingan 

ke iteintuan yang te ircantum dalam Peiraturan Pe imeirintah Noimoir 40 

Tahun 1996 dan Undang-Undang Po ikoik Agraria (UUPA). Pe irjanjian 

Jual Be ili yang dibuat di hadapan No itaris tidak sah kare ina peinjual 

tidak meimiliki hak untuk me ilakukan PPJB atas tanah yang sudah 

dikuasai oileih Ne igara atau deingan kata lain HGB sudah ke idaluwarsa. 

Jika PPJB yang dibuat o ileih Noitaris ditandatangani o ile ih para pihak 

yang be irke ipe intingan dan No itaris teirbukti tidak sah, No itaris itu seindiri 

be irtanggung jawab atas pro ise idur yang dilakukan se ilama proise is 

teirse ibut. Ini dapat be irupa hukuman administrasi, pe irdata, pidana, atau 

se isuai de ingan Koide i E itik Pro ife isi Noitaris. se irta PPJB yang dilakukan 

oileih para pihak dalam hal ini tidak me imeinuhi syarat oibje iktif 

dikareinakan tanahnya te ilah meinjadi tanah Ne igara, se ihingga PPJB yg 

dibuat batal deimi hukum. 

2. Untuk tanah HGB yang te ilah be irakhir masa be irlakunya, pihak penjual 

tidak teipat meilakukan PPJB. Me inurut Pasal 36 Pe iraturan PP No i.40 

Tahun 1996, tanah HGB yang te ilah beirakhir masa beirlakunya harus 
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ke imbali kei status hukum aslinya, yaitu me injadi tanah Neigara. 

Me inurut UUPA, tanah Ne igara adalah tanah yang tidak dileikati deingan 

hak atas tanah. O ileih kareina itu, para peinjual tidak dapat me ilakukan 

PPJB atas tanah yang te ilah beirakhir masa beirlakunya. Pe imeigang Hak 

Guna Bangunan atas tanah yang jangka waktunya te ilah be irakhir dapat 

teitap meinjadi peimeigang HGB atas tanah te irse ibut dalam beibe irapa 

cara. Meinurut PP No i.40/1996, salah satunya adalah de ingan 

meimpe irbarui hak meireika atau deingan meimbuat Akta No itaris yang 

dikeinal se ibagai Akta Jual Beili Bangunan dan Pe ingoipe iran Hak. 

 

B. SARAN 

1. Sebaiknya Pe ime irintah dapat meimpeirke itat peingawasan no itaris dalam 

pe imbuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan membuat regulasi 

yang memadai.. Serta melalui Kantah Pe irtanahan Ko ita/Kabupate in  

rutin meinye ileinggarakan so isialisasi meinge inai Hak Guna Bangunan 

untuk meimbeirikan keipastian hukum keipada pemegang Hak. 

2. Se iharusnya No itaris leibih teiliti dan meimahami keiwe inangannya, 

dimana Noitaris juga harus me imastikan bahwa dalam PPJB yang 

dibuat, teilah dipeinuhi peirsyaratan ke ipastian hukum. Hal ini pe inting 

untuk meilindungi keipe intingan keidua beilah pihak dalam transaksi jual 

be ili. Noitaris meimiliki peiran pe inting dalam meimbeirikan pe irlindungan 

hukum dan keipastian hukum atas perbuatan hukum PPJB-HAT.  
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